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A BETRAKSI

Penslitian  ini berpangkal tolak dari pendapat Rochmat

Soemitro  vang mengatakan bahwa kalau melihat proses pengisian

Surat Femberitahuan Obvek Fajak (SForP), penerbitan Surat
Femberitahuan Pajak terhutang (S5FFPT) sampai dengan pembavaran
pajak terhutangnva, terlihat bahwa Pajak Bumi dan Bangunan {(PEB}
belum sepenubnya mengimplementasikan sistem self asszessment,
akan tetapi sebaliknva pula tidak menggunakan sepenuhnya sistem
wfticial a@zzeszment, sehingga sementara ini dikatakan bahwa
Fajak Bumi dan Bangunan menggunakan perpaduan antara keduanva.

Didasarkan pada latar belakang pemikiran di atas, maka
permasalahan vang diajukan dalam penelitian ini adalah mengapa
sistem self aszessment periun diterapkan dalam FBE?,
faktor—faktor relevan apa saja yang dibutuhkan agar sistem self
assessment dapat diimplementasikan dalam FBB? Sejauh mana sistem
se2l¥ asseszment telah diimplementasikan dalam FBB sebagaimana
vang diamanatkan dalam reformasi perpajakan nasional?.

Untuk menjawab dan menjelaskan permasalahan diatas, maka
nenelitian  ini menggunakan pendekatan vuridis normatif dengan
dilengkapi pendekatan vyuridis sosiologis dengan analisis
kualitatif. Oleh karsna itu penelitian di samping melibat  Rhukum
sahagai Taw in books sekaligus pula melihat hukum sebagai Iaw Iin
ction.

Temuan—temuan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah,
fertama; Secara normatif Undang-Undang PBE menganut sistem self
azsesszment, karena di dalam Undang—Undang ini HWajib Fajak diberi
kesempatan untuk melaporkan dan mendaftarkan cendiri obyek
pajaknya, menghitung dan membayar sendiri  pajak terhutangnya.
Ke—dua; dalam pelaksanaan pendaftaran obyek pajak, telah terjadi
pengingkaran terhadap sistem self aseszment karena Wajib Pajak
tidak diberi wewenang untuk menentukan Kelas dan Nilai Jual
Dbyek pajak (NJOP)-nva. Dengan tidak diberikan kasempatan untuk
mensntukan sendiri Kelas dan NJOP obyek pajaknya, berarti Wajib
Fajak tidak menghitung sendiri pajak terhutangnya. Ke—-tiga; ada
hubungan vyang erat antar belum diterapkannva sistem self
azsessment dengan fungsi budgeter PBE. Berdasarkan hasil
penelitian diketahui bahwa PBE lahbih berpihak kepada fungsi
budgeter dibanding fungsi regulasinya. FKe-empat: FKontribusi
penerimaan FBE terhadap total penerimaan Pomda Tk. I Jawa Tengah
yang rata-rata 11,41% per—tahun, untuk Pemda Kotamadya Dati I1I
Semarang vang rata—-rata 12,32% per—tahun, telah membuktikan bahwa
fungsi budgeter FBEE sangat strategis dan menentukan. Oleh karens
ity kinerja PBE perlu dipertahankan, bila perlu ditingkatkan
gserta dijaga kesimambungannva. Untuk itu perla diciptakan hukum
{aturan—aturan pelaksanaan: vang dapat menjamin stabilitas
penarimaannya. Aturan—aturan vang dapat menimbulkan inefisiensi,
sarta mengganggu  stabilitas penerimaan  harus dihilangkan,
sekalipun -itu bertentangan dengan semangat aturan dasarnya. Bi
samping itu dalam rangka efisiensi, periu diciptakan Birpkrasi
Ferpajakan vang mempunvai semangat wirausaha (Enterpreneurship
berauchracy} sebagaimana vang disampaikan oleh David Osharne dan
Ted Gaebler dalam teori mewirausakan birockrasi {Reinventing
Government} yang =angat terkenal itw.

Karena secara teoritis sistem self assessment diciptakan
dalam rangka efisiensi, dan makna sistem self assessment sangat
relevan dengan semangat dempkrasi dalam era reformasi sekarang
ini; vang menempattan Wajib Pajak sebagai obyek sekaligus sehbagi
subyek dalam sistem perpajakan nasional, maka sudah saatnya
sistem seif assessment diterapkan secara utuh dalam pemungutan
FBH, dengan harapan akan tercipta kesadaran pajak {tax
copciousnes) di masvarakat.
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ABSTRACT

The point of departure for this research study is opinion
of FRochmat Scemitro, who says that one observes t =] rocedure
for filling our Tax Objects Decleration Form and the publication
of the Tax Assessment Decleration Form including the payment of
the said tax obligation, it is evident tha% The Eand and
Building Tax does not vyet completely implement the ‘"self
assessment” System, but on’ the con rary also does not fully use
the "official assessment® system. Thus at the present time he

says that The Land and Building Tax procedures use combination
of both system.

.. Based on__the above backgraound of ideas, this study
submits the following research problem: Why does not the "self
assessment” szstem need to be applied to the Land and Ruildin
Tax? What relevant factors are needed in order for the == |
assessment” system to be implemented in The Land an Building
Tax? To what extent has the "self assessment” system _already
been implemented in the administration of The Land and Building
Tax as mandated by The Nasional Tax Revison.

In order to clarify and solve the above problem, this
research study uses the normatif legal approach supplemted with
elements of  the of the Socio lega approach and gualitative
analysis. Therefore, this study not only freats the law as law
in books, but also as law in action.

The key findings obtained by this study arer First, as
norm,. The Land and Bullding tax administration adheres to  the
"selt assessment” system, because in its regulations the
Taxpager himself is ?iven the oportunity to report and list
taxable objects as well as calculate and pay his tax Dbli%atlﬂﬂ;
Secendly, in the actual implementation of recording axable
objects, a self contadiction has occured in the "self
assessment”  system because  the taupaver is  not given the
aunthority to determine the Class and Sales Value of the Taxable
Object. Automatically, this means that the Taupayer does not
caleulate his ows tax obli%atlon; Thirdly, there is a close
relationship between the fact that the “"self assessment”  system
has not vet been fully activated and the budgetary function of
The Land and Building Tax. The result of this research study
indicate that The Land and Building Tax administration has more
of a budgetary function rather than a regulatory functions;
Fourthly, the contribution received from The Land and Building
Tax which comprises 11,41% of the total vearly income of The
Frovince of Central Java, and 12,32% of the total yearly income
of The city of Semarang_indicates that the budgetary function of
The Land and Building Tax is ver{ strategic and diterminative.
Therefore the performance of The land and Building Tax needs to
be maintained, and if necessary increased and its continued role
protected. In order to accomplish this, laws (implementation
regulation) that guarantee stability of The Land and Buildin
Tax income need to be passed. Rules that cause inefficiency an
that disrupt income stability need to be revoked, even if these
decisions conflict with the spirit of the underlying law. In
addition, for the sake of efficiency, a_Tax Berauchracy needs to
be created which has an enterpreneurial spirit in keeping with
the concepts of David Osborne and Ted Gaebler in their ~famous
theoretical proposal of The Reinventing Government.

Since the “"self ascessment” system theoretically was
created for the sake of efficiency, and the meanings of  the
"self assessment' system is very relevant to the spirit of

democracy during the present reformation era, wich treats the
Taxpayer both as object and at the same time subject in the
national tax system, therefore it is the appropriate time for
the "self assessment” system to be wholly and fulln practiced in
collection The Land and Building Tax, with the hope_ that an
awareness 0fF tax responsibility will be created in Indonesian
spciety.
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BAB I

FENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Negara Republik Indonesia vang berdasarkan
Pancasila dan Uqﬂang—Undang Dasar 19435, setiap masyarakat varg
memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya, dikenakan kewajiban pajak sebagai imbalan atas
kenikmatan 'yang diperoalehnya. Sebagai negara hukum vang
menjunjung +tinggi hak dan kewajiban warga negara, maka
perpajakan ditempatkan sebagai salah satu perwujudan kewajiban
kenegaraan bagi para warganya Y&ang merupakan sarana peran

serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Secara historis pajak sudabh lama menjadi bagian vyang
menyatu dalam kehidupan masvarakat. Sejak Mashab Klasik vang
dipelopori oleh Adam Smith, Davis Ricardo, John Stuart Mill
dan Thomas Malthus péjak sudah menjadi bagian yang tidak dapat
dipisahkan dalam kehidupan suatu negara. Dari pajak inilah
negara membiavai kegiatan—kegiatan administrasi pemerintahan,

angkatan perang dan pembangunan {Mivasto, 1997).

Pajak adalah pungutan paksa vang dilakukan oleh
pemerintah terhadap Wajib Pajak vang tidak ada kontraprestasi
secara langsung. Oleh karena tidak ada kontraprestasi secara
langsung, maka suatu pungutan pajak harus memenuhi asas—asas

antara lain asas legal, asas kepastian hukum, asas efisien,
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asas non distorsi, asas sederhana, dan asas adil (Rochmat

Socemitro, 1990).

Asas legal mempunyai makna bahwa setiap pungutan pajak
harus didasarkan pada Undang-Undang. Qleh karena itu seﬁiap
peraturan—peraturan perpajakan, baik vyang terdapat dalam
Feraturan Femerintah, Keputusan Menteri Keuangan, maupun Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak, harus ada referensinya dalam
Undang-Undang. Dalam sistem ﬁerpajakan di Indonesia asas ini
dinyatakan‘ secara eksplisit dalam Undang—-Undang Dasar 1945,
Pada pasal 23 avat (2) tUndang—Undang Dasar 1945 dinvatakan
bahwa semua pajak—-pajak untuk kegunaan kas negara  berdasarkan

Undang—-Undang.

Asas kepastian hukum artinvya bahwa ketentuan
perpajakan tidak boleh menimbulkan keragu—raguan, harus jelas
dan mempunyai suatu pengertian sehingga tidak dapat
ditafsirkan ganda. Ketentuan—ketentuan pajak yéng dapat
ditafsirkan ganda akan dapat menimbulkan telah—celah
(Iaoopholes) yéﬁg dapat dimanfaatkan oleh penyelundup pajak.
Beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan
kepastian hukum terssbut adalah mengenai materi obyek pajak,
subyek pajak, tempat, waktu, pendefinisian, penyempitan/
perluasan, ruang lingkup, penggunaan bahasa hukum, dan
prenggunaan istilah—istilah baku.

Asas efisien dikandung maksud bahwa pajak dipungut dari
ﬁasyarakat yang kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan—

kegiatan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Dleh

karena itu suatu jenis pungutan pajak harus efisien, Jangan
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sampai biava—biaya pungutnya justeru lebih besar dibandingkan
dengan penerimaan pajaknya. Pada masa laluy beberapa jenis
pajak di Indonesia tidak memenuhi kriteria ini, misalnya pajak
radio, pajak anjing dan pajak kendaraan tidak bermotor. Hasil
vang diperoleh dari pajak—pajak tersebut tidak seimbang dengan

biaya—-biava pengumpulan vang dikeluarkan.

Asas non distorsi, berarti bahwa pajiak harus tidak
menimbulkan distorsi dalaam masyarakat, terutama distorsi
ekonomi. Pengenaan pajak seharusnya tidak menimbulkan kelesuan
2konomi, mis alokasi sumber—sumber dava dan inflasi. Adapun
Asas sederhana (simplicity} berarti bahwa aturan—aturan pajak
harus sederhana sehingga mudah dimengerti baik oleh fiscus,
mavpun oleh wajib pajak. Aturan—aturan pajak vyang kompleks
disamping akan sangat menyulitkan bagi pelaksana-pelaksana
perpajakan, Jjuga dapat ditafsirkan ganda sehingga dapat

menimbulkan Ioppholes.

Sedangkan asas adil, terutama berarti bahwa alokasi
beban pajak : -pada berbagai golangan masyarakat - harus
mencerminkan keadilan. Ada dua kriteria vang lazim digunakan
untuk melibat apakah alokasi beban pajak telah mencerminkan

aspek keadilan. EKriteria pertama adalah kemampuan membayar

‘dari wajib pajak (ability to pay). Berdasarkan kriteria ini

maka alokasi beban pajak dikatakan adil apabila seseorang yvang
mempunyai kemampuan membayar lebih tinggi dikenakan .praoparsi
beban pajak yang lebih tinggi. Kriteria kedua adalah prinsip
benefit (benefit principle), vaitu benefit yvang diperoleh

wajib pajak dari Jjasa—jasa publik vang diberikan oleh
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pemsrintah. Berdasarkan kriteria ini, maka pajak dikatakan
adil apabila seseorang yang memperoleh kenikmatan lebih hesar
dari Jjasa—jasa publik vang dihasilkan oleh pemerintah
dikenakan proporsi beban pajak vang lebih besar. Pajak Bumi
dan Bangunan misalnvya, menggunakan kriteria benefit ini untuk

mengukur aspek keadilan dalam perpajakan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 12B3 Tentang Fajak Bumi dan
Bangunan (PEBR), dan Undang—Undang No. 12 Tahun 1994 Tentang
Ferubahan Atas UU No. 12 Tabun 1285 Tentang Pajak Bumi dan
Bangunan, pada hakekatnya merupakan salah satu sarana
peruwujudan kegotong royongan nasional dalam pembiayaan negara
dan pembangunan nasional, sehingaga pEngenaannya harus
memperhatikan prinsip legal, kepastian hukum, keadilan dan
kesederhanaan serta ditunjang oleh sistem administrasi
perpajakan vang memudahkan Wajib Pajak dalam memenubi

kewajiban pembavaran pajak.

Dalam reformasi perpajakan pertama terdapat suatn
perubahan sistem vang sangat mendasar,; vaitu dari afficial
assessment meniadi self assessment. Dalam sistem pajak vyang
berasaskan self assessment wajib pajak tidak hanya menjadi
obyek tetapi justeruy menjadi subyek vang diharapkan aktif
berpartisipasi dalam sistem perpajakan nasional. Perubahan
sistem dari efficial assesseent menjadi sel¥ assessment ini
dimaksudkan untuk lebih memberdayakan wajib pajak dalam sistem
perpajakan nasional. Rechmat Scemitro, mengatakan bahwa dalam
sistem Self assessment wajib pajak diberi kepercayaan untuk

dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem
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menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak vyang
terhutang, sehingga melalui sistem ini pelaksanaan
administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan
lebih rapi, terkendali, sederhbana dan mudaﬁ untuk dipahami

oleh anggota masvarakat wajib pajak

Sistem self¥ assessmenlt dalam perpajakan nasional
dimaksudkan pula sebagai suatu sistenm pemungutan pajak vang
menghendaki wajib pajak untuk melaporkan dirinya kepada
ﬁirektnrat denderal Fajak, menghitung sendiri pajak terhutang,
mengisi surat pemberitahuan secara lengkap dan benar, membavar
pajak terhutang. Dengan perkataan lain, sistem self asessment
melimpahkan kewaijiban pajak sepenuhnya kepada wajib pajak,

sedangkan fiscus (aparat pemerintah dibidang perpajakan) hanva

melakukan pembinaan, pengawasan dan penelitian terhadap
kewajiiban perpajiakan vang dilakukan oleh wajib pajak
berdasarkan ketentuan vang digariskan dalam peraturan

perundang—undangan perpajakan vang berlaku.

Sistem self assessmeni yéng dianut oleh undang—undang
perpajakan nasional sekarang ini, ternyata tidak sepenuhnya
diterapkan dalam Undang—Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Dari
berbagai- tahap implementasi Undang-Undang Pajak Bumi dan
Bangunan terlihat bahwa lebih banvak menggunakan official
assessment dari pada self assessment. Hal ini sejalan dengan
yang dikatakan oleh Rochmat Soemitre, yvaitu bahwa Pajak Bumi
dan Hangunan belum sepenubnya didasarkan pada asas self

assessment seperti vang pada FPajak penghasilan Tahun 1984.




Salab satu bukti implementasi sistem self assessment
belum sepenubnya diterapkan dalam Pajak Bumi dan Bangunan
dapat dilihat dalam pasal 6 avat 1 Ul No. 12 Tahun 1985 bahwa
yahg dijadikan dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Obyek
Fajak {(NJOP). Untuk menentukan besarnya Nilai Jual Obvek Pajak
(MJOP) berdasarkan pasal & ayat 2 UU ditetapkan setiap 3 tahun
aleh Menteri Kevangan, kecuali untuk daerah tertentu
ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnva. Dari
Milai Jual Obyek Fajak (NJOP)} ini ditetapkan Nilai Jual ¥ena
Pajak (NJKP) dengan menerapkan persentase antara 20% sampai

100% dari Milai Jual Obvek Pajak (NJOP).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (FPP) No. 44 Tahun 1985
Tentang Penetapan Besarnva Persentase Nilai Jual Kena Pajak
(NJKF} pada Fajak Bumi dan Bangunan (FBR), pasal 6 ayat I dan
4 ditetapkan bahwa Nilai Jual Kena Paijak (NJKP) sebesar 20%
dari Nilai Jual Obyek Fajak (NJOP) yaitu (NJKPJ= 204 »® NJOP).
Sedangkan untuk menentukan besarnya MNilai Jual 0Obvyek PajaE
(NJOP) didasarkan pada klasifikasi bumi dan  bangunan vyang
ditetapkan oleh Menteri Keuwangan. Klasifikasi ini dibuat
dengan alasan bumi dan bangunan banyak macamnya dan tidak
mungkin disamaratakan nilainya. Klasifikasi Bumi dan Bangunan
adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai  jualnva
dan digunakan saebagai pedoman serta untuk memudahkan
penghitungan pajak vang terhutang. EBerdasarkan Keputusan
Menteri Keuwangan Tentang Penentuan Klasifikasi Dan BResarnva
Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan

Bangunan, ditentukan begsarnya Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)
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adalah nilai tengah dari masing-masing kelas Nilai Jual Obvek

Pajak (NJOP).

Dalam pasal 4 ayat 1 UU No. 12 tahun 1985 vang
menjadi Subvek Pajak adalah brang atau badan yang secara ﬁyata
mempunyai suatu hak atas bumi dan atau vyang memperoleh manfaat
atas bumi, dan atau memiliki, menguasai dan atau yang
memperoleh manfaat bangunan. Dengan demikian dapatlah
dikatakan bahwa besarnya Surat pemberitahuan Pajak Terhutang
(SPFT) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Fajiak
fofficial asszessment) vyang ditentukan berdasarkan Surat
Femberitahuan Obysk Pajak {(S8POP) vang disampaikan aleh wajib
pajak f(zelf aszessnent), tanpa memperhatikan apakah Subyek
Fajak mampu atau tidak mampu untuk membavarnva. Oleh sebahb
itulah FPajak Bumi dan Bangunan (PER} disebut juga pajak
obyektif karena penentuan besarnya pajak terhutang semata-mata
hanya memperhatikan obyek pajaknva saja tanpa sedikitpun

mempertimbangkan subyek pajak.
PERUMUSAN MASALAH

Kalau melihat proses pembuatan Surat Pamberitahuan
Obyek Pajak (5POP)}, Surat Pemberitabhuan Pajak terhutang (SPFT)
sampai dengan pembayvaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBR),
terlihat bahwa belum sepenubnva sistem self assessment
diimplementasikan dalam Pajak Bumi dan Bangunan, akan tetapi
sebaliknva tidak menggunakan sepenuhnya sistem official
assessment, sehingga sementara ini dapat dikatakan bahwa Fajak

Bumi dan Bangunan menggunakan perpaduan antara keduanva.
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Sehubungan dengan hal tersebut maka ity Research
Auestion (RO) dalam penelilitian ini adalah :

1. Mengapa sistem self assessment perlu diterapkan dalam Pajak
Bumi dan Bangunan 2.

2. Faktor-Faktor relevan apa saja yang diﬁutuhkan agar
sistem self assessment dapat diimplementasikan dalam Pajak
Bumi dan Bangunan (PBR)?.

3. Sejauhmana sistem selr asssessment telah diimplementasikan
dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana vang

diamanatkan dalam reformasi pajak nasional?.

TINJAUAN FUSTAKA

Fajak diartikan sebagai pungutan paksa vang dilakukan
aleh pemerintah terhadap waijib pajak vang tidak ada
kontraprestasi secara langsung yang diberikan oleh pemerintah
kepada wajib pajak. Oleh karena itu setiap pengenaan pajak
harus memenuhli  asas-asas antara lain  asas legal, asas
kepastian hukum, asas efisien, asas non distorsi, asas

sederhana dan asas adil.

Pajak menurut Musgrave and Musgrave mempunvai 2 (dua)
fungsi uatama vyaitu fungsi budgeter dan fungsi regulasi
{Miyasto, 1997). Fungsi budgeter berkaitan dengan fungsi pajak
sebagai alat untuk mengumpulkan dana dari masyarakat vyang
kemudian digunakan untuk membiavai administrasi pemmerintahan
dan kegiatan-kegiatan pembangunan. Sedangkan sebagai fungsi
fegulasi terutama berkaitan dengan peranan pajak dalam
mengatur irama kegiatan ekonomi, alokasi sumber—-sumber,

redistrubusi pendapatan dan konsumsi.




lLebih lanjut dikatakan bahwa suatu sistem perpajakan
hendaknya dapat memenuhi. kedua fungsi tersebut secara
simultan. FPenerimaan dari sektor pajak hendaknva dapat
digunakan untuk mencukupi pengeluaran—pengeluaran pemerintah,
paling tidak pengeluaran rutin. Proporsi penerimaan pajak
terhadap seluruh penerimaan pemerintah dapat digunakan sebagai
salah satu indikator stabilitas penerimaan dan kemandirian
negara dalam membiayai pengeluaran—-pengeluarannya. Di  samping
it swuatu sistem perpajakan harus mampu mengatur kegiatan-—
kegiatan ekonomi kearah yang diharapkan. Pajak harus mampu
merngurangl ketimpangan distribusi pendapatan, harué mampu
mengurangi ketimpangan distribusi kekayaan dan harus mampu

meningkatkan kegairahan investasi swasta.

Menurut Mivasto, bahwa Pelaksanaan ke dua fungsi
tersebut secara simultan memang tidak mudah, karena kedua
fungsi tersebut sering tidak sejalan. Usaha—usaha meningkatkan
penerimaan pemerintah dari sektor pajak dapat bertentangan
dengan usaha-usaha untuk meningkatkan kegairahan investasi.
Kalaupun demikian pemerintah dituntut wuntuk mampu mencari
keseimbangan agar kedua fungsi tersebut dapat dilakukan secara

cptimal.

Pajak Bumi dan Bangunan (FBR) adalah salah satu jenis
pajak vang ada, dan selalu berkaitan dengan fungsi budgeter
dan fungsi regulasi. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Faiak
Bumi dan BRangunan (FBB} diatur berdasarkan Undang-Undang
No. 12 Tahun 1985. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (FER} adalah

bumi dan bangunan vang berada di wilayah Republik Indonesia.
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Pengenaan Pajak Bumi dan RBangunan sebenarnva didasarkan pada
falsafah yang terkandung dalam Undang—-Undang Dasar 1945. Pasal
33 avat () Undang~Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa bumi ,
air dan kekayaan alam vang terkandung di - dalamnya dikuasai
negara sehingga seéecrang yang mendapatkan manfaat dari
sumber-sumber tersebut adalah sebagai akibat memperoleh hak
dari kekuasaan negara. 0Oleh karena itu wajar apabila

menyerahkan sebagian kenikmatannya tersebut kepada negara.

Dalam kaitannya dengan asas legalitas, maka pungutan
pajak untuk keperluan negara hanya boleh berdasarkan
undang—undang, karsna pajak merupakan peralihan kekavaan dari
rakyat kepada pemerintah, dengan tujuan untuk membiayai
keperluan negara. peralihan kekayaan ini ditujukan untuk
kepentingan masyarakat sendiri vyang merupakan kontraprestasi
secara tidak langsung. Oleh karena itu dalam menempatkan beban
pajak kepada trakyat harus ditetapkan berdasarkan undang—undang

sesuail dengan asas legalitas.

Karena pajak itu dibuat oleh pemerintah dengan
perseiujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka pajak dengan
sindirinya merupakan suatu kewajiban. Kewajiban perpajakan
tersebut harus dilaksanakan berdasarkan keadilan dan
kepentingan masyarakat tentu akan dipaksakan pelaksanaannva,
derngan kebijaksananan vang seadil—-adilnya. Hal ini dikandung
maksud aagar sistem perpajakan tidak akan menambah . beratnva
kehidupan masyarakat. Apabila memang secara nyata ada wajib
pajak vyang kurang mampu untuk memenuhi kewajiban perpaijakan

nya, maka pemerintah akan memberikan pertimbangan-petimbangan
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dan kebijaksanaan vang berdasarkan aspek kemanusiaan dan

keadilan.

Masalah penting yang perlu diperhatikan dalam peENgenaan
pajak adalah distribusi beban pajak pada masyarakat. Salah
satu syarat dari penetapan pajak adalah harus memenubi prinéip
keadilan. Yang dimaksud keadilan dalam perpajakan menurut Nick
Devas adalah bahwa dasar—-dasar pajak dan Ekewajiban membavar
pajak harus jelas dan tidak sewenang-wenang; pajak
beréangkutan harus adil secara horizontal, artinyva beban pajak
haruslah sama benar antara berbagai kelompok vyang berbeda,
tetapi dengan kedudukan ekonomi yang samaj; harus adil se=cara
vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber dava ekonomi
vang lebih besar memberikan sumber dava yang lebih besar dari
pada kelompok yang tidak memiliki sumber dava ekonami; dan
pajak itu haruslah adil dari tempat ketempat, dalam arti
hendaknya tidak ada perbedaan—perbedaan besar dan sewenang-
wenang dalam beban pajak dari satu daerah dengan daerah 1lain,
kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedgan dalam cara

penyediaan pelayanan kepada masyarakat (Masri Maris, 1989).

Menurut Musgrave and Musgrave sebagaimana vang dikutidf
ocleh Mivasto, bahwa ada dua tolok ukur vang dapat digunakan
untuk melihat adil tidaknya distribusi beban pajak. Pertama
adalah prinsip kemampuan untuk membavar, dan vang ke dua
prinsip menfaat. Kemampuan sessorang untuk membayvar pajak
dapat dilihat dari ¥ {(tiga) aspek, vaitu tingkat pendapatan,
jumlah kekavaan dan besarnva pengeluaran konsumsi. Semakin

tinggi tingkat pendapatan, kekayaan dan konsumsi seseorang
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berarti semakin tingagi kemakmurannya. Hal ini berarti semakin
tinggi kemampuan semakin tinggi kemampuannya untuk membayar
pajak. Oleh karena itu akan lebibh adil apabila orang tersebut

dikenakan pajak yang 1ébih tinggi.

Prinsip manfaat mendasarkan pada manfaat berupa
jasa—jasa vang diberikan pemerintah kepada wajib pajak.
berdasarkan prinsip ini pembebanan pajak didasarkan pada
besarnya manfaat vang diterima aleh wajib pajak tersebut.
Semakin besar manfaat vang diperoleh,  semakin besar. pula

jumlah pajak vyang harus dibavar.

Berdasarkan pernvataan diatas Mivasto berpendapat bahwa
Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBBi sudah mengakomodasi ke
dus prinsip tersebut. Hal tercermin dari bahwa Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) adalah pajak kekayaan vang besar kecilnva
ditentukan oleh Nilai Jual Obyek Fajak (NJOP) sebagaimana yang
tertuang dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985,
Semakin Nilai Jual Obyek Pajak (MJOF) vang dimiliki seseorang
semakin tinggi beban pajak terhutaﬁg vang ditanggung. Pada
umumnya  Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dari Pajak Bumi dan
Rangunan (PER) mencerminkan tingkat kemakmuran dari orang vang
memilikinya. Semakin tinggi Nilai Jual Obyek Pajak (NJOF) vang
dimiliki seseorang, maka semakin tinggi +tingkat kemakmuran
orang tersebut, berarti semakin tinggi kemampuannvya untuk
membayar pajak terhutangnya. Oleh karena itu, dilihat dari
prinsip kemampuan membayar, penetapan Pajak Bumi dan Rangunan

berdasarkan MJOP memenuhi prinsip keadilan.
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Tinggi rendabnya Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) juga
ditentukan oleh fasilitas—fasilitas dan jasa—jasa yang
diberikan nleh .pemerintah. Tanah dapat dikatakan strategis
yang harganya mahal, tergantung pada fasilitas—fasilitas yang
diherikan o©oleh pemerintah, misalnya fasilitas jalan, air
minum, listrik, telepon. 0Oleh karena itu wajar apabila
tanah—tanah di daerah ini dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan
(FBE) yang lebih tinggi. berbeda halnva dengan tanah di daerah
pRdesaan yang belum banyak terjamah oleh fasilitas—fasilitas
pemerintab, sehingga harganya menjadi relatif 1lebih murah.
Untuk tanah—tanah jenis ini wajar apabila dikenakan beban
Fajak Bumi dan Bangunan (PBB} vyang lebih rendah. Dengan
mziibat pernyataan diatas maka pengenaan Pajak Bumi  dan
Bangunan (FBB) vang mendasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak
sesuai dengan prinsip kemampuan membayar dan prinsip manfaat

dari wajib pajak.

Meskipun secara umum Pajak Bumi dan Bangunan (PBR)
telah mencerminkan keadilan délam perpajakan, namun maéih, ada
heberapa hal yang perlua untuk dipertimnbangkan lebih lanjut.
Sebagaimana jenis—jenis pajak lain, Pajak Bumi dan Bangunan
(FBER) hendaknya dapat mendukung terlaksananya dua fungsi
pajak, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulasi. Selama ini
pemerintah lebih berorientasi pada fungsi budgeter, sementara

fungsi regulasl masih belum dilaksanakan secara optimal.

Dalam pengertian perpajakan. ada pajak pusat dan ada

pajak daerah, perbedaannya terletak pada kewenangan
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pemungutannya. Fajak Bumi dan Bangunan (PBR) adalah termasuk
dalam katagori pajak pusat, dengan demikian kewanangan
pemungutannya berada pada pemerintah pusat yang dikelola oleh

Direktorat Jenderal Pajak.

Sebagaimana vyang ditetapkan dalam Pasal 23 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1985, maka pelaksanaan Undang-Undang
Fajak Bumi dan Bangunan akan diikuti oleh ketentuan—-ketentuan
sebagaimana yang diatur dalam Undang—-Undang NMomor &6 tahun 1983
tentang ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan dan Undang-
Undang Nomor 9 Tabhun 1994 tentang Fetrubahan atas Undang-Undang
Momor &6 Tabun 1983, vang dilandasi kebijiaksanaan sel¥f
assessment. Untuk dapat mengetahui sejauhmana pelakzanaan
sistem =elf assessment dalam Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB}, maka sebaiknya dikaji terlebih dahulu

pengertian dari FPajak Bumi dan Bangunan itu sendiri.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan vang dikenakan
ternadap bumi dan bangunan. fisas vang dipakai dalam Pajak Bumi
dan Bangunan adalah ﬁemberikan kemudahan dan kesederhanaan,
kepastian hukum, mudah dimengerti dan adil, serta menghindari
pajak berganda (Mardiasmo, 1?94). Sedangkan menurut Rochmat
Spemitro, bahwa, Fajak Bumi dan Bangunan adalah merupakan
pajak vang dikenakan atas harta tidak bergerak, maka oleh
sebab itu vang dipentingkan adalah obyeknvya, sedangkan keadaan
atau status subyek pajak tidak penting dan tidak mempengarﬁhi
besarnya pajak, oleh sebab itulah Pajak Bumi dan Bangunan 1ini

disebut pajak ocbyektif.
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Fajak obyektif pertama-tama melihat kepada obveknva
vyang selain dari pada benda, dapat pula berupa keadaan,
perbuatan, atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban
membayar, kemudian barulah dicari subyeknya (orang atau badan
hukum) yang bersangkutan langsung,., dengan tiada mempersocalkan
apakah subyek itu berkediaman di Indonesia ataupun tidak.
Subyek vyang mempunyai hubungan hukum tertentu dengan obyek

itulah vang ditunjuk sebagai subyek yang harus membavar paiak.

Selaniutnya untuk menentukan besarnya hutang pajak,
terlebibh dahulu harus dilakukan pendataan atas obyek pajak
{tanah dan bangunan), karena ini merupakan data dasar dari
pungiitan Pajak Bumi dan Bangunan (PBR). Data obyek pajak ini
tidaklah terlepas dari subyek pajak sebagai wajib pajak. Data
dasar haruslah dimasukkan ke dalam formulir vang disebut Surat
Femberitahuan Obyek Pajak (SFOF), vang diisi oleh wajib pajak
(Fasal 92 avyat 1 Undang—-Undang No. 12 +tahun 1%985). GSetelah
diizi dengan benar dan ditanda tangani oleh wajib pajak harus
dissrahkan kembali kepada Kantor Inspeksi Pajak (KF-PBB) di
daerahnya masing—masing oleh waﬁib pajak (Pasal 1 ayat 2, &K
Menteri Keuangan No. 19/KMK.Q4/1984 jo Pasal 2 ayat 2

tindang—Undang No. 12 tahun 19835).

Untuk mempercleh pembagian beban Pajak Bumi dan
Rangunan (FPBR) seadil mungkin diantara obyek pajak sesuai
dengan nilai juwalnya, maka dilakukan penilaian atas obyek
pajak. Dalam Pasal 1 ayvat (3} Undang-Undang No. 12 Tahun 1983
disebutkan bahwa Milai Jual Obyek Pajak (NJOFP) adalah bharga

rata-rata yvang dipernoleh dari transaksi jual beli yang terijadi
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secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli,

maka Nilai Jual Obyek Fajak {NJOF) ditentukan melalui

perbandingan harga dengan benda lain yang sejenis, atau nilai

perbandingan baru, atau nilai jual obyek pajak pengganti.

Berdasarkan Penjelasan Fasal &6 ayat (2) Undang—Undang
No. 12 Tahun 1985, pada dasarnya penetapan Nilai Jual BObvyek
Pajak (NJOP) adalah =3 (tiga) tahun s=sekali. Namun demikian

untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembanguran
mengakibatkan kenaikan harga obysk pajak cukup besar, maka
penetapan Nilai Jual Obyek Pajaknya (NJOP) ditetapkan 1 (satu)

tabun sekali. Dalam menetapkan nilai jual Menteri Keuangan

mendengar pertimbangan Gubernur serta memperhatikan sistem

self aszeszment.

Selanjutnya, dalam Fasal 14 Undang-Undang No. 12 +tahun
1785, dinvatakan bahwa, untuk melaksanakan penagihan Pajak
Bumi dan Bangunan (FBB), dilimpahkan penagihannya dari Menteri
Keuangan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II. Dalam
FPenjelasan Pasal 14 dimaksud dimenyatakan bahwa, pelimpahan
wewenang penagibhan pajak kepada Gubernur dan atau kKepala
Daerah Tingkat II bukanlah pelimpahan uwrusan penagihan,
melainkan hanya sebagai pemungutan. Sedangkan pendataan obyek
pajak dan penetapan pajak terhutang tetap menjadi wewenang
Menteri Keuangan. Pelimpahan wewenang tidak meliputi penagihan
Pajak Bumi dan Bangunan (FBEB) untuk wajib pajak perkebunan,
kehutanan dan pertambangan {keputusan Menteri Keuangan Nomor.

1007/ KMK.04/1985).
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Jdelasnva, penagiban FPajak Bumi dan Bangunan (FPER) vang
dilimpahkan kepada Bubernur Kepala daerah Tingkat I dan atau
Bupati/Walikotamad Daerah Tingkat IT, meliputi penagihan obyek
pajak persawahan/perladangan, perumahan, industri/jasa, peter-
nakan dan perikanan. Dalam hal ini meliputi kegiatan‘penarikan
wang dari wajib pajak serta pengawasan atas penyetoran

Fajak Bumi dan Bangunan (Atep Adya Barata, 1991).

Selanjutnya dalam Pasal 21 Undang—-Undang No. 12 Tahun
1985 dan penjelasannya menyatakan bahwa, pejabat yang dalam
jabatannvya atau tugas pekerjaannya baik vang berkaitan
langsung maupun yang tidak langsung dengan obyek pajak harus:
a. Menyampaikan laporan bulanan mengenai semua mutasi dari
perubahan  keadaan obyek pajak secara tertulis kepada
Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi
letak obyek pajak.
b. Memberikan kelerangan vang diperlukan atas permintaan

Direktorat Jenderal Pajak.

Aﬂapun pejabat vang dimasuksudkan tersebut adalah:
Camat sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT)}, Notaris PPAT
dan FPPAT, Jjuga Kepala Kelurahan atau Kepala Desa, Pejabat
Dinas Tata Kota, Pejabat Pengawasan FPembangunan, Pajabat
Agraria, Pejabat Balai Harta Peninggalan. Dengan kata lain,

pejabat dimaksudkan tersebut diberi hak untuk mengambil data

dengan berdasarkan kewenangannya masing—masing. = Tentunya
pelimpahan wewenang tersebut  adalah untuk mensukseskan
pelaksanaan pemungutan pajak/ penagihan Fajak Bumi dan

Bangunan (PBE)




D.

TUJUAN FENEL ITIAM.

Tujuan utama vyang akan dicapai dalam penelitian ini
adalah untuk mengevaluasi, menganalisis dan menjelaskan
tentang implementasi sistem self assessment dalam Pajak Bumi
dan Bangunan khususnya dalam proses pembuatan Surat
pemberitahuan Obhvek Pajak {S5FOF), Fenerbitan Surat
Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak
(5KF) sampai dengan pembayaran pajak, maka tujuan dari
penelitian ini adalah @ |
1. Memberikan penjelasan mengapa sistem self assessmpent perlu

diterapkan dalam Pajak Bumi dan Bangunan (FBE).
2. Mengidentifikasi faktor—faktor relevan yang dibutuhkan agar
sistem self assessment dapat diimplimentasikan dalam Fajak

Bumi dan Bangunan (FBR).

A

Mengevaluasi implementasi sistem self assessmept dalam
Pajak PBumi dan Bangunan dalam kaitannva dengan reformasi

pajak nasional.

KONTRIEBUSI PEMELITIAN

1. Hasil penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai bahan
bagi pemerintah (fiscus) dalam rangka membuat kebijakan—
kebijakan vang strategis dalam rangka meningkatkan kinerja
pungutan Pajak Bumi dan Bangunan {(FPER) sebagai salah satu
sumbe+r pendapatan negara vang diandalkan pada masa—masa
mendatang.

2. Di samping ituw, bhasil penelitian  juga diharapkan dapat
dijadikan sebagai kajian awal bagi peﬁelitian-penelitian

mengenal Fajak Bumi danm Bangunan (PBB) dalam sistem
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perpajakan nasional, khususnva dalam rangka mencari dan
mendapatkan pemikiran—-pemikiran baru maupun  temuan—temuan
baru ({(discovery) tentang bagaimana sebaiknya implementasi
asas self assessment dalam sistem pemungutaﬁ Pajak Bumi dan
Hangunan {({PBB) agar aspek keadilan vang selama ini

dipertanyakan dapat dieliminir.

F. METODE FENELITIAN

1. Metode Pendekatan.:

Metode Penelitian vang dipakai dalam penelitian  ini
adalah penelitian vyuridis normatif dilengkapi dengan
yuridis =sosiclogis yvaitu di samping melihat hukum sebagai
law in  boeoks, sekaligus melihat hukum sebagai faw In
actien. dJdadi di samping melakukan intepretatif secara
narmatif, sekaligus pula dilengkapi dengan intepretatisf

secara yuridis sosiologis.

Ada 3 kunci bagi penelitian sosiclogi hukum {Satjipto
Rahardijo, 198&) vaitu -« |
a. Sosiologi hukum  berusaha untuk memberikan penjelasan
terhadap praktek—prakiek hukum, mengapa praktek—praktek
hukum  itu terjadi, apa sebab—sebabnva, fakitor apa vang
berpengaruh, apa latar belakangnva.
h. Sosiologi hukum berusaha untuk menguiji kesahihan emperis
(emperical wvalidity} terhadap hukum, Jadi disinl melihat
bagaimana kenvataan peraturan setelah diterapkan di

masvarakat, apakah sein seperiti tertera dalam sollen.




c. Bosiologi  hukum tidak melakukan penilaian terhadap
hukum, melainkan mendekati hukum dari segi obyektivitas
semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan

terhadap fenomena hukum vang nyata.

Meminiam pendapat diatas, maka penelitian ini

sebenarnya berusaha untuk memberikan penjelasan tentang

implementasi sistem self assessment dalam Pajak Bumi dan

Bangunan (FBE). Mengapa Pajak Bumi dan Bangunan )FPBB) belum
sepenuhnya mengimplemtasikan sistem self assessment dalam
rangka meningkatkan pendapatan negara dalam sskitor pajak.
Faktor—faktor apa saja yvang dibutuhkan agar sistem self
assessmenlt dapat diimplementasikan dalam Fajak Bumi dan
Bangunan (FBE)} sebagaimana politik hukum yang terkandung di

dalam reformasi perpajakan.

Spesifikasi penelitian.

Untuk mendekati pokok masalahnya, maka metode vyang
dipakai dalam.peﬁelitian ini menggunakan kémhinaéi antara
penelitian normatif dengan penelitian vaitu sosiologis
(Secie—Legal Apreach) dengan analisis kualitatif. Max
leber menamakan pendekatan ini sebagail suatu intepretative
unsderstanding, vaitu dengan cara menjelaskan implementasi

sistem self assessment dengan segala aspeknya. Jadi
penelitian ini tidak saja melibhat seberapa jauh sistem self
assessment diatur dalam Undang-Undang, tetapi juga dingin

melihat seberapa jauh sistem self assessment diterapkan

dalam Pajak Bumi dan Bangunan (FBH). Di samping itu ingin




memperoleh penjelasan vyang bersifat internal yailtu vang
meliputi tujuan diimplemtasikannya sistem self assessment
dalam Pajak Bumi dan Rangunan (PBE} sebagaimana vang

diharapkan oleh reformasi perpajakan nasional.

Metode pengumpulan Data.

a. Jenis Data.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 {dua) jenis
data vaitu :
1) Data Primer.

Uﬁtuk mencapai  tujuan penelitian ini  yaitu dalam

rangka memberikan penjelasan mengapa sistem self

assessment perlu diterapkan dalam Fajak Bumi dan

Bangunan (FBR), mengidentifikasi faktor—faktor vang

relevan vyang dibutuhkan agar sistem self assessment

dapat diimplementasikan dalam Pajak Bumi dan BRangunan

(FBR), mengevaluasi sampai sejauhmana implementasi

sistem self assessment dalam Pajak Bumi dan Bangunan

{FBR) dalam kaitannya dengan reformasi pajak

nasional, diperliukan data.primer antara lain =

a) Klasifikasi penggolongan, dan ketentuan nilai jual
bumi.

b} Klasifikasi penggolongan dan ketentuan nilai  jual
hangunan.

c) Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan {(FBB) terhadap
total penerimaan Femerintah Daerah Tingkat I  Jawa
Tengah selama 5 tabhun terakhir.

d) Kontribusi PFajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari

Kotamadya Daerah Tingkat I1I Semarang terhadap
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total penerimaan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa
Tengah dalam S tahun terakhir.

2) Besarnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBE)
di kotamadya Dati 11 Semarang selama 5 tahun
terakhir.

f) Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap
total penerimaan Pemerintah Kotamadva Daerah

Tingkat II Semarang selama 5 tabun terakhir.

Data Sekunder.

Adapun data sekunder vang diperlukan adalah data—data
vang sifatnvya memperielas dan melengkapi terhadap
data primer tersebut diatas. Data sekunder diharapkan
dapat diperoleh dari hasil studi kepustakaan seperti
buku—buku, penelitian—penelitian terdabulu, majialah—
majalah ilmiah, media massa dan dokumen—dokumen vang
ada kaitannva dengan masalah perpajiakan nasional pada
umumnya dan Fajak Bumi dan  Bangunan (PBB) pada

khususnva.

b. Sumber Data.

1} Sumber data primer .

Data primer tersebut diharapkan dapat
diperoleh pada Kantor Pelavanan Pajak Bumi dan
Bangunan (FBB) Direktorat Jenderal FPaiak Propinsi
Jawa Tengah, Dipnas Fendapatan Daesrah {DIPENDA)
Fropinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Pinas
Fendapatan Daerah (DIPENDA) Kotamadya Daerah Tingkat
II Semarang. Sedangkan untuk menterjemahkan dan

menjelaskan arti, maksud dan kegunaan data primer

e e e Tl T e e S T T




PR NPUR . S O P

tersebut, akan dilakukan wawancara kepada para

informan (responden) vang ditentukan sebelumnya.

Untuk menentukan informan (responden) agar
didapat penjelasan dan informasi vang benar dan
terpercaya mengenali elemen-—elemen vang sesuai dengan
fokus penelitian, maka penentuénnya dilakukan secara
purposif {bukan acak) yaitu sesuai dengan tujuan

penelitian.

Dalam memilih informan agar perolehan informasi
dapat dilakukan secara tuntas, PRADLEY (Sanafiah
Faisal, 1990} digunakan beberapa kriteria vaitu :

— Subyek yvang telah cukup lama dan intensif “"menyatu®
dengan suatu kegiatan atau "medan aktivitas" vang
menjadi fokus penelitian. Subvyek tidak hanya
sekedar tahu dan dapat memberikan informasi, tetapil
juga telah menghavatinya secara sungguh—sungguh
sebagai akaibat dari keterlibatannya {melalui

. Enkulturasi) vang cukup laﬁa,pada 1iﬁgkungan vang
bersangkutan.

— Subvyek vang masih terlibat secara penuh/aktif pada
lingkungan fkegiatan yang menjadi sasaran
penelitian.

- Subvek yang. mempunyal cuknp banyak waktu atau
kesempatan untuk dimintai informasi.

— Subyelk vang dapat memberikan informasi tidak
cenderung “diclah" atau “"dikemas" terlebih dahulu.

Mereka masih relatif "lugu" dalam memberikan
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2)

informasi. Persyaratan ini berkaitan dengan upaya
untuk mendapatkan informasi vyang lebih deskriptif
/faktual.

Subyek vang sebelumnya tergolong masih Yasing"
dengan peneliti sehingga peneliti dapat meraéa
lebih tertantang untuk "belajar™ sebanvak mungkin

dari subvek vang semacam “guru baruy® bagi

dirinva.

Adapun informan awal (responden awal) vang dijadikan

sumber informasi dalam penelitian ini adalah @

Pejabat pada Kantor Felavanan FER di Kotamadvya
Semarang.

Wajib pajak yang diharapkan dapat memberikan
informasi mengenai peEnerapan asas seli’ asseszment
dalam Pajak Bumi dan Bangunan.

Pejabat di Kantaor Dinas Fendapatan Daerah
Fropinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pejabat di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Katamadva
Paerah Tingkat II Semarang.

Fejabat di Tingkat Kecamatan Pedurungan Kotamadya

Daerah Tingkat II Semarang.

Sumber data sekunder.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperaleh

dari studi kepustakaan dan dokumen—dokumen lain vang

ada kaitannya dengan fokus penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data.
Teknik pengumpulan data dan informasi vang digunakan dalam

penelitian ini adalah :




=

S5tudi Kepustakaan.
Studi kepustakaan ini dilakukan dengan melihat dan
memperdalam laporan—lapocran pelaksanaan Pajak Bumi aan
Bangunan (FBR), buku—-buku referensi mengenai Pajak Bumi
dan Bangunan (FPBB), laporan—laporan hasil penelitian
terdahulu, karyva—karya ilmiah lainnya. Disamping itu
penelitian ini juga melakukan pengumpulan data/informasi
vang bersumber dari non—-manusia seperti dokumen
{documents), rekanam (records), foto, bahan statistik
dan bahan—-bahan tulisan lainnva. Keuntungan pengumpulan
data dari sumber non manusia ini  adalah menurut
LINCOLN dan GUBA (Sanafiah Faisal, 1920} antar lain
informasi telah tersedia dan siap pakai, dan peneliti
tinggal memanfaatkan saja, karena relatif mudah dan
murah untuk memperolehnva.
HWawancara.
Disamping pengumpulan data dan informasi melalui studi
kepustakaan, Jjuga dilakukan melalui  wawancara kgpada
para informan {responden}). Adapun kriteria dan teknik
wawancara yvang dilakukan secara linier, adalah :
1Y. Wawancara Tidak berstruktur
Dalam wawancara tidak berstruktur ini peneliti tidak
terikat oleh susunan pertanyaan vang telah
dipersiapkan sebelumnya, dengan maksud agar
wawancara dapat berlangsung luwes, lebih | terbuka
zehingga dapat diperocleh informasi vang lebih
kayva, lengkap serta dapat mengetahui pRrsepsi

informan terhadap permasalah yang akan diteliti.




2}. Wawancara Secara terus Terang.

Dalam wawancara ini informan sudah mengetahui untuk
keperluan apa informasi yang diberikannya. Jadi
Peneliti sejak awal sudah memberitahukan kepada
informan mengenai tujﬁan wawancaranvya.

3). Wawancara Yang menempatkan Informan Sebagai Sejawat.
Karena peneliti sadar betul bahwa hasil penelitian
tergantung dari informasi vyang diberikan oleh
informan, maka posisi informan disini merupakan
kunci terhadap baik tidaknya hasil penelitian. Bleh
karena itu dalam penelitian kualitatif selalu
menempatkan informan sebagai co—researcher { pasangan
atau sejawat peneliti) dari peneliti.

Data /informasi vang diharapkan dalam wawancara ini
(2. Nasution 1?70} adalah bersifat verbal dan non
verbal. Datasinformasi verbal diperoleh melalui
percakapan atauw tanya jawab, sedangkan data/informa
21 non  verbal adalah ucapan vang disertai dengan
gerak gerik badan, tangan atau perubahan wajah dari
inforeman, sehingga hasil wawancara ini dapat berupa

pandangan informan terhadap masalah vang diteliti

dari sudut perspektifnya, menurut pikirannva dan-

perassannya (Iinformasi emic).

5. Analisis Data

Di samping analisis secara yuridis normatif, maka
penelitian juga menggunakan analisis vuridis sosiologis.
Ada = (tiga) +teknik analisis data/informasi yang akan

digunakan dalam penelitian ini vaitu :
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Analisis Domain.

Analisis domain ini dilakukan pada tahap
eksplorasi umum, vaitu setelah wawancara umum dilakukarn.
Data dan informasi vang didapat dari wawancara vang
masih bersifét umum dan dari hasil studi kepustakaan,
kemudian dianalisis melalui analisi domain. Oleh karena
itu hasil dari analisis domain ini masih  merupakan
gambaran/pengertian vang bersifat uwumum dan relatif
menyeluruh tentang sistem self assezszment. Karena dalam
melakukan analisis dDmain ini peneliti menggunaan apa
vang disarankan oleh Spradley (Sanapiah Faisal 19%0)
vaitu dengan menelusurili hubungan zemantis vang bersifat
universa!l daril domain—domain hasil dari kegiatan tahap
eksplorasi LML {melalui wakancara dan studi
kepustakaan), maka bahasan mengenaili penerapan sistem

elf assessment masih tingkat permukaan saja belum

™

mendalam.

fArnalisis Taksonomis.

Analisis Taksonomis dilakukan pada tafap
pksplorasi terfokus, vaitu setelah wawancara terfokus
dilakukan. Data dan informasi vyang didapatkan dari
wawancara terfokus , dari studi‘kepustakaan, setrta hasil
dari analisis domain dijadikan sandaran bertolak untuk
menelaah vang lebih rinci dan mendalam lagi mengenai
penerapan sistem self assesswment. Dalam . analisis
taksonomis fokus penelitian ditetapkan terbatas pada
domain tertentu vang sangat berguna menjelaskan

penerapan sistem self assessment. Dalam analisis ini




fokus penelitian ditetapkan terbatas pada domain
tertentu Yang sangat berguna untuk mendeskripsikan

mengenai  penerapan sistem self assessment dalam Fajak

Bumi dan BRangunan saja.

Pomain—domain vang telah dipilih vaitu penerapan
sistem assessment dalam Pajak Bumi dan Bangunan,
kemudian dilacak secara lebih terinci lagi struktur
internal dari masing—-masing domain dan menghimpun atau
menqgorganisasi  elemen—elemen vang berkesamaan di suatu

domain inilah hasil akhir dari analisis taksonomis.

Analisis Komponensial.

Analisis komponensial dilakukan pada tahap
Eksplorasi terfokus, vaitu melalui wawancara Y andg
bersifat kontras, studi kepustakaan, dan hasil analisis
taksonomis. Hasil vang dibarapkan menurut Williams
{Sanapiah Faisal 1990) adalah untuk mengorganisasi
kontras antar elemen dalam domain vang diperoleh melalui
wawancara dan observasi aiatag. .Kalau elemen—elemen
dalam suatu domain telah diidentifikasi sewaktu analisisg
domain, kesamaan—kesamaan dan hubungan internalnya telah
difahami melalui analisis teksonomis, maka dalam
analasis komponensial masing—-masing elemen dalam suatu
domain mempunvai atribut/karateristik tertentu vang

:
umumnya diasosiasikan dengannya. Atribut inilah yvang
membedakan satu sama lain, dan perbedaan inilah vyang
diselesaikan aleh analisis kemponensial. Dengan

mengetahui anggota suatu domain  (melalui analisis
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domain), kesamaan dan hubungan internal antar warga dari
suatu domain {melalui analisis taksonomis), perbedaan
antar elemen dalam suatu domain {melalui analisis
knmpnnénsial) maka kita akan mempercleh pengertian  vang
komprehensif, rinci dan mendalam mengenai suatu  domain,
ini berarti kita akan memperoleh pengertian vang
komprehensif, rinci dan  mendalam mengenai penerapan

sistem self assessment dalam Pajak Bumi dan Bangunan.

Ketiga analisis diatas dilakukan secara simultan saat
pengumpulan data dan informasi di lapangan (analisis ddmain
digunakan pada tahap eksplorasi menveluruh, sedangkan
analisis taksonomis dan analisis komponsional digunakan
pada tahap sksplorasi terfokus. Setelah dilakukan ketiga
analisis diatas baru kemudian dilakukan pengecekan kembali
terhadap seluruh hasil penelitian  (temuan penelitian),
aktivitas ini disebut sebagai tahap pengecekan hasil

penelitian atau hasil temuan.

G. SISTEMATIKA PENULISAM.

Untuk memberikan gambaran vang jelas mengenai hasil
penelitian vang dilakukan, mka tesis ini disusun dalam 4
{empat) bab, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I FENDAHULUAN .

Dalam bab ini dikemukakan latar belakang, .perumusan

masalah, tinjauan pustaka,; tujuan penelitian,

kontribusi penelitian, metode penelitian vang

digunakan, serta sistematika penulisan.




BAB II

BAR II1I

BAE TV

KERANGKA TEORITIS.

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauvan umum pajak,
Sumber dan syarat hukum pajak, Pajak Bumi dan
Bangunan, pemungutan pajak berdasarkan sistem self
assessment.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.

Palam bab ini disajikan hasil penelitian serta
analisis terhadap data vang didapatkan di lapangan
khususnya mengenai penerapan sistem =self assessment
dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Kaitan
antara Fungsi regulasi dan fungsi budgeter dari Pajak
Bumi dan Bangunan dengan sistem self assessment, Serta
Reinventing Government aparat perpajakan.

KESIMPULAM, SARAM DAN PENUTUP.

Dalam bab ini disampaikan beberapa kesimpulan vang
merupakan  hasil rumusan setelah diadakan pengumpulan
dart analisis data. Di samping itu disampaikan pula
beberapa saran—-saran vang merupakan rekomendasi dalam
rangka meningkatkan kinerja sistem self assessmpent

pada masa—-masa mendatang.

R e e e+ e gL e ez

B




BERAE II

FERANGKA TEGRITIS

A. TINJAUAN UMUM PAJAK.

Menwrut A.J.A Adriani, Pajak adalah iuran kepada negara
(vang dapat dipaksakan) vang terhutang {(oleh vang waiib
membayarnya) menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi
langsung yang dapat ditumnijukkan, serta digunakan untulk
membiayal pengeluaran—pengeluaran umum berhubungan dengan

tugas negara dalam rangka menyvelenggarakan tugas pemerintahan.

Melengkapi definisi diatas, HM Ichsan. menyatakan
pemikirannya sebagai berikut :
1. Bahwa pajak adalah merupakan iuran waiib.
Pengenaan pajak ditetapkan untulk semuwa orang dalam suatu
npegara tanpa kecuali. Apabila suatu  ketetapan (undang-—
undang) pajak telah ditetapkan maka penduduk suatu negara
yang terkena peraturan sebagai wajib paljak {vang
\ berkawjiban membavar pajak} suka ataw tidak suka, harus
membayar pajak.
2. Bahwa penarikan pajak dapat dipaksakan.
Pemerintah dengan kewenangan yang melekat padanya berbak
memaksakan ‘penarikan/pembayaran pajak kepada wajib pajak.
Sudah barang tentu sebelum pemaksaan pembayaran itu
dilakukan, pemerintah berkewajiban untuk memberitabhukan

terlebih dahulu mengenai belum dibayarnya pajak oleh wajib




pajak. Selanjutnya apabila pemberitahuan tersebut tidak
dihiraukan oleh wajib pajak , dalam hal ini tidak segera
melunasi utang pajaknya, pemerintah berhak menyita barang
milik wajib pajak. Selanjutnya bila cara penvitaan tidak
diindahkan oleh wajib pajak, maka pemerintah berhak menjual
barang sitaan untuk melunasi utang pajak dari wajib pajak.
Disinilah letaknya paksaan yang dimaksudkan dalam penarikan
paiak.

3. Bahwa pemerintah tidak akan memberikan balas jasa (konkra

prestasi) secara langsung kepada pembayvar pajak.

Dengan demilkian dapatlah dikatakan bahwa paksaan pada
pajak bersifat yuridis, artinya dapat membawa akibat—akibat
hukum bagi vang melanggarnva, misainvya denda, pembesliahan,
atau penyitaan dan bahkan dapat dikenakan hukuman badan atauo

kurungan {(peniara).

Ada 2 {dua) teori (ajaran) vang dapat menjielaskan hak
negara memungut pajak vaitu (HM Ichsan, 1986) :
1. Ajaran neqgara  individualistis  yang melahirkan teori
prestasi atauw ecquivalentic theory-
2. Ajaran negara organis atau oerganische =stratsleer vyang

melahirkan tecri kewajiban pajak mutlak atau teori bakti.

Dalam ajaran negara individuaalistis vyang melahirkan
teori prestasi (ecquivalentic theoryl) memandang pajak sebagai

penggantian para individu-individu untuk Jjasa-jasa kolektif




dari negara, sedangkan ajaran negara organis vang melahirkan
teori kewafiban pajak mutlak memandang pajak itu sebagal suatu
kewajiban mutlak dari setiap warga negara, terlepas sama
sekali cdari pertimbangan—pertimbangan kepentingan atau
keuntungan—keuntungan vyang diperoleh dari jaéa—jasa negara.
Jadi jelas disini, bahwa teori prestasi (ecquivalentic theory)
mengajarkan, bahwa pemungutan pajak oleh negara didasarkan
pada kemauan sukarela dari  rakyat karena pertimbangan—
pertimbangan adanva kepentingan dan keuntungan-keuntungan yang
diperoleh dari adanya jJasa—-jasa kolektif negara. Sedangkan
dari teori &emajiban pajak mutlak, kewajiban membayar paijiak
itu terletak pada kemampuan negara vang membebankan kewaijiban

membayar pajak iitu secara sepihak kepada rakyat.

D;ri ajaran negara organis vyang membawakan teori
kewaiiban paiak mutlak, timbual teori kebaktian yang
mengajarkan, bahwa oleh karena negara mempunyai kehidupan
sendiri vang tidak tergantung dari hidup warganva, dan karena
hidup negara itu adalah primer, maka ia mempunvai hah mutlak
untuk . memungut pajak sebagai tanda baktinya kepada ﬁegara;
Jadi menurut anggapan dari ajaran negara organis, bahwa oleh
karena negara mempunyai kEehidupan sendiri  vyang bersifat
primer, maka ia berhak memungut pajak dari rakyat, untuk
memelihara hidupnvya negara, dengan tidak mengambil pusing

apakah rakyat menyukai atau tidak




Dalam hubungan ini JR Hicks, mengatakan bahwa kurang
tepat untuk menyamakan negara dengan pajak—pajaknya dengan
perkumpulan  biasa, sebab negara adalah perkumpulan paksaan,
bukan perkumpulan sukarela. Orang—-orang harus membavar ﬁajak,
ftidak perduli mereska menvukai atau fidak; mereka tidak dapat
menghindari tindakan-tindakan negara yvang dianggapnya tidak

adil dengan jalan pindah perkumpulan lain.

Senada dengan pernvataan tersebut A.  Amonn Hicks
menyatakan bahwa . negara itu tidak tergantung dari
pertimbangan—pertimbangan individu, karena negara merupakan
suatun Zwangs Verband, dimana orang tidak dengan sesukanya
sendiri masuk atau keluar perkumpulan negara, dan  bahkan
negara sebagai subyek ekonomi mempunyai  kemungkinan  untuk
mencari penghasilannya dengan ancaman paksa vang dilakukannva

secara sepihak.

Dari pendapat diatas dapatlah dikatakan bahwa
pemungutan pajak yvang dilakukan oleh negara bukan didasarkan
ataé pertimbangan—pertimbangan adanya kebutuhén kolektif dari
masvarakat vang harus diselenggarakan oleh negara, tetapi
hanvya dilakukan pleh karena negara itu mau, karena negara itu
berkuasa, vang dapat memaksakan kemauannya kepada rakyat
dengan tidak perduli apakah rakyat menyukai atai tidak. Dengan
demikian rakyat adalah causa prima maupun causa finalisz dari
adanya negara dianggap sepele saja, atau seakan-akan hanya

dianggap sebagai alat belaka dari negara untuk memelihara

e e 1 S s b T S g g




hidupnya negara. Fadahal justeru negara itu pada hakekatnva
tidak lain adalah alat rakyat, karena sebenarnva secara
ekonomis negara itu bukanlah suatu tujuan, melainkan adalah
alat belaka untuk mendapatkan kebutuhan kniektif yang secara

individual sukar diperoleh atau dicapai.

Menurut Adam  Smith, bahwa hak negara memungut pajak
dengan paksa kepada rakyatnya bukanlah karena negara punva
kuasa, tetapi adalab semata-mata untuk membagi beban negaré
vang timbul karena kewajiban negara menyelenggarakan

fungsinya (pertahanan, keamanan, pembangunan sosial ekonomi

clan pendidikan) vang kesemuanva itn ditujukan bagi

kessjateraan rakyatnya. Sebaliknya, kewajiban rakva membavar
pajak secara paksa kepada negara adalah semata—mata karena hak
rakvat untuk mendapatkan perlindungan { hukum} dan
kesejahteraan bagi kehidupannvya, baik material  maupun

spiritual.

Agar pemungutan  pajak dapat dilakuvkan sesuail  dengan
tujunan  perpajakan, maka perlu menerapkan grinsip-prinsip
{asas—asas) vang dapat dipakai sebagai pedoman agar tujuan
perpajakan tercapai secara adil dan efisien. Prinsip atau asas
vang paling terkenal adalah vang dikemukakan oleh Adam Smith,
vang terkenal dengan 3Smith’s Canans atau Four Canon’s of
Taxations, yaitu :

1. Prinsip kKesesualan (equality), artinya bahwa beban pajak
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harus sesuai  dengan kemampuan relatif dari setiap wajib
pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan
sebagai dasar di dalam mendistribusikan beban pajak.
Prinsip Kepastian (certaintyl}, artinva bahwé paiak
hendaknya tegas, jelas dan pésti bagi setiap wajib pajak,
sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan Jjuga akan
memudahkan administrasi, pemerintahan sendiri.

Frinsip FEKesenangan atau kenikmatan (conveniencyl. artinva
bahwa pajak hendaknya jangan terlalu menekan wajib pajak.
sehingga waiib pajak akan dengan suka dan senang hati
membayarnvya. Selanijutnya dikatakan, bahwa pajak bhendaknva
dipungut pada saat wajib pajak dalam keadaan yang
menyenangkan, misalnya pada saat menerima penghasilan  atauw
pada saat membelanjakan uangnva.

Frinsip Ekonomi (ecenemicl), artinya pajak Jangan sampai
merusak  sumber—sumber ekonomi  masvarakat, bahkan harus
mendorong pertumbuhan ekonomi itu. Dan juga dalam
pelaksanaan pemungutannya Jjanganlah memakan biaya yang
sangat besar, sebab biaya itu tentu akan dipikul oleh wajib
pajak. Disamping itu, persaldo, hasil pemungutan sebagai -
sumbangan masyarakat hendaklah memberi faedah lebih kepada

masyarakat itu sendiri.

Ahli perpajakan berkebangsaan Belanda W.J De Langen

mengemukakan 7 (tujuh} asas pokok perpajakan  yang ideal,

yaitu :
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Asas Kesamaan (gelijkheidsbeginszel), artinvya bahwa grang-—
orang yang mempunyai keadaan yang sama hendaknya dikenakan
pajak vang sama pula.

Asas Daya Pikul atau Kuat FPikual (dragkracstbeginSEl), vailty
suatau asas vang ﬁenyatakan, bahwa setiap wajib pajak
hendaklah dibebani pajak sesuai dengan kemampuannya.
Semakin besar kemampuan seseorang semakin  besar pulalah
hendaknya ia dibebani pajak. Sebaliknya s=semakin kecil
kemampuannya semakin kecil pula hendaknya ia  dibebani
pajak, bahkan vang mempunyai penghasilan di bawah kebutuban
pokok minimum {bestan minimum/=cenomic well being)
hendaklah dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Untuk
mengetahui  kemampuan sesorang itu perlu untuk  mendapatkan
perhatian adalah : pendapatannva {Iincomel, kekavaan
({perzonal wealthl), dan pengeluaran—pengeluaran untuk
konsumsinya. Selanjutnya dalam pelaksanaannya vang paling
caocok adalah tarif vyang progresif, dengan maksud agar
diperoleh tekanan vang sama atas individu—individu dalam

masvarakat.

fAsas Perolehan Utama (beginsel wvan de bevoorrechte
verkrijigingl, vaitu bahwa seseorang vang memperoleh
keuntungan atau dalam kLeadaan istimewa, hendaknya

dikenakan pajak istimewa, misalnya : warisan, pungutan atau
ijin mengusahakan tambang dan lain-lain.

fsas Kenikmatan atau Manfaat (profijitbeginsel), yaitu bahwa
pajak dikenakan kepada orang—orang vang menerima kenikmatan

atau manfaat dari Jjasa—-jasa dan barang—barang yang
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diproduksi pihak pemerintah. Disini pembayaran pajaknva
disamakan dengan transaksi jual beli, yaitu sesenrang baru
akan memperoleh barang yang akan diinginkannva apabila
bersedia meﬁbayar harganya. Pajak jalan misalnva, vang
punqutannfa dikaitkan dengan penjualan bensin  (premium)
adalah salah satu contoch dari pajak ini, vaitu dipungut

dari pemakai jalan vang menggunakan kendaraan bahan bakar

premium.

Acas  Kesejahteraan (welvaarbeginsel), vaitu asas vang

-mengatakan bahwa dengan adanya tugas pemerintah yang pada

suatu  pihak memberikan atau menvediakan barang-barang dan
jasa—jasa bagi masvarakat dan di lain pihak menarik
pemungutan—pemungutan untuk membiayail kegilatan pemerintah
tersebul, akan tetapi secara keseluruhan adalah
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

fisas Fengorbanan Yang Sekecil-kecilnya (beginsel wvan het
minste bed}) vyaituw asas yang menghendaki derita vang
sekecil—kecilnvya bagi setiap wajib pajak atas beban vyang
ditanggungnvya sebagai akibat pemungutan pajak oleh
pemerintah. Dalam pelaksanaan dari sistem ini, maka tarif
vang praogresif adalah yvang paling tepat untuk dipergunakan,
sehingga pada akhirnya akan diperoleh pengorbanan yang sama
bagi seluruh wajib pajak atas pengurangan sisa akhir dari
gsetiap pendapatan vang diperolehnya.

Asas Kepastian dan Keadilan (beginsel van degeverloorde
uitvoeringl, yaitu wang menghendaki bahwa dalam

melaksanakan berbagai asas tersebut vang mungkin saling
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bertentangan, akan tetapi hendaknya selaluy diusahakan

sebaik mungkin, dalam arti tidak mengganggu perasaan hukum,

keadiian dan kepastian.

Kalau prinsip diatas 1lebih banyak menekankan pada
masalah—masalah ekonomis dan finansial, maka R.5antoso
Brotodihardio, meninjau lebih luas lagi dalam memberikan asas
perpajakan vang ideal, vaitu meninjau dari segi falsafah
hukumnya, . yang membenarkan negara memungut pajak dari
rakyatnva. Asas perpajakan vang dikemukaan ituw dibagi menjadi
4 {(empat} vaitu =
1. Asas Recht Filosofis, terdiri dari

a. Teori asuransi.

b. Teori kepentingan.

c. Teorili gava pikul.

d. Teori kewajiban pajak mutlak.
2. Teori asas gaya beli.

fzas Yuridis.

B

. Asas Ekonomis.

4

4, Asas Finasial.

Asas recht Filosefis ini untuk memberikan jawaban atas
pertanyaan, atas dasar apakah negara seakan—akan memberi hak
kepada dirinya untuk membebani rakyat dengan pajak. Untuk
memberi Jjawaban atas pertanvaan itu; timbulah berbagai teori
guna memberi dasar yang negara untuk memungut pajak dari

rakvatnva. Teori—tsori itu antara lain :
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Teori Asuransi (Verzekeringstheory)

Teori ini membenarkan negara memungut pajak atas dasar

tugas negara untuk melindungi orang dan segala

kepentiﬁgannya, vaitu keselamatannvya keamanan Jjiwa dan

harta bendanya. Maka sebagaimana setiap perjanjian asuransi

(pertanggungan}, untuk perlindungan tersebut diperlukan

pembavaran premi, dan dalam hal ini, pajak inilah vang

dianggap sebagal preminyva, vang harus dibayar pada

waktu—-waktu tertentu oleh masing—masing rakyat. BSebenarnva

perbandingan negara dengan perusahaan  asuransi kurang

tepat, karena :

—- Dalam bHhal +timbul kerugian, tidak ada penggantian dari
nagara.

~ Antara pembavaran jumlah—jumlah pajak dengan Jasa—jasa
vang diberikan oleh negara, tidak terdapat hubungan
langsung.

Fara penganut teori ini sudah mulai meninggalkannya, karena

pembayaran pajak aleh rakyat kepada negara tidak dapat

disamakan dengan pembayaran premi asuransi kepada

perusahaan asuransi.

Teori ¥epentingan (Belangentheory).

Teori ini menitikberatkan perhatiannya pada pembagian beban
vang harus dipungut dari penduduk seluruhnya, yang
didasarkan atas kepentingan masing—masing orang dalam tugas
pemerintah {yang bermanfaat baginya) termasuk Jjuga

perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. 0Olah karena itu
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sudah selavaknya kalauw biava-biava vang dikeluarkan oaleh
negara wuntuk menunaikan tugasnya itu dibebankan kepada
mereka.

Teori inipun banvak menimbulkan sanggahan—sanggahannya,
karena pemungutan pajak digaduhkan dengan iuran restribusi.
Untuk kepentingan vyang lebih besar vaitu perlindungan
terhadap harta benda sikaya jelas lebih besar hartanva dari
si miskin, diharuskan pembayaran pajak yang lebih besar
pula. FPadahal sangat mungkin sekali terjadi sebaliknva,
yaitu si miskin yang mempunyai kepentingan lebih besar
dalam hal tertentu, misalnva perlindungan vang termasuk
dalam lapangan sosial, sehingga sebagai konsekuensinvya ia
harus membayar pajiak lebih besar, dan ini herﬁentangan
dengan kenyataan. Selain dari ituw menuruf teori ini  tidak
ada ukuran yang pasti tentang berapa besarnya seseorang
harus membavar pajak,. sehingga teori ini sudah ditinggalkan

patra penganjuirnya.

£. Teori Bava Fikul ({bDraagkracht Theory)

Teori - ini pada hakekatnya member-i dasar pemungutan pajak
oleh negara karena adanya jasa-jasa yang diberikan negara
kepada warganva, vaitu perlindungan atas Jiwa raga dan
harta bendanya. Uﬁtuk keperluan itu diperlukan biaya, dan
sudah sewaiarnvalah kalaw biava itu dibebankan kepada
setiap orang vang nmenikmati perlindungan itu dalam bentuk
pajak.

Yang perlu mendapat perhatian dalam penerapan teori ini
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adalah asas keadilan vaitu bagaimana membuat agar iekanan
pajak vyang diderita oleh masing-masing individu dalam
masyarakat sama. Jawabannvya adalah bahwa pajak harus
dibayar sesual dengan gaya pikul seseorang. Sebagai  ukuran
untuk menentukan gaya pikul itu selain beﬁarnu?a
penghasilan dan kekavaan adalah juga pengeluaran untuk

konsumsi seseorang.

FMenarut De Langen, asas gava pikul ini dimaksudkan untuk
mempeyolsh  tekanan yang sama atgﬁ para_indiviau, seimbang
dengan luasnva .pemuasan kebutuhan vang dapat dicapai
seseorang. Gava pikul disini dimaksudkan adalah kekuatan
untuk membavar pajak kegadé negara setelah dikurangi
Eebutuhan minimum {hestaasminfmum)}. Adapun besarnuya
tergantung dari jumlah uvwang vang ada pada seseorang, baik

vang berupa penghasilan maupun vang berupa kekayaan.

Teori Kewajiban Pajak Mutlak atauw Teori Bakti.

Kalau teari-teori yang dikemukakan dimuka lebih menitik
beratkan tinjauvannya dari segi tugas/kewajiban negara untuk
membenarkan negara memungut pajak kepada warganya, maka
teori Kewajiban Fajak Mutlak ini lebih menekankan kepada
hak mutlak dari negara untuk memungut pajak warganya- Teori
ini bherdasarkan faham ajaran negara organis (oerganische
staatlesr} vang mengajarkan, bahwa oleh karena negara
mempunyai  kehidupan sendiri yang tidak tergantung dari

didup warganya dan kerena kehidupan negara itu  adalah
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primer, maka ia berhak memungut pajak sebagai tenaga bakti
rakyat kepada negara. Jadi menurut anggapan dari para
penganut ajaran negara organis, bahwa oleh karena negara
mempunyal  kehidupan sendiri yanq hersifat primér, maka ia
berhak memungut pajak dari warganya untuk memelihara
hidupnya dengan tidak mengambil pusing apakah rakvat

menyukai atau tidak.

Dari pernyataan diatas dapatlah dikatakan bahwa pemungutan
pajak vang dilakukan oleh negara bukan didasarkan atas
pertimbangan—-pertimbangan, adanya kebutuhan kolektif dari
masyarakat yang harus diselenggarakan oleh negara, tetapi
hanya dilakukan oleh karena negara itu berkuasa vang dapat
memaksakan #emauannya kepada rakyat, tidak perduli apakah
rakvat menyukainya atau tidak. Denoan demikian berarti
bahwa rakyvat vang justsru menijiadi causa prima dan  <ausa

finalis dari pada adanya negara hanva dianggap sepele ataun

seakan—akan hanvya dianggap sebagai alat belaka dari negara

i

untuk  memelihara hidupnya negara yang justeru negara itu

pada hakekatnva tidak lain dari pada alat rakvat.

Teori Asas Gaya Beli.

Teori ini tidak memperscalkan asal mula negara  memungut
pajak, melainkan hanya melihat kepada efeknva dan memandang
efek vang baik itu sebagai dasar pemikiran.

Menurut teori ini, fungsi pemunguitan pajak sehagal gejala

dalam masyarakat dapat disamakan dengan pompa, vaitn
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mengambil gaya beli- gava beli dari rumah tangga dalam
masyvarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian
menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan maksud
untuk memelihara hidup masyarakat dan membawanya kearah
tujuan tertentu. Teori ini mengéjarkan, bahwa penveleng
garaan kepentingan masvarakatlah vang dapat dianggap
sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan
negara.

Dari wuraian diatas dapat disimpulkan bahwa teori ini
menitik beratkan ajarannya pada fungsi pengaturan

{regqulerende functie) dari pajak.

Berbeda dari asas Recht Filozofis diatas, maka Asas
Yuridis lebih menekankan akan adanva jaminan hbukum  uniuk
menvatakan keadilan vang tegas, baik untuk negara maupun untuk
masyarakat. 0l2h karena itu, segala macam pungutan, apapun
bentuknva harus berdasarkan uwundang-undang dan mendapatkan
persstuijiuvan Dewan FPerwakilan Rakvat {DFPR} sebelum

dilaksanakan.

tntuk Indonesia, kenvataan inli tercantum dalam pasal 25
Undang—lUndang dasar 1943, bahwa segala pungutan pajak haruslah
berdasarkan undang—undang; dimana dalam undang—undang tersebut
tercantum antara lain :

a. Hak—-hak Fiscus vang diberikan untuk terjaminnya dengan

lancar pelaksanaan undang-undang perpajakan vang berlaku.
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b. Bebaliknya, kepada waijiib pajak juga diberikan hak untuk
mendapatkan jaminan hukum agar Supaya masyarakat tidak
diperlakukan semena-mena oleh fiscus, seperti misalnva
untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajzak,

terjaminnya rahasiia perusahaan dan lain—lain.

Singkatnya undang—undang perpajakan yang diberiakukan

hendaknya secara tegas menyebutkan tentang hak dan kewajiban

wajib pajiak serta sanksi-sanksi berhubungan dengan terjadinva

perbuatan penyelewengan. Hak dan kewaiiban tersebut tidak saja

ditujukan kepada waiib pajak, tetapi juga kepada fiscus vang

malakukan pelanggaran di dalam melaksanakan tugasnva.

Sedangkan Asas Fkonomis, sebagaimana  telah diuraikan

dimuka bahwa selain untuk memperoleh dana gquna mengisi lkas
negaira (budgeter), pajak juga dimaksudkan sebagai alat untuk

mengatur Lehidupan masvarakat, termasuk perekonomiannya

{regulatar). 0Oleh karena ity sstiap bentuk pungutan pajak -

hendaklah :

a. Diusahakan supaya tidak mengganggu atan menghambat
lancarnya produksi dan perdagangan, bahkan agar setiap
bentuk punqutan pajak dapat membantu dan mendarong
pertumbuhan produksi dan perdagangan.

b. Fajak jangan sampal mengganggly atau merusalk sumber—sumber
kemakmuwiran rakvat, hahkan agar diusahakan lebih  meningkat

kan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat secarsa

tessluruhan. Tegasnva, setiap bentuk pungutan paiak

hendaknya tetap menjaga dan membina keseimbangan kehidupan




perekonomian masyarakat seluruhnya sesuai dengan fungsi

regulernya.

Adapun  Asas Finansial atauw asas kewangan negara,
berhubungan dengan tujuan utama mengapa diadakan pemungutan
pajak yang sedikit banyak akan membebani masvarakat. Tujuan
utamanya adalah fungsi budgeter, maka hasil pemungutan pajak
hendaknva memadai dalam arti cokup untuk  menutup atau

manbiayai pengeluaran negara. Pajak vang paling potensial

hendaklah selalu dapat ditingkatkan sesuai dengan makin
meningkatnva tugas—tugas negara se2bagai akibat makin
meningkatnya penduduk  maupun  keperluannya, baik kualitas

maupun kuantitas. Selanjuinya pajak hendaknva dipungut pada
saat—-saat vang tepat vaitu pada saat terjadinya perbuatan,
peristiwa ataupun keadaan vang meniadi dasar pengenaan pajak
itu, sehingga wajib pajak akan membayarnvya dengan ikhlas,

sesual dengan ungkapan pay as vol g23rn.
SUMBER DAN SYARAT HUKUM PAJAK.

i. Bumber Hukum Pajiak.

Fada negara berdasarkan atas hukum seperti Indonesia,
pajak vang dikenakan terhadap masyarakat harus mendapatkaﬁ
persstujuan Tewan Ferwakilan Rakvat {DFR). DPalam
hubungannva dengan pajak di Indonesia, Undang-Undang Dasar

1945 menyatakanldalam Pazal 23 ayat (2) sebagail berikut =
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"Seqgala pajak untuk keperluan negara berdasarkan

undang-undang" .

Dari bunyi pasal ini jelas dinyatakan bahwa penarikan
pajak harus berdasarkan undang—undang, bukan hanva sekedar .
merupakan landasan hukum pemungutan pajak—-pajak saja, akan
tetapi di dalamnya terkandung falsafah pemungutan pajak.
Fajak adalah merupakan pengalibhan  kekayaan dari sektor
swasta (masyarakat) ke sektor publik vang atas pembayaran
nya tidak ditunjukan balas jasa secara langsung. htau kalau
kita ambil definisi vyang dikemukakan oleh Sosparman
Soemahamidjaja, dikatakan bahwa FPajak adalah iuran wajib
berupa wang atau barang, vang dipungut oleh penguasa
berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi
barang-—-barang dan jasa—-jasa kolektif dalam mencapal

kesaejahteraan umum.

Falsafah vang terkandung dalam Fasal X avat (2}

 Undang—Undang Dasar 1945, dapat kita handingkan dengan

falsafah vang dianut oleh negara Inggris dan Amerika
Serikat. Di Inggris dinyatakan bahwa "No Taxation without
representation” sedang di Amerika Serikat menyatakan bahwa
#Taxation without repressntation iz rabbery". Norma  hubkum
atau peraturan perundang-undangan ataun singkatnya
undang—undang v ang melandasi aktivitas pemerintah
pemerintah termasuk pajak adalah peraturan vang ditetapkan

aleh Presiden dengan persstujuan Dewan Parmwakilan Rakyat

i
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{DFR) sebagaimana yang dinvatakan dalam Fasal 3
Undang-Undang dasar 1945. Dewan perwakilan Rakvat (DFPR)
adalah merupakan badan perwakilan rakyat, sehingga apabila
suatu peraturan telah disetujui olehnva berarti bahwa hal

itu sudah disetujui oleh rakvat.

Dalam hubungannya dengan pensrimaan pajak ini,
Indische Comptabiliteit Het (ICW) vang berdasarkan atas
aturan peraliban Pasal II Undang-Undang Dasar 1245 masih
berlaku. danhdikénal dengan nama.Undaﬁg—Undang Ferbendaha
raan Indﬂnesia (UUFI} terdapat ketentuan vang menduﬁung
perlunva undang—undang vang mendasari pemungutan pembebanan
pajak pajak. Ada 2 (dua}) pasal vang menvangkut tentang

pajak secara umum valtu Fasal 146 dan Pasal 17.

Dalam Pasal 16 Indische Comptabiliteit Het (ICH)
menvatakan bahwa "semua peraturan yang bermaksnd
mengadakan, menaikkan, menureinkan atau menghapuskan
pajak—pzjak tidak dapat berlaku sebelum jumlah uwang sebagai
akibat ‘perielmaan, penurunan atau penghapusan' itu
diperhitungkan dalam anggaran”. Sedangkan pada Pasal 17
Indische Comptabiliteilt Net (ICH) menyatakan bahwa "semua
pengembalian atau pembebasan pajék hanya dapat dilakukan

dalam hal—hal dan dengan cara yvang telah ditetapkan®.

Dengan  melihat kepada Undang-Undang dasar 1943 dan

Indische Comptabilitei? HWet (ICH) dapatlah dikatakan bahwa
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betapa pentingnva landasan Rukum bagi pelaksanaan
perpajakan di Indonesia. Ferlu dikemukakan bahwa
pelaksanaan perpajakan yvang berdazarkan Undang-Undang dasar
1?43 dan Undang-Undang Fajak masih akan diikuti dengan
FPeraturan pemerintah (PP}, Keputusan FPresiden (Keppres),
FKeputusan menteri, keputusan  Dirsktur Jenderal dan
seterusnva. Fetentuan—-ketentuan vyang dikeluarkan oleh
Presiden sampai dengan keputusan vang terbawah tersebut
vang sifatnya melengkapi terhadap Undang-Undang Pajak,
tidak holeh bertentaﬁéan dengan peraturan perundang—

undangan vang lebih tinggi.

Hukum paiak adalah suatu kumpulan peraturan—peraturan
vang mengatuwr hubunoan antara pemerintah sebagsi pemungut
pajak dan rakvat sebagai pembavar pajak (Bohari, 1993).
Dengan demikian hukum pajak termasuk dalam bidang huakum
administrasi negara. Hukum administrasi negara menurut
Soshardia 858, adalah dibuat karena negara mempunyai fungsi
penvelengoara kspentingan umum, seperti yang tercantum
dalam alinea ke empat pembukaan UUR 1943 faitu melindungi
segenap bangsa Indonesia dan selwruh tumpah darah Indenesia
dan untuk memajukan kessiahteraan LmLm mencerdaskan
kehidupan bangga.'Karena negara kita adalah negara hukum
{rechtsstaat), maka untuk melaksanakan fungsi tersebut
perlu diciptakan bukumnya, hukum inilah yang disebut Hubkum

Administirasi Negaras




Hutkum administrasi negara menurut Soehardio 58
berfungsi s=hagai
a. Hebagai sarana (instrumen) bagi penguasa untuk mengatur,

menyeimbangkan dan mengendalikan berbagai kepentingan
masyarakat vang sering kali tidak sejalan, bahkan
berlawanan satu dengan vang lain.

b. Mengatur cara—-cara partisipasi warga masvarakat dalam
proses penyusunan pengaturan tersebut,  termasuk di
dalamnya proses penentuan kebijaksanaan.

C. Perlindungaﬁ bukum bagi warga masvarakat vang terkena
oleh pengaturan itu.

d. Menyusun dasar—dasar bagi pelaksanaan pemerintahan  vang
baik.

Meminiam pendapat diatas maka dapatlah dikatakan
bahwa pengenaan pajak oleh negara, adalah dalam rangksa
negara menjalankan fungsinva sebagaimana vang tercantum
dalam alinea ke empat UUD 19245, Hukum pajak dibuat oleh
negara dipakai sebagail =arana {instrumen) untulk
mélaksaﬂakan fungsi tersebut. Di samping itu hukum pajak
sgbagai bagian dari hukum adminiétrasi negaré berarti pula
mengatur cara—cara partisipasi masyarakat dalam membantu
negara agar dapat melaksanakan fungsinya. Hal lain yang
l=bih ﬁenting adalah bahwa hukum pajak bharus dapat
memberikan perlindungan bagi masyvarakat vang terkena
kewajiban membayar pajak, oleh karena itu pemungutan pajak
¥ ang dilakukan oleh negara harus di dasarkan pada

dasar—dasar pelaksanaan pemerintahan yvang baik.
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Memang peraturan pajak akan mendatangkan pemasukan
bagi kas negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Akan tetapi tindakan pemasukan itu tidak boleh
menekan rakyat. 0leh karena itu dalam pembuatan undang-—
undang perpajakan harus memenuhi beberapa syarat, agar

diperoleh perundang-undangan pajak vang adil dan efektif.

Syarat—-Syarat Hukum Fajak.

Sebagaimana vang disampaikan dimuka bahwa pajak bukan
haﬁya berfungsi sebagail p;nerimaan negafa saja (budgeter)
akan tetapi juga berfungsi mengatur {reguler). SUEubungan
dengan hal itu, maka suatu ketentuan perpajakan bukan saja
harus mempunyai sumber atau landasan hukum, akan tetapi
rerlu beberapa persyaratan dalam  pembuatan undang—undang
pajak. Adapun svarat—svarat yvang harus diperhatikan dalam
pembuatan undang-undang perpajakan menuwrut HM Ichsan adalah

syarat :

a. SByarat Yuridis.

Undang—undang pajak apabila dilihat dari segi syarat
vuridis maksudnya agar undang—undang pajak itu adil dan
ada kepastian hukum, atau dengan kata lain bahwa undang-
undang pajak harus dapat menvatakan keadilan yang tegas
baik untuk negara maupun wajib pajak.

Dalam pembuatan undang—undang harus diusahakan
tercapainya keadilan dalam pemungutan  pajak dengan

mengindahkan keempat unsur dari adam Smith mengenail asas




pemungutan pajak (Adam Smith’s canon / the four Maxims).

Secara konkretnya R. Santoso Brotodihardio, mengatakan

bahwa =

1) Hak—hak fiscus yang telah diberikan tugas memungut
pajak olebh pembuat undang—undang harus dijamin dapat
melakzsanakan dengan lancar.

2} Wajib pajak harus mempercleh  jaminan hukum,. agar
supaya ia dapat diperliakukan semena—-mena oleh fiscus.
Segala sesuatunva harus diatur dalam undang-undang
pajak dengén terang dan tegas, tidak hanva mengenal
kewajiban wajib pajak, akan tetapi juga diatur
mangenai hak—hak wajib pajak.

) Adanva jaminan terhadap tersimpannva rahasia—trahasia
merngenai diri atauw perusahaan wajib pajak vang  telah
disampaikan kepada instansi pajak. Ini berarti bahwa
informasi dari wajib pajak kepada fiscus untuk
kepentingan pajaknya, tidak zakan disampaikan kepada
pihak lain baik instansi pemerintah maupun swasta.
Namun dalam pelzasksanannya terdapat pengecualign

"seperti dalam pengadilan guna memperocleh  kepentingan

yéng adil, rahasia ini dapat dibuka. Mengenai
pentingnva atan keharusan mengenal merahasiakan
informasi wajib paijak dapat ditemui dalam

Undang-Undang Nomor & Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata cara Perpajakan Fasal 34 dan Pasal 35,
selain vyang secara umum diatur dalam Pasal 322 KUH

Fidana.
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4) Adanya pengenaan pajak vang adil dengan maksud bahwa
pembagian pajak hendaklah didasarbkan pada kekuatan
atau daya pikul seseorang.

Syarat Ekonomis.

Fajak vyang dikenakan terhadap rakyat hendaknva tidak

hanya dipandang dari segi penesrimaan bagi negara. Akan

tetapi ditujukan pula untuk mengubah tingkah laku sosial
dan skonomi dalam arti positif.

Khusus di bidang ekonomi dimana pengenaan pajak dapat

bEEpehgaruh pesitif  terhadap petumhuhan ekonomi.

Undang—undang pajak vang berlaku harus diusahakan supava

jangan menghambat kelancaran produksi dan perdagangan.

Disamping i1tu agar undang—undang paijak Jangan sampail

menghalang—halangi rakyat untuk meningkathkan

perdapatannya dan Juga wntuk kepentingan uvmum. Dleh

Larena itu Rochmat Saemitro, mengajukan svarat-svarat

ekonomi hukum pajak, yvaitu :

1}. Fajak harus dapat dibayar dari penghasilan  trakyat

dan tidak boleh mengurangi kekayaan rakyat.

2}. Fajak tidak holeh menghalang—halangi lancarnvya

perdagangan dan industri rakvat.

). Pajak tidak boleh merugilkan atau mengurangi

kebahagiaan rakyat.

4). Fajak ssbaiknya ditagih pada saat vang tepat.

Syarat Finan=sial.

Syarat ini menekankan pentingnva pajak . dipungut

berdasarkan prinsip efisiensi, artinva bahwa biavya
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pemungutan lebih kecil dari hasilnya (penerimaan pajak),
sehingga fungsi budgeter dari pajak dapat dilaksanakan
dengan efektif. Disamping itu dalam syarat ini pajak
hendaknya dipungut pada saat vyang terbaik, sehingga
pajak dapat dipungut secara efektif. Pengertian saat
vang terbaik adalah usaha untuk mengenakan paiak
dihubungkan dengan saat terjadinya perbuatan, peristiwma
atau keadaan vang menjiadi dasar pengenaan pajak. Hal ini
sesual dengan dalil hubkum pajak yvang dianjurkan oleh
para pakar pajak vaitu @ “Pay as yvou earn”. Dengan cara
ini akan dapatrdicegah hal—hal vang menvyusahkan wajib
pajak. Apabila syarat-syvarat yvang dikemukskan diatas
dapat terijiwai dalam penyusunan perundang—undangan
najak, maka diharapkan akan terwuijuvd suatu keadilan,

kepastian hukum, dan efisiensi pelaksanaan perpajakan.

Hal lain sslain persyaratan diatas, maka vang perluy

diperhatikan dalam penyusunan hukum  pajak agar efektif

dalam pelaksanaannya menurut HM Ichsan, adalah :

Aa

Tujuan dari kekuasaan legislatif harus dipertimbangkan.
Tujuan pembuatan undang—undang pajak adalah seshagai
dasar penerimaan pajak. 0leh karenanya dalam suatu
reraturan  perundang—undangan paiak hendaknya dicegah
adanya kebocoran baik dengan cara penghindaran maupun
pengelakan atau penyeludupan paijak. Dengan  kata lain
bahwa peraturan perundang—undangan pajak  harus  dapat

mencegah perbuatan—perbuatan tersebut.




b.

Tidak ada keraguan.

Tak ssorangpun dapat menjadi subyek pajak, demikian pula

tidak ada benda/kegiatan yang menjadi obyek pajak,
kecuali adanya petunjuk vang jelas dalam undang—undang
pajak. Artinya hal-hal vyang menunjukkan mana subyek dan
mana pula obyek pajak harus secara tegas termaktup dalam

ketentuan perundang—undangan.

Hahasanva harus jelas.

Undang—uwndang pajak tidak dengan mudah dilaksanakan

apabila bahasa vang dipergunakan tidak Jelas. Artinva.

bahasa harus baik, pengogunaan kalimat atau kata
{istilah} mudabh dimengerti, baik nleh fiscus maupun
wajibh pajak, sshingga tidak akan menyulitkan dalam
pelaksanaanva. Hal ini dimaksudkan untuk menchindarkan
salah tafsir sehinggs melenceng dengan apa yvang dimaksuad

oleh pembuat undang—undang.

Dikemukakan cara wajib pajak menuntut pembebasan.

Disamﬁing uyndang—undang pajak tidak memberikan
Lesempatan untuk menghindarkan, pengelakan atau
penveludupan pajak, maka sebaliknya disampaikan cara
wajib pajak meEnuntut pembebasan ataupun pengu}angan
pajak. Hal ini sssuai dengan asas gaya pikul dan  fungsi

penagaturan dari pajak.
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C. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

1. FPengertian Pajak Bumi dan Bangunan PER).

Fajak Bumi dan Bangunan (FBE) adalah pajak baru vang
mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986 dengan
berdasarkan Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1985. EKemudian
setelah berjalan kurang lebhih 16 {sepuluh} tahun

undang—undang tersebut direvisi kembali yaitu Undang-Undang

Momor 12 Tahun 1994 dan diberlakukan mulai 1 Januari 1995.

Fajak Bumi dan Bangunan sesuai  dengan namanya
bearmaksud mengenakan pajak atas  bumi dan bangunan.
Yang dimaksud dengan bumi berdasarkan FPasal 1 Undang-Llindang
Momor 12 tahun 1985, adalah permukaan bumi dan tubuh  bumi
vang berada di bawshnva. Dalam penielasan Fasal 1 angka (1)
disebutkan bahwa Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan

pedalaman serta laut wilayah Indonesia.

Sadanghkan hangunan adalah konstruksi teknik  vang

ditanam atau dilekatkan secara tetap pada dan/atau
| perairan. Berdasarkan penjelasan Fasal 1 angka {2}
; menyebutkan bahwa termasuk dalam pengertian hangunan
adalah = A

a. dalan lingkungan vang terletak dalam suwatu kompleks
hangunan seperti hotel, pabrik; dan emplasemennya dan
lain—lain vang merupakan satu kesatuan dengan. kompleks

bangunan tersebutj
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Jalan Tol:

Kolam renang;

Fagar mewah:

Tempat oleh ragaj;

Galangan kapal, dermaga;

Taman mewah;

Tempat penampungan/kilang minvak, air dan gas,
minvak;

Fasilitas yang memberikan manfaat.

Maksud dan Tujuan Pajak Bumi dan Bangunan (PREER).

Yang dijadikan alasan diadakan pemungutan Fajak

dan Hangunan (PBE) menuwrut Rochmat Spemitro, adalah :

A

pipa

Bumi

Da=ar falsaftah vang digunakan dalam berbagai undang—

undang vang herasal dari jaman kolonial  tidak
dengan Fancasila.

Berbagai undang—-undang yvang mengenakan pajak atas
tak gerak sehingga membingungkan masyarakat.
Undang—undang vang berasal dari jaman kolonial
dimengerti oleh rakyat;

Undang—undang vang berasal dari jaman penjajahan

sesual

harta

sukar

masih

tertulis dalam Bahasa Belanda dan  perubahan  thertulis

dalam Bahasa Indonesia, sehingga merupakan
gado—gado, sedangkan terjemahan resmi tidak ada.
Undang—undang Jjaman kolonial tidak lagi sesuai

aspirasi dan kepribadian bangsa Indonesia.
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f. Undang—undang lama tidak lagi sesuai dengan pertumbuhan
ekonomi Indonesia.
g. Undang-undang vang lama kurang memberikan kepastian

hulkum.

Sedangkan yénq menjadi tujuwan diberlakukannya Pajak

Bumi dan Bangunan (PBR)} adalah =

a. Menvederhanakan paratuwran perundang—undangan pajak
sehingga mudah dimengerti rakvat.

bB. Memberi Dasar hukum yand kuat pada pungutan paiak atas
harta +tak gerak, dan sekalian menyerasikén pajak atas
harta tak gerak di semua dasrah dan menahilangkan
simpang siur.

. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sehinagga
rakyat tahu sejaubmana hak dan kewajibannva.

d. Menghilangkan pajak ganda yang terjadi sebagai akibat
berbagai undang—undang pajak yang sifatnya sama.

2. Memberikan penghasilan kepada daerah Yang sangat
diperlukan untuk menegakkan otonomi daerah dan  untuk
pembangunan daerah. |

f. Menambah penghasilan bagi daerah.
Obvek Pajak Bumi dan Bangunan (FBE}.
Yang menjadi obyek dari Pajak Bumi dan Bangunan (FRB)

adalan bumi dan/atau bangunan sebagaimana vang . tercantum

dalam PFasal 1 angka (1) dan {2} bhesesrta penjelasannya.
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Fermukaan bumi menurut Rochmat Soemitro tidak lain  dari
pada tanah. Jadi vang menjadi obyek Pajak Bumi dan Bangu-—
nan (FBR) itu adalah tanah (perairan) dan tubuh bumi. Yang
dimaksud sebagai tamah adalah sebagaimana yvang dimak-—
sud dalam Undang-Undang Nomor S5 tahun 19460. Sedangkan
pengertian air menurut Undang-Undang Pokok Agraria mencakup
juga perairan pedalaman maupun laut wilavah Indonesia.
Adapun dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi
termasuk  tubuh  bumi di bawahnya serta vang ada di  dalam

air.

Berdasarkan Fasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor &
Tahun 1940 menyvebutkan bahwa selurubh bumi, air dan ruang
angkasa termasuk  kekayvaan altam vang terkandung di  dalam
wilavah Republik Indonssia sshagai Karunia Tuhan Yang Maha
Eea merupakan kekayaan nasional. Berdasarkan pasal Z%  avat
{3) Undang-Undang dasar 1943, maka semuanva itun  pada
tingkat wvang teritinggi dikuasi o0leh negara dan akan
digunakan seluas—luasnva untulk kemakmuran rakyat.
Selanjutnvya Fasal 4 avat {1} Undang—-Undang Nomor 5. tahun
19460, menentukan bahwa negara atas dasar hak menguasi buini,
air dan ruang angkasa dapat memberikan macam—macam hak atas
.tanah dan dipunvai oleh orang—orang; baik sendiri maupun

bersama—sama dengan orang lain serta badan hukum.

Nleh karena bumi dan bangunan memberikan  keuntungan

dan/atau kedudukan sosial =2konomi yang lebih baik  bagi
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orang atau badan yang mempunvai suatu hak atasnya atau
memperoleh manfaat dari padanya, oleh karena itu waijar
apabila mereka diberi kewajiban memberilkan sebagaian dari
manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara

melalui pajak.

Fada dasarnya semua tanah dan bargunan vang berada di
wilayah negara kita ini bisa dimaksukkan sebagai obvyek
pajak. HNamun terhadap tanah dan bangunan tertenty dapat
dikecualikan atau tidak dikenai pungutan Fajak Bumi dan
Bangunan (FBE). Adapun obysk pajak vang tidak dikenakan
Fajak Bumi dan Bangunan (FPBB) adalah obvek—-obyek vang :

a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di
bidang ibadah, sosial; kesehatan, pendidikan dan
kebudayaan nasional, vang tidak dimaksudkan untuk
mempercleh keuntungans;

Yang dimaksud dengan tidak untuk memperoleh  keuntungan
adalah babhwa obyelk pajak itu diusahakan untuk melavani
Lepentingan umum, dan nyata—-nyvata tidak ditujukan untuk
mencari keuntuﬁgan. Hal ini dapat diketahui antara lain
dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari
vayvasan/badan vang bergerak dalam bidang ibadah, sosial,
kesehatan, pendidikan, dan kebudayvaan nasional iksrsebut,
seperti Pesantren, madrasah, tanah wakaf, rumah sakit
umum. Termasuk dalam pengertian ini adalzah hutan wisata
milik negara sesuail Paszal 2 Undang—Undang Maomor & Tahun

1967 tentang kKetentuan—ketentuan Pokok Kehutanan.
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b. Digunakan uwntuk kuburan, peninggalan  purbakala, atau
yang sejenis dengan itu;

€. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata,
taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh
desa, dan tanah negara vang belum dibebani suatu halk

d. Digunakan oleh perwakilan diplomatilk, konsulat
berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

e. Digunakan aleh badan atau perwakilan organisasi

internasional vang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Sedanghkan obyek pajak yvang digunakan untuk penvelenggaraan
pemerintahan, pensntuan  pengenaan pajaknya diatur lebih
lanjut dengan PFeraturan pemerintah (PP). Yéng dimaksud
dengan obyek pajak dalam hal ini adalah ocbvyek pajak vang
dimiliki/dikuasisdigunakan aleh pemerintah pusat dan
pemnerintab daerah dalam menvelenggarakan pemerintahan.

Disamping pengecualian diatas FPajak Bumi dan Bangunan {PBé)
juga memberikan keringanan vang disebut =ebagai  Besarnva
Milai Jual Obyek Pajék Tidak Kena PFaiak (NJOFTKFP) vang
ditetaﬁkan sebesar Rp. B.OOO.000,— (delapan Jjuta rupiah)
untuk setiap wajib pajak. Artinya bahwa apabila ss=orang
wajib pajak mempunyai beberapa obyek pajak, vang diberikan
Nilai Jual Obyek Pajak Tidak ¥Kena Pajak (NJOPTEF) hanva
salah satu cbyek pajak vang nilainva ferbesar, sedangkan
agbyelk pajak lainnya tetan dikenakan secara penuh  tanpa
dikurangi Milai Jual Obyek Pajak Tidak kena Pajak

(MJOFTKE) .
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4. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan {FBE).

Subyek pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-
Undang MNomor 12 tahun 1985 adalah orang atau badan vang
secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau  memperoleh
manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan/atau
memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian kalan
diperinci, maka dapat disebutkan bahwa subvek Pajak Bumi
dan Bangunan (FBER) adalah :

a. Orang atau badan hukum vang secara nyata mempunyzi suatu
hak atas bumi dan ataug

b. Orang atac badan hukum vang memﬁernleh manfaat atas bumi
dan atau;

c. Brang atau badan hukum vang memiliki, menguasai bangunan
dan ataus;

d. ODrang atau badan hukum vang mempercleh manfaat atas

bangunan.

Dirang pribadi atau badan yang menjadi subyek Pajiak
PBumi dan Bangunan [(PBB) adalah mengandung arti orang atau
badan dalam arti luas, yvaitu :
a. Pengertian orang adalah :
13. Orang yang sudah dewasas
2}. DOrang belum dewasa, diwakili oleh walinvaj

). DOrang yang berada di bawsh pengampuan.




b. Sedangkan vyang dimaksudkan dengan badan adalah suatu
bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas
(FT), perseroan komanditer, perserocan lainnya, BRadan
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan  bentuk
apapun, Fersekutuan, perktumpulan, firma; kongsi,
Koperasi, Yayasan atau organisasi vang sejenis, lembaga,
dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan

usaha lainnva.

Subyek Pajak Bumi dan bangunan (FBE} belum tentu
menjadi wajib pajak. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBR)
baru merupakan wajib pajak apabila telah memenuhi svarat—
syarat obyektif, vaitu mempunvai obyek Pajak Bumi dan
Bangunan (FEB) vang dikenakan pajak. Mempunvai obvek vang
dikenakan pajak, bhezrarti mempunyal hak atas obysk pajak
yvang dikenakan pajak, memiliki, menguasai atau memperolsh

manTaat dari obyek kena pajak.

Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa orang gtau
badan yang mempunvai hak, memiliki, menguasail atau mendapat
manfaat dari obyek pajak vang nilal kurang dari
Rp. 8.000.000,— {Fasal 3 avat (3) Undang-Undang Nomor 12
tahun 1994), tetap merupakan subvek pajak, tetapi bukan

sebagal wajib pajak.

Demikian pula orang atau badan yang mempunyai halk,

memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari obhyek pajak
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yang dibebaskan dari Fajak Bumi dan BRangunan (FEE)
sebagaimana yang dimaksud Fasal 3 avat (1) Undang—Undang
Nomor 132 tahun 1974 tidak dikenakan pajak, maka ia bukan

wajib pajak tetapi tetap sebagai subyek pajak.

Menurut HMarsono, kewajiban membavar pajak dapat

ditetapkan secara alternatif, yaitu :

a. Bubyek pajak yang secara nyvata mempunvai suatu hak atas
bumi szkalipun tidak memperoleh manfast atas bumij

b. Ssbyek pajak:yang memperoleh manfaat atas bumi sekalipun
tidak mempunyai hak atas bumis

c. Subyek pajak vang memiliki, menguasail bangunan sekalipun
tidak memperoleh manfaat atas bangunang

d. Subyek pajak yang memperoleh manfaat atas bangunan

sekalipun tidak memiliki, menguasai bangunan.

Fajak Bumi dan Bangunan {FBE) itu dikenakan atas
tanah dan atau bangunan. FPertanyaan atas pernyataan diatas

adalah siapa vyang harus menanggung beban pajak tersesbut

apabila misalnya bangunan itu bukan milik pribadi.

Tagihan pajak ataun bukti pembayaran Fajak Bumi dan
Bangunan (FEB) adalah semata—mata untuk perpajakan dan
tidak ada kaitannya dengan status atau bhak pemilikan atas
tanah/bangunan dimaksud., bLalu siapa yvang harus membayat
tagihan pajak atas tanah dan atan bangunan tersebut? GSiapa

vang harus menanggung beban paiaknya? Siapa pula yang
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mempunyai hak atas tanah tarebut? dan Bagaimana

pengaturannva?.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pasal 4 ayat ()
Undang—-Undang Nomor 17 Taﬁun 1983, menyatakan bahwa dalam
hal atas suatu obyek pajak belum jelas diketahui waiib
pajaknya, Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan subyek
pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai subyek

paiak.

Untuk memperjelas ketentuan tersebut diatas, maka
dalam penielasan pasal tersebut disampaikan beberapas contoh
kasus, vaitu :

a. Subvek pajak bernama A vang memantaatkan atau
menggunakan bumi  dan/atau bangunan milik orang lain
bernama B bukan karena sesuatu hak berdasarban wundang—
undang atau bukan karsna perianjian, maka dalam hal
demikian A vang memanfaatkan atau menggunakan bumi
dan/atau  bangunan terssbut ditetapkan sshagai waiib
pajak.

b. Suatu obyek pajak vang masih dalam senaketa pemilikan di
pengadilan, maka orang atau hadan vang memanfaatkan atau
menggunakan obyek pajak tersebut ditetapkan sebagai

wajibh pajak.

9l

Subyek pajak dalam waktu lama berada di  luar wilayah
letak obvek pajak, sedang untuk merawat obyek pajak

tersebut dikuasakan kepada orang ataun badan, maka orang

—— . B T e o e e e e B T
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=2tay  hedan  vang diberi kuwasa dapat ditunjuk sehagai
wailib pajak. Penunivkan sebagai wajib paiak oleh

Direktorat Jenderal Faijzk bukan merupakan bukti

pemilikan hak.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa, setiap
orang atau badan vang secara nyata mempunvai hak atas bumi
dan bangunan dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan

ataw memiliki atau menguasai dan atau memperocleh manfaat

- atas bangunan yang bersanokutan biss dikenakan Fajak  Bumi

dan Bangunan {PBRE). Artinya sskalipun orang atau badan
tersebut  menyswa atau hanva sekedar numpang,. namun Secara
nyata ia mempercoleh manfaat atas tansh dan bangunan
tersebut, maka orang terssbut waijib menangqung{membayaf
beban pajaknya. Bila berkaitan dengan bangunan itu ternyata
ada perikatan lain misalnvs, bahwa pemilik  bangunan  yang
menanogung akas  beshan paiak, maka kewsjiban membayar
pajzknva jelas ada pada pemilik bangunan. Dan hal ini harus
dituliskan dalam Surat Femberitahuan Obyek Paiak (GFPFOF)

nads waktu pengisiannva.

Sedangkan apabila suatu bidang tanah dan  bangunan
tidak diketahui secara jelas siapa vang akan menanggung
hehan pajaknya, maka vang menetapkan adalah Direktorat
Jenderal Pajak. FPenentuan ini didasarkan bukti-bukti,
misalmyva apoakah ada perjanjian antara pemilik dan penyewa

vang mengatur siapa vang menanggung kewajiban pajaknya dan
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ciapa vang secera nvata mendapat manfaat atas bidana tanah
darr  bangunan tersebut. Tetapi bila ternvata orang atau
badan vang ditetapkan sebagai pihak vang harus membayar
pajak itu menolak, maka yanq bersangkutan dapat memberikan
keteranqén tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak. dalam
hal ini Direktorat Jenderal FPajak dapat menvetujui atau

mungkin menolaknya dengan alasan tertentu.

Dasar Fengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Untuk mengetabui melkanisme dalam penagihan dan
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan {PHHE), maka *eirlebih
dabuln  perlu diketahui faktor penentu dalam penghitungan
besarnya pajak dari Paijak Bumi dan Bangunan (FPBER). Adapun
faktor penentu vanc dimaksudkan adalah antara lain mengenai

dasar pengenaannya.

Fasal & avet (1) Undang-Undang MNomer 12 tahun 1985,
m=nzntukan  bahwa dasar pengenaan paiak adsalah Nilai  Jual
Obvek Fajak (NJOFP). Adapun bessarnva Nilai Jual Ohvek Fajak
{MIOP) ditentukan berdasarkan harga rata—rata vang
diperoleh dari transaksi jual beli vang teriadi secara
wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi  jual beli,
Milai Jual Obyek Pajak {NJIDF) ditentukan malalui
perbandingan harga dengan abyek lain vang seiesnis, atau
nilai perolehan baru., atau RNilai Jual Obvek Fajak

Fengganti.
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Berdasarkan npenjelasan pasal tersebut diatas, Yanqg
dimaksud dengan perbandingan harga dengan obyek lain vang
sejenis adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual
suatu obyek pajak dengan cara mebandungkannya dengan ohyek
pajak lain yang sejenis vang letaknya berdekatan dan

fungsinya sama dan telah diketahui harga Jualnva.

Bedangkan yang dimaksud nilai perelehan baru adalah
suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu lgbyek
pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan
urntulk memperoleh gbyek itersebut pada saat penilaian
dilakukan, vang dikurangi dengan penvusutan berdasarkan
kaondisi fisik obyek tersebut. Qdapuh vang dimaksud nilai
jﬁal pengaanti adalah suatu  pendekatan/metode  penentuan
nilai jual suatu obyek pajak vang berdasarkan pada hasil

produksi obyelk pajak tersebut.

Selanjutnya Pasal &6 ayat (2} Undang-Undang NMomer 12
Tahun 1985, mengatakan bahwa besarnya Nilai Jual Obyek
Pajak {(MIOF) ditetapﬁan setiap & {(tiga)}) tahun oleh Menteri
Kevangan, kecuali untuk daerah tertentu ditentukan setiap
tahun sesuai perkembangan dasrabhnya. Perkembangan daérah
disini dimsksudkan adalah perkembangan pembangunan vyang
mengakibatkan kenaikan Milai Jual Obysk Pajak (NIOP)  vang
cukup besar, dengan syarat bahwa penetapan jual tersebut
harus mempertimbangkan Gubsrnur serta memperhatikan  asas

Selr A=ssezzment.

e = e g e
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Sezuzi dengan kestentuan Pasal 2 ayat {2) juncto Pasal
& ayvat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 dan
penjelasannya, maka Menteri keuwangan telah beberapa kali
mengeluarkan surat keputusan tentang Fenentuan Klasifikasi
dan Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar éengenaan
Fajak Bumi dan Bangunan (FBB). Adapun surat keputusan ¥ Aang
terakhir adalabh GSurat Keputusan Menteri ¥euangan RI  No.
1147/7EMK. 0471991, tentang Klasifikasi dan Nilai Jual Ohbyek
Pajak Sebagai. dasar Pengenaan pajak Bumi dan Bangunan
(FBE)}. Dalam keputusan ini ditetapkan kalsifikasi untuk
bumi sebanyak S50 (lima puluh kelas), sedangkan untuk
Bangunan ditetapkan 20 {dua puluh kelas).

Bordasrkan penjeiasan Fasal 2 avat (2} Undang—-indang
Mo. 12  tahun 19835 dissbutkan babwa yang dimaksud dengan
Elasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan
bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sehagal
pedoman  serta untuk memudahkan  perhitungan pajak  vang
tarhutang. dalam mensntukan kElasifikasi bumi/tanah
diperhatikan faktor—faktor sebagai berikut:
. Letaks;
b. Feruntukan;
c. Pemanfaatan;
d. Kondisi lingkungan dan lain-lain.
Sedangkan dalam menentubkan klasifikasi bangunan diperhati
kan faktor—faktor sebagai berikut @

a&. bahan vang digunakans:

b. Rekavasas
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c. Letak;

d. FKondisi lingkungan dan lainm—lain.

Dalam pelaksanaan penghitungan Nilai Jual Obyek Pajak
(M30OF) diterapkan sebagai berikut :
a. Untuk bumi/tanah.
Diperuleh berdasarkan nilai jual tanah setempat dan
klasifikasi wvang telah ditetapkan oleh Kepala Eantor
Wilayah Direktorat dJenderal Fajak vyang disesuaikan
dengan klasifikasi yang ditetapkan - berdasarkan
keputu=san Menteri Keuangan.
b. Untuk bangunan.
Diperuleh. berdasarkan nilai jual Bangunan . yvang
bersangkutan dan disesuailkan dengan klasifikasi  yang

ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.

Milai Jual Obyek Fajak (MIOF) ditetapkan sebagaimana
tereebut diatas merupakan hasil penelitian atazs harga-—harga
vang diperoleh dari transaksi jual beli yvang terjadi secara
wajar. Dilain pihak Keputusan BMenteri Keuangan tentang
Klasifikasi dan Besarnya Milai Jual Obyek Pajak (MJDF),
merupakan ketentuan yvang bersifat umum, sedangkan tanah dan
atau bangunan banvak maﬁamnya, disamping faktor-faktor vang
mempengaruni besarnya nilai jual tanah dan atau  bangunan
sebagai obvek pajak yvang juga berbeda~beda. Ini tentunya
akan menjadi masalah bagi fiscus wuntuk menentukan klas dari

suatu obye=k pajak.
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Sebagaimana halnya dengan penentuan klasifikasi
tanah., maka dalam penentuan kLlasifikasi bangunan
bardasarkan Surat keputusan Menteri Keuangan Momor

100Z/KMK.04/198B5, tentang Tata Cara Pendaftaran Obvyek
Fajak, sebagaimana tersebut dalam lampirannya, dimana waijih
pajak diminta keterangan yang 1lengkap mengenai kondisi
fiz=ik bangunan vang dimilikinva, vaitu :

a. Keterangan mengenai bahan bangunan, seperti :

i} Fondaszsi, dari kayu/bata/beton bertulang/baja.

2} Eonstruksi/ kerangka utama.

3} Dinding, kerangka atap, atap dan ssterusnya sampai
dengan fasilitas yang dimiliki/yang ada pada bangunan
seperti listrik, air minum, telephon dan sshaginva.

b. Harga Tanah/bangunan.

1} Harga perolehan.

2} Harga perkiraan sskarang.

Dari penjelasan tersebut diatas terhadap pensntuan
pEngklasifikasian dan Nilai Jual Obyek FPajak (NJOFY vang
diambil perwilayah sudah mende=kati  kebenaran dan  dapat

diterima oleh Direktorat Jenderal Fajak.

Melengkaoi peraovataan diatas Eenneth Davey,
mengatakan bahwa proses penilaian dimulai dengan
pengumpulan informasi atas sewa ataw harga jual.  Informasi

ini dapat dikumpulkan dari berbagai sumber, seprti surat
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pernyataan dari pemilik dan penyewa, advertensi, agen-agen
perumahan dan perantara, pengacara, pejabat dasrah, catatan
transaksi vang dilakukan oleh pejabat agraria, atau
pemungut pembavaran bea meterai. Saling mencocokkan antar
berhbagai sumber sangat diharapkan. Data ini harus.dianalisa
untuk menghitung dan menentukan faktor—faktor vang
menimbulkan terjadinya perbedaan—perbedaan (Kenneth Davey,

1988).

Belanjutnya Kenneth Davey mengemukakan ciri—ciri yang
menentukan perbesdaan nilai diantaranva adalah:

a. Besafnya persil yang diwwkur dengan panjang dan depan
bhangunan vyang menghadap ke jalan (vang pertama penting
untuk  harta tetap baisa dan vang terakhir penting bagi
bBangunan komersill.

0. Lokasi termasuk prasarana standar, seperti jalan masuk,

penetrangan, alr minum, sistem pembuangan:  kemudahan

{toko, perparkiran, transportasi umum, sekolah dan
lain-lainnya), dan kualitas lingkungan umumnva.

c. Keadaan tanah termasuk kemiringan, pemandangan , saluran
pambuangan dan struktur lapisan tanah, fTerntama  untuk
kepentingan industri dan komersial.

d. ¥Kenyatasn penggunaan tanah, atau oenggunaan tanah vang
telah memperoleh i1jin berdasarkan ketentuan perencanaan.

2. Bentuk dari pemilikan tanah.

f. Standar pembangunan.

1t e [ e e e -
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Froses penilaian vang dikemukakan oleh Kenneth Davey,
sebenarnya telah sejalan dengan Undang-Undang FPajak Bumi
dan Banqunan. Namun dalam hal tata cara penerapan menggnai
penentuan nilai jual tanah dan nilai jual bangunan di
Kotamdava Dati II Semarang belum méndekati kebenaran vang
obyektif, karena dalam menentukan nilai jual +anah dan
nilai jual bangunan masih dilakukan secara random, vyaitu

belum melihat kondisi fisik dari masing—-masing obvek pajak.
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. PEMUNGUTAN PAJAK BERDASARKAN SISTEM SELF ASSESSMENT

1.

Sistem Femungutan Pajak.

Sistem pemungutan pajak yvang diterapkan di Indonesia
t=lah bergeser dari sisteﬁ kontinental (Continental System)
kLepada sistem Anglo—Saxon {(Anglo—saxons Systenm). Sistem
pemungutan pajak vang berorientasi pada sistem kontinental
oleh Rochmat Soemitro dibesdakan dalam 3 (tiga) jenis
stelsel atau sistem vaitu :

&. Stelsel Fiktif, vyaitu cara pemungutan pajak dengan
menggunakan suatu anggapan bahwa  jumlah pajak  yang
dipungut berdasarkan obvek pajak vang diperoleh pada
awal tahun pajak dengan demikian pajak dibayar dimuka
(Voorheffinf}. Dalam satu tabhun pajiak dianggap sama
dengan 12 kali penghasilan dalam 1 bulan dan anggapan
penghasilan dapat berdasarkan penghasilan pada tabun
vang lalu. Sistem ini kurang mendapat dokungan dasar
hukum yang sebenarnya, Lkarena dengan menggqunakan
anggapan penghasilan tahun yang lalu, maka pada tahun_
vang berjalan belum mendapat keﬁastiah bahwa penghasilan
akan sama, karena kemungkinannya akan lebih besar atau
lebih kecil.

b. Stelsel Riil {nyata), vaitu sistem pemungutan pajak
berdasarkan penghasilan vang diterima sebenarnya dalam
tahun pajak vang bersangkutan. Dalam sistem ini pajak
dipungut di belakang (Naheffing). Kebaikannya vaitu
pajak dipungut sesuai obyek pajak yang sebenarnya,
sehingga tidak merugikan waiib pajak. Sedangkan

kelemahannya vaitu pemerintah baru dapat menerima
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pembavaran pajak sesudabh tabun pajak berakhir, dengan
demikian dapat merugikan anggaran penerimaan negara.
Stelsel Campuran, vaitu sistem pemungutan pajak vang
pertama menggunakan sistem stelsel fiktif untuk membuat
Surat FKetetapan Fajak Sementara, kemudian péda akhir
tahun ditetapkan Suwrat keputusan Definitif menurut
stelsel riil. Sistem stelsel campuran merupakan sistem
pemungutan pajak vang dapat menghindari kelemahan—
kelemahan pada stelsel fiktif dgn stelsel riil,
karena :

1) FPada awal tahun sudah dapat dikeluarkan Surat
ketetapan Fajak Sementara, sehingga pajak dapat
dipungut denganlgegera untuk mengisi Kas Negara.

2 Pada akhir +tahun dilakwukan koreksi atas pajak
terhutang vang sebenarnya harus dibavar.

3) Wajih pajak tidak akan menanggung beban pajak terlalu
herat di Iuar béban vang sebenarnya sesuait

kemampuannya-

Sistem pemungutan pajak vang berorientasi kepada

sistem Anglo—saxon (Slamet Munawir, 1988) dapat diuraikan

sebagai berikut =

=

Sistem GFffficial Assessment atau Administratif Assessment
vang artinya cara pemungutan pajak yang penetapan okyek
pajak dan vang menghitung besarnya pajak terhutang untuk
setiap wajib pajak ditetapkan oleh aparat pajak
{(fiscus), dengan cara membuat Surat Ketetapan Fajak
Tetap (SKEFT) dalam satu tahun paiak.

Merurut sistem ini waiib pajak bersikap pasif, hanya

.;T;r‘\ .1‘;!? )
! Bfﬁ“fﬁﬁﬁiu; Liie,
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menunggu  besarnva ketetapan pajak vang harus dibavar
berdasarkan data vang dimasukkan, kemudian diverifikasi
menurut kacamata fiscus sebagai dasar penetapan Surat
Ketetapan Pajak Tetap {(SKPT}.

Sistem Hith Holding vaitu cara pemungutan pajak vang
dalam menghitung besarnva pajak terhutang, memctong dan
menyetorkan pajak ke Kas MNegara dilakukan oleh pihak
ketiga vang merupakan sumbernya obyek pajak dan
melaporkan pembayaran pajak atau hasil  pemotongan  itu
kepada waiib pajak.

Di Indonesia sistem With Holding diterapkan dalam cara
pemungutan pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor
& tahun 1983, terutama FFh pasal 21, 22, lES dan 26,
pihak badan vang berkewajiban dan diberikan wewenang
untuk melakukan penghitungan, pemctongan dan penyetoran
pajaknya.

Sictem Self Assessment dapat diartikan sebagali sistem
pamungutan pajak dimana wajib paiak diberikan
kepercayaan untuk menetapkan sendiri jumlah obyek pajak,
menghituﬁg sendiri besarnva pajak terhutang,
menyampaikan Surat Pemberitahuan (SFPT) tahunan dan
menvetorkan sendiri pajak yang masih harus dibayar dalam
tahun vang bersangkutan sesuai dengan data dalam Surat
pemheritahun Tahunan yang diserahkan dan memberikan
laporan mengenai setoran pajak yang telah dilakukannya
kepadé kantor Felavanan Fajak setempat.

Dalam sistem =self assessment ini pihak waiib pajak
bersifat aktif mengatur sendiri proses pambayaran

pajaknva, sedangkan fihak fiscus bersikap pasif. Fihak
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fiscus hanva memberikan pembinaan dan  penvuluhan atau
penerangan mengenal peraturan perpajakan vang harus
diterapkan, melakukan intensifikasi, skstensifikasi dan
melakukan pemeriksaan terbadap bukti laporan Surat

pemberitahuan Tahunan vang disampaikan cleh wajib pajak.

Adapun tuiuan sistem zel7” assessment menurut Slamet

Munawir adalah 3

1) meningkatkan kesadaran pajak (tax—conciousness) dari
-wajib pajak guna mengetahui dan melaksanakan segala
kewajiban—kewajiban pajaknya sesuwali dengan perundang—
undangan vang berlaku.

2} Adanva hasrat dan minat yang tinggi (tax wmindedness)
wajib pajak untuk membavar pajak tepat pada waktunyva
seperti vang telah ditetapkan oleh ketentuan vang

berlaku.

I
—

Adanya kepatuban membayar pajak {(tax compliance/ tax
obidience) dan adanya disiplin dalam melaksanakan
pembayaran pajak tepat pada waktunva.

43} Adanya kejujuran wajib pajak {honesty), vaitu
kejujuran wajib pajak dalam wmengisi dan  membavar
angsuran pajak dan @mengisi SFT Tahunan sesual
keadaan.

5) Terhindar dari timbulnya wajib pajak vang tidak taat

membavar pajak vang terbhutang (fax dodger).

2. Pemungutan Fajak Berdasarkan Sistem Self Assessment Menurut
Undang-Undang Naomor & Tahun 1983 dan Undang-tUndang Nomor 9

Tahun 19294.
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Karateristik dan corak sistem pemungutan pajak vang
baru berdasarkan Undang-Undang Nomor & tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, dan Undang-Undang
Nomor 9 2 tahun 1994 tentang Ferubahan atas Undang—-Undang
Nomor 6 tahun 1983, adalah 3
a. Bahwa FPemungutan pajak merupakan perwujudan dan

pangabdian dan peran serta waiib pajak untuk secara
langsung dan bersama—sama melaksanakan kewajiban
perpajakan vang diperlukan untuk pembiavaan negara  dan
pembangunan nasional.

b. Tanggung Jjawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan
pajak, sebagai percerminan kewajiban di bidang
perpajakan  berada pada anggdta masyarakat wajib pajak
sendiri. Pemezrimtah dalam hal ini  aparat perpajakan
sesual fungsinvya herkewajiban melakukan pembinasan,
pelavanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban
perpaiakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam
peraturan perundang—undangan perpajakan.

c. fnggota masyarakat wajib pajak diberi kepercavaan untuk

dapat melaksanaan kegotongrovongan nasional melalui
sistem menghitung . memperhitungkan, membayar dan
melaparkan sendiri pajak yang terhutang {self

assessment}, sehingga melalui sistem ini administrasi
perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih
rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk difahami
aleh anggota masvarakat wajib pajak. Sistem pemungutan
pajak tersebut mempunyal arti bahwa penentuan penetapan
besarnya pajak vang terbutang dipercayakan kepada wajib

pajak sendiri dan melaporkannya secara teratur Jumlah

i

i o L CRpa
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pajak vang terhutang dan vang telah dibayar sebagaimana
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan. Dengan sistem ini diharapkan pelaksananan
administrasi perpajakan yang herbelit—belit dan
birokratis akan dapat dihindari. Sejalan dengah harapan
tersebut, wewenang Direktorat Jenderal Pajak yandg
bersifat teknis administratif dapat dilimpahkan kepada
aparat dibawahnva.

Menurut ketentuan undang-Undang ini, administrasi
perpajakan berperan_ aktif dalam - melaksanakan
pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi
tugas—tugas pembinaan, pelavanan, pengawasan , dan
npenerapan sanksi pefpajakan. Fembinaan masyarakat wajib
pajak dapat dilakukan melalui berbagai upava antara lain
pemberian penvuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui

media massa maupun penerapan langsung kepada masyvarakat.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa sistem
pemungutan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 dan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 1294 menganut sistem

zelr assessment. Beberapa FPasal-pasal yang dapat

menunijukkan bahwa undang-undang ini menganut sistem Selr

Aszzeszsment adalah :

a. Pasal 2 avat (i) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 vyang
harbunyi bahwa gsetiap wajib pajak wajib mendafttarkan
diri pada kantor Direktorat Jenderal Fajak yang wilayah
kerjanva meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan

wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Fokohk Wajib

Pajak (MFWF).
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Di dalém penjelasan pasal dimaksud dipertegas lagi bahwa
Semua wajib pajak berdasarkan sistem self assescsment
wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal
Pajak untuk dicatat sebagai wajiib pajak dan sekaligus
mendapétkan Momor Fokok Wajib Pajak (NPWP}. Kewajiban
mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terbadap wanita
kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup
terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendakai
secara tertulis berdasarkan perjaniian pemisahan
penghasilan dan harta.

Ayat (2) berbunyi bahwa setiap pengusaha vang dikenakan
pajlak berdasarkan unaang—undang Fajak Pertambahan Nilai
1984, waiib melaporkan usahanva pada kantor Direktorat
dendsral FPajak vyang wilayah kerjanva meliputi tempat
tinggal atau tempat kedudukan pengusaha,dan tempat
kegiatan usaha dilakukan wntuk dikukuhkan menjadi
Fengusaha #ena Pajak dan kepadanya diberikan Nomor

Fengukuhan Pengusaha Kena Fajak.

Fasal 3 ayatA (1) Undang-Undang NDmDE ? Tabun 1994
mengatakan bahwa Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat
pemberitahuan, menandatangani dan menyampaikannva ke
kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajiib pajak
terdaftar atanw dikukuhkan atau tempat lain vang
ditentukan oleh Dirsktorat Jenderal Fajak.

FPengisian Suwrat Pemberitahuan ke dalam formulir vang
disediakan harus dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai
dengan petunjuk vang diberikan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang—undangan perpajiakan vang berlaku.
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Dalam ayat (2) berbunyi bahwa wajib pajak harus
mengambil sendiri  Surat Pemberitahuan di tempat vang

ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 8 ayat (1) yvang menyebutkan bahwa wajib pajak
dapat membetulkan Surat Pemberitahuan atas Lemauan
sendiri dengan menvampaikan pernvataan  tertulis dalam
jangka waktu dua tahun sesudah saat terhutangnya pajak
atau tahun pajak, dengan svyarat Direktur Jenderal Pajak
belum melakukan tindakan pemeriksaan.

dadi berdasarkan sistem s=21F assessment bahwa terhadap
kekeliruan yang disengaja mauvpun tidak disengaja dalam
pengisian  Surat Pemberitahuan vang dibuat oleh waijib
najak, masih terbuka baginva hak untuk melakukan

penbetulan atas kemauan sendiri.

Fasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor & Tahun 1983 vyang
menyebutkan bahwa wajib paiak membavar dan menvetor
pajiak vang terhutang ke Kas Negara atau tempat
ﬁemhayaran lain vang diteﬁtukan oleh Menteri Keuangan.

Ayat (2} menyebutkan bahwa Tata cara pembayaran,
penyetoran dan pelaporannva serta tata cara mengangsur
dan menunda pembavaran pajak diatwr lebih lanjut oleh

Menteri Keuangan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan
NMomor F4B8/kMK.04/1983 tentang Tata Cara Fembavaran,
Penyetoran dan Felaporan Pajak, mengatakan bahwa Fajak

Penghasilan hisa dibavar sendiri oleh waijiib pajak.
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Pasal 12 Undang—-Undang MNomar &6 Tahun 1983, vang
menyebutkan bahwa setiap wajib pajak wajib membayar
pajak vyang terhutang berdasarkan ketentuan peraturan
perundang—undangan perpajakan, dengan tidak
menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Fajak.

Dalam Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa pada
prinsipnya pajak terhutang pada saat timbulnya obyek
pajak vang dapat dikenakan pajak. Saat terhutangnva

pajak tersebut adalah :

1) Pada suatu saat, untuk Pajak FPenghasilan vang -

dipotong oleh pihak ketiga.

2) Pada akhir masa, untuk pajak penghasilan karvawan
vang dipotong oleh pemberi kerja, atau oleh pihak
lain atas kegiatan usaha, atau oleh pengusaha atas
pemungutan Psjak Feritambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Faiak penjualan atas Barang Mewah.

J) Fada akhir tahun pajak untuk Fajak Penghasilan.

Jumlah pajak terbutang vyang telah dipotong, dipungut,
ataupun vang ‘harus dibavar sendiri éleh wajib paiak
setelah tiba saat atauv masa pelunasan pembayarannva.

Berdasarkan undang—undang ini fiscus tidak lagi
berkewajiban untuk menerbitkan Surat Ketetapan Fajak
atas keseluruhan Surat Pemberitahuan wajib pajak.
Fenerbitan sesuatu Surat Ketetapan Fajak hanya terbatas
pada wajib pajak tertentu vang disebabkan oleh ketidak
benaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan ataun kareﬁa
ditemukannvya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh

wajib pajak.
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Sistem PFemungutan Pajak Berdasarkan Undang—Undang Pajak

Bumi dan Bangunan (FBER).

Apabila kita kembali melihat arti dari Sistem Self
Aszessment sebagai suatu sistem  pemungutan  pajak  vang
memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk dapat
melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem

menghitung, memperhitungkan, membavar dan melaporkan

sendiri pajak yang terhutang, maka sebenarnya Undang-Undang’

Momor 12 Tahun 1985 dan Undang—-Undang Nomor 12 Tahun 1994
menganut sistem self assessmenit. Beberapa klausula vyang
mengisyaratkan bahwa Undang-Undang ?ajak Bumi dan RBangunan
ini menggunakan sistem sel¥ assessment adalah @

a. Klausula Yang Menunijukkan Wajib Pajak Melaporkan Sendiri

Obyek Pajaknva, antara lain :

1} Fasal 7 ayat {1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1285,
vang mengatakan bahwa subyek pajak wajib mendaftarkan
obyek pajaknya dengan mengisi  Surat FPemberitahuan
Obyek Pajak (SPOFP)}.

Herdasarkan penjelasan pasal dimabksud disebutkan
bahwa formulir Surat Pemberitahuan Obvyek Pajak (5FP0OF)
disediakan atau dikirimkan oleh Direktorat Jenderal
Fajak kepada subyek pajak.

Avat (2) msnvyebutkan bahwa Surat Femberitahuan Obyek
Pajak harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap
zserta ditandatangani dan disampaikan ke Direktorat
Jenderal FPajak vang wilayah kerjanya meliputi letak

obyek pajak, setelah 30 hari setelah diterimanya
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Surat Pemberitahuan Obvek Pajak (SPOP) oleh subvek
pajak.

Maksud pengisian dengan jelas agar penulisan data
vang diminta dibuat sedemikian rupa sehingga tidak
menimbuikan salah tafsir vang dapat merugikan negara
atau wajib pajak. Benar betrarti data vang dilaporkan
harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tabhun 1989,
yang menyatakan bahwa Berdasarkan Surat Pemberitahuan
Obyek Fajak (SPDF) sebagaimana dimaksud pasal 9 avat
(1), Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat
Femberitahuan Pajak Terhutang (SFPT).

Karena setiap tahbun wajib pajak menerima Surat
Pemberitahuan Pajfak Terhutang (5PPT), maka sudah
seharusnyvalah setiap tahun pula subyek pajak menerima
formulir Zurat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dan
kemudian mengisi dJdan mengirimkan fembalf Surat
Pemberitahuan Bbvek Pajak (S5PGFP) tersebut ke
Direkiorat Jen@erai Pajak.

Hal ini lebih dipertegas lagi dalam pasal 8 ayat (1)
yang mengatakan bahwa Tahwun Fajak adalah jangka waktu
satu tahun takwin yaitu 1 Januari sampai dengan 31
Desember, dan avat {(2) vang mengatakan bahwa Saat
vang menentukan pajak terhutang adalah menurut

keadaan obyek pajak pada tanggal 1 Januari.

usula Yang Menunjukan Wajib Pajak Membayar Sendiri

ak terbhutangnya. sebagai berikut :
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Fasal 11 Undang-Undeng Nomor 12 Tahun 1994, menyvebutkan
bahwa Fajak v ang terhutang bErdésarkan Surat
FPemberitahuan FPajak Terhutang (SFPT) sebagaimana vang
dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) harus dilunasi
selambat—-lambatnva & {enam) bulan sejak tanggal
diterimanva Surat FPemberitahuan Fajak Terhutang (SPFT).
Berdasarkan pernyataan diatas terlihat bahwa sistem
pemungutan Fajak Bumi dan Bangunan {FBE) dilakukan atau
dibavarkan sendiri oleh waiib pajak ketempat pembavaran
vang telah ditentukan. Jadi disini terlihat bahwa wajiﬁ
paiak membavar sendiri pajak terhutangnya ke tempat vang
telah ditentukan sebelumnvya secara self assessment.

Klausula Yang HMenunjukkan Wajib Pajak Menghitung dan

Memperhitungkan Sendiri Fajak Terhutangnva, sehagai

berikut :

1} Pasal 6 avat (1) vang mengatakan bahwa dasar
pengenaan pajak adalah Milai Jual Gbyek Pajak (MJOP).
Dalam avat (2) disebutkan besarnva Nilai Jdual Obvek
Fajak (MNJOF) ditetapkan setiap Z (tiga) tahun sekali
oleh Menteri Keuangan, kecuali untubk daerah tertentu
ditetapkan setiap setabun =sekali sesuai  perkembangan
daerahnva. Dalam penjslasannva pasal tersebut
dipertegas lagi bahwa dalam menetapkan nilai jual,
Menteri FKeuangan mendengarkan pertimbangan Gubernur
serta memperhatikan asas s2if assessment.

Mempertegas pasal diatas, di dalam pasal 2 ayat (2)
dikatakan bahwa NMNilai Jual Oby=k Pajak {NJOF)
tersebut  kemudian disuszun menurnt klasifikasi  Bumi

dan Bangunan berdasarkan nilai juslnva.
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PDitentukannya tarif pajak untuk semua ohyvek pajak
sebesar Q.03% (lima persepuluh  persen) sebagaimana
tersebut dalam pasal 5.

3) Dasar penghitungan pajak sebagaimana tersebut dalam

pasal & ayat (3) adalah Nilai Jual Kena Fajak ([(NJEF)
vang ditetapkan serendahrendabhnva 20 % (dua pulub
persen) dan setinggi-~tingginya 100 % {seratus persen)
dari Nilai Jual Obvek Fajak (NJOFY.
Berdasarkan pasal 1 Peratwran Femerintah HNomor 44
Tahun 1985 +tentang Fenetapan EBEesarnva Fresentasi
Milai Jual Kena Fajak pada Pajak Bumi dan Bangunan
adalah 20 % (dua puluh persen) dari MNilai Jual Obvek
Fajak (NJOF),

4) Pasal 3 ayat () Undang—-Undang Nomor 12 Tahun 1994
Yang menentukan besarnya Nilai Jual Obyek FPajak Tidak
Kena Fajak (NJIDFTKP) ditetapkan sebesar Rp.8.000.000,
(delapan juta rupizh) untuk setiap wajib pajak.

3} Pa=al 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 mempertegas

pasal-pasal diatas bahwa wajib pajak dapat menghitung

sendiri paiak terhutangnya, vaitu bahwa Fajak
terhutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak

dengan Nilai Jual kena Fajalk.

Berdasarkan klausla~klausulsa diatas, terlihat bahwa
Undang-Undang Fajak Bumi dan Bangunan (FBBE) memberikan
kemungkinan bagi wajib pajak untuk melaporkan sendiri obyek
paijaknva, membayar sendiri pajak terhutang serta
menghitung, dan memperhitungkan sendiri pajak terhutangnva

sesuai  dengan prinsip-prinsip vang ada dalam sistem <elf
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Asse=zsment. Dennan  demikian secara normatif dapatlah
ffikatakan bahwa sistem self assessment dalam Pajak Bumi dan
Bangunan ({FEE} adalah sistem pemungutan pajak vang
memberikan kemungkinan wajib pajak untuk berpartisipasi
secara aktif dalam melaporkan sendiri obyek pajaknva setiép
tahun, menghitung dan  memperhitungkan sendiri pajak
terhutangnya dengan berpedoman pada Nilai Jual Obyek Fajak
(MJOF)  vang tersusun dalam Klasifikasi Milai Obyek FPajak
yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangaﬁ setiap tiga tahun
sskali, serta membavar pajak terhutangnva ke Eantor
Felavanan Fajak Bumi dan Rangunan (FBR} vang telah

ditentukan sebalumnva.

Yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah apakah
prinsip-prinsip self assessment vang terkandung dalam
oasal—pasal tersebut diatas sudah diterapkan secara
konsisten dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi  dan
Bangunan {FBR). Dimana sebenarnva letak penyimpangan sistem
self a=zzezzment dalam mekanisme pemungutan FPajak Bumi  dan
Bangunan, mengapa penvyimpangan itu dilakukan. Untuk
menjawab pertanyaan—pertanyaan diatas, dibawah ini akan

disampaikan argumentasinva.
Fenvimpangan Sistem Self Assessment Berdasarkan Keputusan
Menteri- Keuangan Nomor 100Z2/EME.0O04/1985 tentang Surat

Femberitahuan Obvek Fajak (SFOFP).

Kalau mlihat kesederhanaan menghitung pajak

terhutang berdasarkan pasal 7 Undang-—Undang Nomor 12 tahun
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1985 vang mengatakan bahwa besarnva pajak terhutang
dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 0,05%
tlima persepuluh persen) dengan Nilai Jual Kena FPajak
{(MJKF) sebesar 20% dari Nilai Jual Obvek Pajak (NJOP), maka
sebenarnya setiap orang akan dapat menghitung Séndiri pajak
terhutang. Akan tetapi mengapa selama ini wajib pajak
setiap tahunnya hanya mensrima Surat Femberitahuan FPajak
Terhutang (SPFT) tanpa diberl kesempatan untuk menohitung

sendiri pajak terhutangnya.

Letak prinsip menghitung dan memperhitungkan sendiri
pajak terhutang berdasarkan sistem self  azssessment dalam
Fajak Bumi dan Bangunan (FER) sebenarnya terletal penentuan
besarnya Nilal Jual Ghyek Fajak (MNJOP) yang disusun dalam
klasifikasi Bumi dan EBEangunan. Sebagaimana vyang diatur
dalam pazal 7 ayvat {1} Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985
disebutkan bahwa dalam rangka pendataan, subyek pajak waliib
mendaftarkan cbhvyek paiaknya dengan mengisi Surat
Femberitahuan DObyek Fajak (SPOF)}. Dalam ayat (3) pasal yang
=ama menvebutkan bahwa pelaksananan dan tata Cars
nendaftaran obyek pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri

Eeuangan.

Berdasarkan pasal 1 ayat {1) EKeputusan Henteri
Keuangan Momor 1002/FME.04/1283 tentang Tata Cara
Fendaftaran Obvek Pajak, Fajak Bumi dan Bangunan (FER)
menyvebutkan bahwa dalam rangka pendataan, kepada subyek
pajak akan diberikan blanko Surat Pemberitahuan Obyek Pajak

{8FOF)Y. Dalam avat {(2) pasal vang sama menysbutkan bahwa

- . . L eeu Uz = e e s st e o ng e ] AP T E e e o (L S S\ A= - =t Rl 4 Ta1R 1 S8 | A T AP T S T




¥g

=inbyek pajak wajib mengisi Surat FPemberitabuvan Obyek Pajak
{SFOF) dengan jelas, bepar dan lengkap serta menanda
tanganinvya dan mengembalikan Surat FPemberitahuan Obyek
Fajak (SFOP) kepada Direktorat Jenderal Faiak yvang wiléyah
kerjanva meliputi letak obyvek pajak; dalam waktu selambat-
lambatnya 30 ({tiga puluh) hari kerja setelah tanggal
diterimanva blanko Surat Femberitahuwan Obyek Fajalk  (SFOFP)

oleh subvek pajak.

Berdasarkan pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan
distas dizebutkan bahwa Bentuk dan Isi dari Sur-at
nemberitahuan Obyek Fajak (SFOF) ditentukan oleh Direktorat
Jenderal Fajak. Berdasarkan contoh—conftoh blanko vang
dilampirkan dalar Keputusan Henteri tersebut diatas
terlihat bahwa subyek pajak hanva berhak mengisi data—dala
mengenail obvek pajaknva saia, sedangkan vyang menentukan

4lss dari masing-masing obyvek pajaknya adalah petugas

Berikut ini disampaikan salah satu contoh blanko
Surat Femberitahuan 0Obyek Pajak vang merupakan lampiran
Surat Keputusan HMenteri Keuangan Nomor 102/KME.04 /1983

tentang Tata Cara Pendaftaran Obyek Pajak, Fajak Bumi dan

Bangunan (FREBE}.
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| AMFIRAN ¥EFUTUSAN MEMTERT BEPARTEMEN  KEUANGANM Farmulir
FEUANRAN BT REPUBLIK INDONESIA
HOMOE + L002/¥HK.G4/1983 DIEEETGRAT JEHDERAL PAJAK Cheranns
INSFEKST TURAN Tahun Paizk
PEMRANGUNAN TAERAH 19..
SURAT PEHRERITAHURN OBYEK PAJAK (SPOPI
PERSAHAHAN/ PERLADANGAN
PERHATIAN ¢ Diisi denpan hurui cetak
DATR SHUBYEK PAJAK !
1, Haza Subvek Paiak
7. Alzgpat Tespat Tinoogal
RT/RY/RE :
Tesz/¥elurahan
keczazian
Kabupaten/Kotanadya/¥i}
NATA DRYEY PAJAK !
i BRUH I
! ! . BANGLNAN
Hll  FERUHTUFAN ORYFY [ETAE NBYEY ! Tanah Perajran VET
|
Luaz (afy|[¥las Fylluas(mt)|Klast)|Luas (a?}{Klas 1
L 7 1 4 G} & 7 ;] g 10

i
:
]
l
l
i
!

i

4

Ferpeaizan ¢

Gays menvatakan hahka dengan sepengatuan dan kesadaran sava sepenuhnya  akas  akibat-

akihatnya apa vano tzlah diberitahukan di atas beserta lappiran-tampirannya
adalah henar, jelas dan tidak bersvarat.

Eaterapgan @ $) Diisi pleh petugas majak

CATATAN : DELAN HAL BERTINDAK SELAKY
KU&3a SUPAYA SURAT KUASA DILAMPIRKAN

erereseniaresronry SARAEAL Lo

Tanda kangan @

Mama Terang @

Berdasarkan
Menteri

keterangannya

kaolom 3,

..... BT T

7 dan 9 dari

lampiran
Keuangan diatas yang diberi tanda x),

hanva boleh diisi oleh petugas,

Leputusan
dimana dalam

menunjukkan
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hahwa vang berhak menentukan klas dari suatu obyvek pajak
adalah fiscus, sedangkan wajib pajak hanya hersikap passip
saja, dalam arti tidak diberikan hak untuk menentukan klas

dari cbvek pajaknva sendiri.

Hewenang fiscus dalam menentukan klas dari suatu
obyek paiak berarti pula bahwa vang berhak menentukan NilajJ
Jual Obyek Pajiak (NJOP) adalah Tiscus. Hal ini berarti pula
bhahwa wvang berhak menentukan seorang subvel pajak meniadi
waiib pajak adalah fiscus. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa Keputusan Menteri Kewangan Nomor 1002/KME.04/1985 ini
telah menyimpang dari prinsip self assessment vang tertuang
dalam Undang-Undang ¥etentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
dan prinsip self assessment yang tertuang Undang-Undang

Fajak Bumi dan Bangunan (FER).

Berdasarkan Surat KEeputusan Menteri Kewangan fNomor
F00Z/EME . 04/1985 vang beherapa kali dirubah  dan vang
terakhir dengan Keputusan Menteri EKeuangan Momor. ...
FEME.Q4/1994  tentang Fenentuan Klasifikasi dan  Besarnya
Milai Jual Obyek Fajak Sebagai Dasar Fengenaan Fajak Bumi
dan Bangunan, telah membagi suatu obyek pajak  bumi kedalam
30 klas vaitu klas 1 sampzi klas 20, dan ohyek pajiak
bangunan ke dalam 2 klas vaitu klas A, B, €, D, dan E vang
masing-masing klas dibagi dalam 4 éub klas. Di dalam
keputusan menteri ini ditentukan penggolongan nilai  jusl
bumi dan nilai jual bangunan, sehingga apabila hal ini
dikonfirmasikan dongan EKeputusan Menteri Keuangan yang

mengatur tentang tata cara pendaftaran obyek pajak, maka
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dapat dikatakan bahwa vang berhak menentukan

Nilai Jual

Obyek Pajak (NJOP) untuk setiap obyek pajak adalah fiscus.

Untuk memperjelas pernvataan diatas, berikut ini

disampaikan contoh lampiran Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 174/KMK.04/1993

tentang Penentuan Klasifikasi dan

Besarnva

MNilai

Fajak Bumi dan Bangunan :

dJual Obvek Pajak Sebagai

lLampiran I

Dasar

Pengenaan

Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 174/KMK.04/1993
Tanggal 23 Peshruari 1993

KLASIFIKASI PENGGOLONGAN, DAN KETENTUAN NILAI JUAL BUMI

KELAS PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI KETENTUAN NILAI JUAL
{Rp./M2) BUHL (Rp./H2}
1 2 3
1 > 3.000.000 s/d 3.200.000 3.100.000
2 > 2.8%0.000 s/d 3.000.000 2.923.000
3 > 2.708.000 s/d 2.8%0.000 2.779.000
4 > Z2.973.000 s/d 2.708.000 2.5640.000
3 > 2.444.000 s/d 2.573.000 2.208.000
) > 2.261.000 s/d 2.444.000 2.332.000
7 7 2.091.000 s/7d4 2.261.000 2.1756.000
8 > 1.934.000 s/d 2.091.000 2.013.000
? > 1.789.000 s/d 1.934.000 1.842.000
10 > 1,433,000 s/d 1.789.000 1.722.000
11 > 1.490.000 s/d 1.455.000 1.573.000
iz > 1.341.000 s/d 1.490.000 1.414.000
13 > 1.207.000 s/d 1.341.000 1.274.000
14 > 1.086.000 s/d 1.207.000 1.147.000
15 > 977.000 s/d 1.084.000 1.032.000
16 > 235.000 s/d 277.000 216.000
17 > 748.000 s/d 853.000 802.000
18 > 633000 s/d 748.000 702.000
19 pd 373.000 s/d 455.000 614.000
20 > 301.000 s/d 373.000 337.000
21 > 426.000 s/d 301.006 444,000
22 g 362.000 s/d 426.000 374.000
23 > 308.000 s/d 342.000 335.000
24 > 262.000 s/4d 308.000 282.000
23 > 223.000 s/d 262.000 243.000
26 > 178.000 s/d 223.000 200.000
z7 > 142.000 s/d 178.000 1560.000
28 > 114.9000 s/d 142.000 128.000
9 e 71.000 s/d 114.000 1063.000
30 - 73.000 s/d 21.000 82.000
31 > 33.000 s/d 73.000 44.000
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1 2 3

32 > 41.000 s/d  55.000 38.000
33 * 31.000 s/d  41.000 36.000
34 > 23.000 s/d  31.000 27.000
35 > 17.000 s/d  23.000 20.000
36 > 12.000 s/d  17.000 14.000
37 > 8.400 s/d  12.000 10.000
38 > 5.900 s/d 8.400 7.150
39 > 4.100 s/d 5,900 5,000
40 > 2.900 s/d 4.100 3.500
a1 > 2.000 s/d 2.900 2.450
42 > 1.400 s/d 2.000 1.700
43 > 1.050 s/d 1.400 1.200
a4 > 760 s/d 1.050 910
a5 > 550 s/d 760 460
46 > 410 s/d 550 480
47 > 310 s/d 410 350
48 > 240 s/d 310 270
49 > 170 s/d 240 200
50 1 170 s/4 140

K1 ASIFIKAST PENMGGOLONGAN, DAN KETENTUAN NILAI JUAL BANGUMAN

lampiran II
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 174/KMK.0471993

Tanggal 23 Pebruari 1993

KELAS PEMGGOLONGAN NILAI JUAL KETENTUAN NILAI JUAL
BANGUNAM (Rp./HZ) BANGUMAM (Rp./M2)

1 2 3

1 > 1.034.000 s/d 1.366.000 1.2060.000
2 > 202.000 s/d 1.034.000 768.000
3 > 744.000 s/d 202.000 823.000
4 b 656.000 s/d 744,000 700.000
3 > 934.000 s/d 456,000 3953.000
6 > 476.000 s/d 534.000 305.000
7 > 382.000 s/d 4746.000 429.000
8 > 348.000 s/d 382.000 363:000
? = 272.000 s/d 348.000 310.000
10 > 236.000 s/d  272.000 264.000
11 * 194,000 s/d 254.000 223,000
12 > 188.060 s/d 1924.000 191.000
13 * 136.000 s/d 188.000 162.000
11 b 128.000 s/d 1346.000 132.000
15 > 104.000 s/4d 128.000 116.000
14 > 22.000 s/d 104,000 28.000
17 > 74.000 s/4d 22.000 83.000
i8 > 68.000 s/d 74.000 71.000
i9 p 52.000 s/d &8.000 60.000
20 A 52.000 s/d 30.000

Berdasarkan contobh lampiran EKeputusan HMenteri Keuangan

diatas,

ochyek

terlihat bahwa fiscus telah menentukan harga

pajak untuk

masing—masing

klas, dengan 3

Jjual

alan
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mengambil nilai tengah dari masing-masing klas. Metode ini
dilakukan dengan cara menjumlah nilai jual terendah dan
tertinagi dari masing—masing klas kemudian dibagi 2.

Dengan demikian apabila hal ini dikonfirmasikan dengan
keputusan Menteri Keuangan tentang tata cara pendaftaran
nbyek pajak, dimana Tfiscus diberi kewenangan untuk
menentukan kelas suatu obyek pajak, maka dapatlah dikatakan
bhahwa fiscuslah sebenarnya yang menghitung besarnya  pajak
terhutang, Sebagaimana yang memang berlaku selama ini. Ini
berarti bahwa Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Cara
Fendaftaran Obyek dan Keputusan Menteri Keuangan tentang
Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak
Sebagai Dasar Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan telah
mengingkari prinsip-prinsip self assessment sehbagaimana
vang diamanatkan dalam Undang—-Undang tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang tentang Pajak
Rumi dan Bangunan (PBBE}.

Fenentuan besarnya Nilai Jual Obyek FPajak (NJOF)
vang digunakan untuk usaha bidang perkebunan, perhuatanan,
pertambangan, perikanan dan peternakan ditentukan @menurut
tata cara sebagaimana tercantum dalam lampiran III, IV, v
dan VI Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/7/KMK.04/1993,
dan telah dirubah oleh keputusan Menteri Keuangan Nomor
273/KMK.04/19%5 tentang Perubahan Atas Lampiran III, IV, V
dan VI Eeputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KMEK.C4/1793
tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Obvyek
Fajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
Sebagaimana Telah Beberapa ¥Kali Dirubah Terakhir Dengan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 196/KMK.04/1994

e ek A
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|
Berdasarkan lamgiran IIT Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 273/KMK.04/19953 | adalah sebagai berikut :
a. Bumi
i 1) Tanah produktif | adalah tanah vyang sudah ditanami
dengan komoditi |perkebhunan dan  telah menghasilkan,

Nilai Jual Obyek FPaiak {NJORP }—niva ditentukan

berdasarkan NilJi Jual Dbvek Pajak (MJOP) tanah

disekitarpya/disekelilingnya vyang sejenis ditambah
dengan 1607  (seratus persen) Standar Investasi

Tanaman.

2) Tanah belum produktif adalah tanah vang dapat
menghasilkan tetapi belum dimantfaatkan, vang
meliputi :

a) Tanah yang tidak/belum ditanami, vaitu tanah vang
dapat menghasjilkan komoditas perkebunan, tetapi
tidak/belum dimanfaatkan, seperti tanah cadangan,
tanah bero dﬁn tanah persiapan tanaman. HRNilai
Jualnvya diten%ukan berdasarkan nilai jual obyek
paiak ltanah disekitarnva/disekelilingnya yang
sejenis.

b} Tanah vyang bellum menghasilkan, vaitu tanah vang

sudah ditanam
menghasilkan,
dan tanah

perkebunan. N

ditentukan 5

1. komoditas perkebunan tetapi belum

seperti tanabh pembibitan/peremaijaan

yang sudah ditanami komoditas
ilai Jual DObyek Pajak (MJOP)—-nva
ehbesar Nilai Jual Tanah seperti

tersebu  huruf

persen) dari 9

:a} ditambab dengan 304 (lima puluh

Fandar Investasi Tanaman.

T
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3) Tanah vyang tidak praoduktif adalah tanah vang tidak
dapat ditanami seperti tanah rawa, tanah cadas, tanah
garapan, Jjuwrang dan tanabh lainnya yang tidak dapat
dimanfaatkan cleh perkebunan, Nilai Jual Obvyek Pajak
(NJOP}—nva ditentukan berdasarkan, Nilai Jual Pajék
Tanah disekitarnya/disekelilingnva.

4} Tanah emplasemen, vaitu tanah vang diatasnya terdapat
bangunan—bangunan dan pekarangan, Nilai Jual Obyek
Fajak {(NJDP)—nva ditentukan berdasarkan klasifikasi
vang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilavah Direktorat
Jenderal pajak berdasarkan klasifikasi sebagaimana
lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Nomor

174/KME .04 /1993,

B. Banguwunan
1} Bangunan, termasubk dalam lingkungan vang dipergunakan
oleh perseorangan dan/atau badan, Nilai Jual Obvek
Fajak (NJOF)-nya ditentukan sebagaimana diatur pada
Pasal 1 avat (1) atau avat (2} Keputusan Menteri

teuangan Nomor 174/KMK.04/1993.

Berdasarkan lampiran IV Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 273/KMK.04/1995 mengenai Penentuan Besarnya WNilai
Jual Obvek Pajak (NJOF) Usaha Bidang Perhutanan, adalah

sebagail beribkut =

a. Bumi

1} Tanah produktif adalah tanah yang sudah menghasilkan

komoditas perhutanan vang berupa kavu tebangan,
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rotarn., damar dan komoditas perhutanan lainnva

vang meliputi -

ajl

B)

Tanab hutan vang telabh dikenakan IHH, Nilai
Jual Obyek Paiak (MNJOF)-nva tidak perlu ditentukan
karena pengenaan dan pembavaran Pajaﬁ Bumi dan
Bangunan (PBB)-—nva telah ditetapkan berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1990.

Tanah hutan vang telah menghasilkan di luar
pengusahaan berdasarkan HPH, HPHH dan HPHTI, Nilai
Jual Obvek Pajak (MNJOP)}-nyva ditentukan berdasarkan
Nilai Jual DObyek Pajak (MNJOFP) tanah disekitarnva,
serendah—-rendahnya kelas 44 berdasarkan
klasifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I

Keputusan Menteri Keuwangan MNomor 174/KMK.04/19293.

23} Tanah belum produktif adalah tanah vang dapat

menghasilkan dan sewaktu—waktu akan menghasilkan yang

meliputi @

a)

b)

Tanah hutan Mon Blok Tebangan, Milai Jual Obvebl
Pajak (MJIOFP}—nvya ditentukan berdasarkan Nilai Jula
Obvek Pajak (NJDF) Tanah disekitarnya, serendah—
rendahnva kelas 47 berdasarkan klasifikasi
ssbagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri
Kuangan Nomor 174/KMK.04/1993.

Tanah hutan Non Blok Tebangan vang dibudidayakan
dengan tanaman seperti sonokeling, Jjati, kayu
manis dan lainnya, Nilai dJdual Obyek Fajak
(MNJOFP)—nva ditentukan berdasarkan Nilai Jual Obyek
Fajak (MNJOP) tanabh disekitarnvya serendah—rendahnya

kelas 48, berdasarkan klasifikasi sebagaimana
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tercantum pada  lampiran I Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 174/KMK.04/1993.

£) Tanah hutan Non Blok Tebangan vang ditanami dengan
tanaman industri (Hutan Tanaman Industri/HTI),
Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)-nya ditentukan
berdasarkan Milai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah
disekitarnva, serendah—rendahnya kelas 49
bherdasarkan klasifikasi sebagaimana lampiran I

Keputusan Menteri kKeuwangan Nomor 174/KMK.04/1993,

E) Tanah vang tidak produktif adalah areal vyang tidak

43

L

ada tegakannva seperti tamah rawa, hutan payau, hutan
yang digunakan pihak ketiga, waduk/danau, dan
lainnya, Milai Jual {byek Pajak (NJOP)-nva ditentukan
berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah
disskitarnya/disekelilingnya.

Tanah emplasemen, vaitu tanah vang diatasnva terdapat
bangunan—bangunan dan pekarangan, Nilai Jual OGbvek
Pajak (NJOF)-—nva ditentukan berdasarkan klasifikasi
vang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal pajak berdasarkan klasifikasi sebagaimana
lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Nomor

174/7kMK. 0471993,

b. BRangunan

Hangunan, termasuk dalam lingkungan vang dipergunakan
oleh perseorangan dan/atau badan, Nilai Jual Obyek
Fajak (NJOF)-nva ditentukan sebagaimana diatur pada
Pasal 1 avat (1) dan avat (2} EKeputusan HMenteri

Keuangan Nomor 174/EMIK.04/1993,
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Nomor

Jual

iff

Berdasarkan  lampiran V Keputusan Menteri Keuangan

273/KMIK.04/1295 mengenai Penentuwan Besarnya Nilai

Obyek Pajak {NJOF) Usaha BRidang Pertambangan adalah

sebagai berikut :

a- Bumi

13

Fertambangan Minvyak dan Gas Bumi dan Panas Bumi.

a) Bumi produktif adalah bumi vang dimanfaatkan untuk

usaha bidang pertambangan Minyak dan Gas Bumi

dan

panas bumi dalam tahap eksploitasi/penambangan,

Milai Jual Obyek Pajak (NJOFP)—-nya ditetapkan

sebesar nilai kapitalisasi obvek pajak vaitu 10

X

hasil brutoc dalam satu tabun sebelum tahun pajak

vang bersangkutan.

b} Bumi belum produktif, meliputi :

(1} Paratan {(on shore}/perairan (off shore) untuk

penyelidikan feksploitasi yvang sedang/ akan

dilakukan penelitian dalam usaha bidang

pertambangan minvak, gas dan panas, Nilail

Jua

Obvek Pajak (NJOP)—lnva ditentukan berdasarkan

Nilai Jual Obvek Fajak {NJOP} tanah
disekitarnva, serendah—rendahnya kelas 46
sebagaimana tercantum pada lampiran I

Keputusan Menteri Keuangan Momor 174/EMK.04/

192932

(Z2) Bumi Non Froducing Open  adalah bumi_ v ang

dimanfaatkan wntuk usaha bidang pertambangan

minyak, gas dan panas bumi dalam tahap

e st b TR R




c)

d}

eksploitasi/ penambangan tetapi belum
dilaksanakan penambangannya, Nilai Jual Obyek
Pajak (NJOP)Y-nya ditentukan berdasarkan MNilai
Jual Obvek Pajak {NJOF)Y tanah disekitarnya
/disekelilingnya.

{%) Bumi Non Producing Plug/Abandon adalah bumi
vang telah selesai ditambang dan untuk
sementara ditinggalkan atau ditutup, Nilai
Jual Obvek pajak {NJOP)—nva ditentukan
berdasarkan Nilai Jual 0Obvyek FPajak (NJOFP)
tanah disekitarnya/sekelilingnya.

{4} Perairan vyang dimanfaatkan untuk tujuan vang
sama dengan (2) atau (3}, Nilai Jual Obyek
Fajak (NJOF)—-nva ditentukan serendah-rendahnya
kelas 45 sebagaimana tercantum pada lampiran I
Keputusan Menteri Keuangan Nomor  174/KMK.04/
1993,

Tanah kosong (tidak termasuk tanah kaosong yang

dilakukan penyelidikikan LUMLLT eksplorasi,

penambangan » tanah pengamanaﬁ dan tanah
emplasemen), Nilai Jual Obyek pajak (NJOP)-nya
ditentukan berdasarkan Nilai Jual Obvek Faiak

(NJOF) tanah yvang berada disekitarnva/

disekelilingnysa.

Tanah pengamanan, yaltu tanah vang disediakan/

berfungsi untuk pengamanan, Nilai Jual Obyek pajak

{(NJOFY—nvya ditentukan berdasarkan Nilai Jual Dby ek

Fajak {(NJOF) tanah vyang berada diekitarnya/

disekelilingnvya-
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e) Tanabh emplasemen, vyaitu tanabh vang diatasnva

terdapat bapgunan—banguran dan pekarangan, Nilai
Jual Obyek Fajak (NJOP)—nva ditentukan berdasarkan
klasifikasi vang ditetapkan oleh Kepala Kantor
Wilavah Direktorat Jenderal Paiak berdasarkan
klasifikasi sebagaimana tercantum pada lampiran I

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KMK.04/1993.

2) Pertambangan Bukan Minyvak dan Gas dan Panas Bumi.

a)

b)

Bumi produktif adalah bumi yang dimanfaatkan pada
tahap eksplorasi/ penambangan, Nilai Jual Obyek
Fajal- {NJDFP)—nva ditetapkan samsa denqgan
kapitalisasi obyek pajak vaitue 10 kali harga jual
hasil tambang di mulut tambang (ROM) dalam satuo
tahun sebelum tahun paiak vang bersangkutan.
Besarnvya harga Jjual tambang di mulut tambang,
dihitung berdasarkan suatu  presentase tertentu
atas harga jual FOEB/FDR hasil tambang tersebut.

Bumi belum produktif meliputi

(1) Bumi vang dikuasai dan/atau dimanfaatkan dalam
tahap kegitan penambangan, Nilai Jual 0Obyek
Fajak (NJOP)—nva ditetapkan sebagai berikut :
fa) Daratan/perairan penvyelidikan wmum, vaitu

areal di dalam Wilayah Kuasa Penambangan
(WKF) yang akan/sedang dilaksanakan
penyelidikan secara geoclogi  umum atau
geofisika di daratan, perairan atau dari
udara, dengan maksud untuk membuat peta

geclogi UMmLUm atau untuk menetapkan

e e o 1 4+ A = 13T w1 s ¢




{b)

tanda—tanda adanva lahan galian pada

vpmumnya, Nilai Jual Obyek Pajak (MIOP)—-nva

ditetapkan 3% x Nilai Jual Obyek paijiak

(NJOP ) tanah disekitatnya serendah—

rendahnya  kelas 49 sebagaimana tercantum

pada lampiran I Keputusan Menteri Keuangan

Namor 174/KMK.04/71993.

Daratan/perairan eksplorasi, vaitu ltanah/

pErairan di dalam Hilavah Kuasa

Fertambangan fWKP) yang diperkirakan

mengandung baban galian dan kLerenanva

periu diteliti/diselidiki secara geologi
pertambangan guna menetapkan lebih teliti/
seksama jumlah cadangan, kadar, dan sifat
bahan galian, Nilai Jual Obyek Faiak

{NJOP }~nva ditentukan sebagai berikut :

- Tahun kesatu s/d kelima : 204 %= Nilai
Jual Obvek Pajak (NJOP) tanah sekitarnva
garendab—-rendahnya kelas 4% sebagaimana
tercantum pada lampiran I Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 174/KMK.04/1993.

- Upntuk perpanjangan I dan II :: 3294 x
Nilai Jual Obyek Pajak (NJOF) tanah
sekitarnvya serendab—rendahnya kelas 49
sehagaimana tercantum pada lampiran 1
Keputusan Menteri Keuangan Nomor

174/KMK.04/1993.

{2) Bumi vang dipergunakan untuk cadangan tambang,

yvaituw bumi vang selesai dieksplorasi dan
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sewaktu-waktu siap untuk ditambang, Nilai Jual

Obvek pajak (N3DF)- nva ditentukan berdasarkan

Milai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah di
sekitarnva serendah—rendahnva kelas 43
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

Keputusan Menteri Kewangan Nomor 174/7KMEK.O4/

1993,
£} Tanah kosong (tidak termasuk tanah kosong
vang dilakukan penvelidikan uamum, eksplorasi,
penambangan, tanah pengamanan dan tanah

d)

e)

pmplasemen), Nilai Jual Gbvyek Pajak (NJOP)—nva
ditentukan berdasarkan Milai Jual Obyek Pajak
(MJOP) tanah di sekitarnva/ disekelilingnya.

Tanah pengamanan, vyaitu tanah vang disediakan/
berfungsi untuk pengamanan, Milai Jual Obyek Pajak
{NJOP)—nva ditentukan berdasarkan Nilai Jual Obvek
paiak (MIOP} tanah vang berada disekitarnva/s
disekelilingnva.

Tanah emplasemen, valtu tanah vang diatasnya
terdapat bangunan-bangunan dan pekarangan, Nilai
Jual Obyek Pajak (MJOP)—nya ditentukan berdasarkan
klasifikasi vang ditetapkan cleh kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Paiak berdasarkan
klasifikasi sebagaimaga tercantum dalam lampiran 1T

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KMK.04/719935.

. Bangunan
1) Rangunar, termasuk dalam lingkungan yang dipergunakan

ocleh perseorangan dan/atau badan, Nilai Jual 0Obyek




f i

paialk (NJOFPY—nva ditentukan sebagaimana vang diatur
pada pasal 1 avat (1) atay ayat (2) Keputusan Menteri

Keuangan MNomor 174/EMK.04/1993.

RBerdasarkan lampiran VI Keputusan Menteri Keuangan

Momor 273/KMK.04/1995 mengenal Penentuan Besarnya Nilai
Jisal Dbyek Pajak (NJOP) Usaha Bidang Perikanan dan

Peternakan, adalah sebagai berikut =

2. B umi

1) Tanah/perairan yang dipergunakan untuk usaha bidang
perikanan wmeliputi perikanan laut, perikanan darat,
tambak, dan budi dava mutiara, Nilai Jual Obvek Pajak
fNJUP)—nya ditetapkan sebagai berikut :
a) Untuk usaha bidang perikanan laut, Nilai Jual

Obyek Pajak (NJORP)-nva ditentukan berdasarkan
Milai Jual Obyek Pajak (NJOF} sebagaimana
tercantum pada lampiran Keputusan Menteri Keuangan
Nompr 174/EMK.04/1993,

b) Untuk usaha bidang perikanan darat, Nilai Jual
byek Fajak (NJOF)-nva nya ditentukan berdasarkan
Milai Jual Obyek Fajak (NJOF) tanah disekitarnva/s
disekelilingnva.

] lntuk usaha bidang tambak, Nilai Jual Obyek Pajak
(NJOF)-nya ditentukan berdasarkan Nilai Jual Obvy ek
Fajak (NJOP) tanah disekitarnya/disekelilingnya.

d) Untuk wsaha bidang budi daya mutiara, Nilai Jua

bvek FPajak {NJOF)-nva dietntukan serendah-

rendahnya kelas 45 sebagaimana tercantum dalam
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lampiran 1 ¥Keputusan Menteri Nomor 174/KME.Q4/
1993,

2) Tanah/perairan yang dipergunakan untuk usaha bidang
peternakan, Milai Jual Obvek Fajak (NJOF )—nva
berdasérkan Niléi Jual Onyek Pajak (NJOP} tanah
disekitar/disekelilingnva.

Z) Tanah emplasemen, vaitu tapah vang diatasnya terdapat
kangunan—bangunan dan pekarangan, Milai Jual OGhvek
Fajak (MJOF)—nva ditentukan berdasarkan klasifikasi
vang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilavah Direktorat
Jendeiral Fajak sesuai dengan klasifikasi sebagaimana
tercantum pada lampiran I Keputusan Menteri Kedangan

MNMomor 174/KME.04/71993.,

b- Rangunan
1} Bangunan, termasuk jalan lingkungan yang dipergunakan
oleh perseorangan dan/atau badan, Nilai Jual Obyek
Fajak {(NJOP)—nva ditentukan sebagaimana yang diatur
pada Pasal 1 avat (1) dan ayat (2) EKeputusan Menteri

Keuangan Nomor 174/KMEK.04/7199Z.

Untuk mengetahui lebih rinci dan detail @engenai
penerapan  sistem self assessment dalam  pemungutan Fajak
Bumi. dan Bangunan (PBER), maka dalam Bab III herikut ini
akan dipaparkan hasil penelitian di lapangan mengenai
penerapan sistem self assessment dalam Fajak Bumi dan

Bangunan A3 Kotamadva Daerah Tingkat I1 Semarang.
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HASTL. FENELITIAN DAM ANALISIS DATA

A. FENERAPAM . SISTEM SELF ASSESSMENT DALAM PEMUNGUTAN PAJAK RBUMI

DAN BANGUNAN (FBER)

1. Sistem S=21f Assessment Dalam Prosedur Pendafttaran Obvyek dan

Subvyek Pajalk.

Dalam kaitannya dengan subyek dan obyek Pajak Bumi

dan Rangunan (PBB}, Pasal 2 dan 10 Undang-Undang Nomor 12

tahun 1985 mengatur tentang pendafttaran, Surat

Pemberitahuan Obyek Pajalk (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak

Terbutang (SPFT) dan Surat Ketetapan Pajak (SKPF). FPasal ¢

menstapkan beberapa hal vaitu :

a. Dalam avat (1) disebutkan bahwa, dalam rangka pendataan,
subyek pajak wajib mendaftarkan obvek pajiaknya dengan
menglsi Surat Femberitabuan Obyek Pajak (SFOPY. Dalam
penjelasannva disebutkan bahwa dalam rangka pendataan.
wajib pajak akan diberikan Surat Femberitahuan Obvyek
Pajak {SFOP) untuk diisi dan dikembalikan kepada
Dirgktorat Jenderal Fajak. Wajib Fajak vang dikenakan
IFEDA +tidak waiib mendaftarkan obyek pajaknva kecuali
kalau menerima Surat Pemberitabuan Obyek Pajak (S5FP0F),
maka dia wajib mengisi dan mengembalikannya kepada

Direktorat Jenderal Fajak.




b.

Dalam ayat (2) disebutkan bahwa, Surat FPemberitahuan
Obyek Fajak (SPOP) sebagaimana dimaksud dalam ayvat (1)
harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta
ditandatangani‘ dan disampaikan kepada Direktorat
Jenderal Pajak vang wilayah kerjanva meliputi letak
obvek pajak, selambat—-lambatnya 30 (tiga puluh} hari
setelah tanggal diterimanya Surat FPemberitahuan Obhvek
Fajak (5FP0FP) cleh subvyek pajak. Dalam penjelasan ayat
ini disebutkan bahwa, vang dimaksud jelas, benar dan
lengkap adalah : jelas, dimaksudkan agar penulisan data
yang diminta dalam Surat Pemberitahuan 0Obyek Pajak
(SFPOF) dibuat sedemikian Fupa, sehingga tidak
menimbulkan salah tafsir vang dapat merugikan negara
maupun wajib pajak sendiri. BHenar, berarti data vang
dilaporkan harus sesual dengan keadaan yvang sebenarnya,
seperti  luas tanah dan/ataw bangunan, tahun dan  harga
peralehan dan seterusnya sesuai dengan kolom—kolom/
pertanyaan vang ada pada Surat Pemberitahuan Obyek Paiak
(SPFOFY. Lengkap berarti tidak mengandung kekurangan-—-
kekiv-angan.

Dalam avat (3) disebutkan bahwa, pelaksanaan dan tata
cara pendaftaran obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam
avatlt {1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri
Feuangan.

Rerdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 100Z/7KMEK.0O4
/1985 dalam rangka pelaksamaan ketentuan Pasal 9 ayat

{3 Uindang—Undang Nomor 12 Tabun 1985, kemudian
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ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan vang mengatur tata

cara pendaftaran obvek pajak, Pajak Bumi dan Bangunan.

Isi vang penting di dalam Keputusan Menteri Keuangan
tersebut adalah Pasal 1 dan Pasal 3. Dalam Pasal 1
disebutkan 2 {dua) hal, yaitu =

1) Dalam rangka pendataan, kepada subvyek diberikan
blanko Surat Pemberitabuan Obyek Pajak (5P0OP).

2} Subvek pajak wajib mengisi Burat Femberitahuan Dbyek
FPajak (S5F0OF) dengan jelas, benar dan lengkap serta
menandatanganinya dan mengembalikan Suraf
Pemheritahuan Obyek Paiak (SFPOF) kepada Direktorat
Jenderal Pajak, vang wilavah kerjianya meliputi letak
obyek pajak, dalam waktu selambat—-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya blanko
Surat Pemberitabuan Obyek Pajak (SFOP) oleh subyek
pajak.

Sedangkan dalam Pasal 3 ditetapkan 3 hal, vaitu :

1) Apabila 'subyek pajak dalam jangka waktu sebagaimana
teliah ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (2} belum
mengembalikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOF),
kepadanva akan diberikan Surat Tegoran oleh
Direktorat Jenderal Pajak.

?) Apabila subvek pajak belum juga mengembalikan Surat
Femberitabkuan DObvek Pajak (SFOP) dalam jangka waktu

sehagaimana ditetapkan dalam Surat Tegoran,
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Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan
Pajak (SKP) secara jabatan.

3) Apabila data vang tercantum dalam Surat Femberitahuan
Obyek Fajak (5F0OF) vang dikembalikan oleh subyek
pajak tidak Jjelas, benar dan lengkap, Direktorat
Jenderal Pajak menerbitkan BSurat Ketetapan Pajak

(5kKkP) secara jabatan.

Masibhb dalam kaitannya dengan Tata Cara Pendaftaran

Fajak Bumi dan Bangunan, di dalam Fasal 10 Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1985, memuwat beberapa ketentuan, antara

lain :

a&. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak {SFOF)
sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 1 Direktorat Jenderal
Fajak menerbitkan Surat Femberitahuan FPaiak Terhutang
{(SFFT). Dalam penjelasannva disebutkan Surat
Femberitabuan Pajak Terhutang (SPFT) diterbitkan atas
dasar Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (S5F0P)}, namun
untuk membantu wajib paiak, Surat Pemberitabuan Pajak
Tertwtang (SPFT) dapat diterbitkan berdasarkan data
obyek pajiak vang telah ada pada Direktorat Jenderal

Fajak.

b. Direktur Jenderal Fajak dapat mengeluarkan Surat_

Kepetapan Pajak (SKP) dalam hal-hal sebagai berikut :
1} Apabila Surat Pemberitabuan Dbyek Pajak (SFOP} tidak
disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

{2) dan sestelab ditegor secara tertulis tidak
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disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat
Tegoran.

2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan
1ain ternvata jumlab pajalk yang terhutang lebih besar
dari Jjumlah pajak vang dihitung berdasarkan Surat
pemPemberitabuan Bbyek Pajak {(SFOP) vang disampaikan
aoleh wajib pajak-. Dalam penjelasannya disebutkan
bahwa ketentuan diatas memberikan wewenang kepada
Direktorat Jenderal Fajak untuk dapat mengeluarkan
Surat Ketetapan Fajak terhadap wajib pajak vang tidak

mementthi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinva.

Kemudian dalam rangka menvempurnaannya, maka bentuk
Surat Pemberitahuan Obvek Fajalk (SF0P) disesuaikan dengan
Surat Keputusan Menteri Esuangan Momor 19/EME.04/1986, dan
Surat ¥eputusan ini dirubah  lagi. Ferubahan tersebut
dilakukan melalui Keputusan Menteri Keunangan Nomor

A48/ KMEK.04/198%9 tanggal 24 Agustus 1989.

Bentuk Surat Femberitabuan Obvek Fajak yvang baru ini
terdiri atas dua macam,‘yaitu :
a. Jenis obyek perumaban dan
b. Jenis obyek non perumahan.
Khusus untuk obyek pajak vang termasuk sekior pedesaan
digunakan Surat Pemberitahuan Obyek Fajak (SPOFP), Pajak

Bumi dan Bangunan {FPER) kolektif.
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Sesuai  dengan Pasal % Undang-tindang Nomor 12 Tahun 1985,
pada dasarnya setiap subyek pajak wajib melaporkan obyek
pnaiaknya dengarn mengisi Surat Pemberitabhuan Fajak terhutang
(SPOF). Namun demikian mengingat hesarnya jumlah abvyek
pajak, maka pengisian Surat Pemberitahuan Obyek Fajak
{SPOP)} terbatas kepada subyek pajak vang obyek pajaknya
belum terdaftar, belum lengkap, atau datanva tidak sesuai
lagi dengan keadaan sshenarnva atau ada mutasi/pemindahan

pemilikan.

Menpurut Atep fAdya Barata, peEnyampaian Surat
Femberitahuan Obyek Pajak (GPOP)Y hanva dilakukan kepada
para subyek pajak, sebagai berikut :

a. Obyek pajak vang belum terdaftar, vaitu karena adanva
tanah bukaan baru atau pembuatan bangunan baru.

b. Obyek pajak sudah terdaftar, tetapi data obyeknva
belum/tidak lengkap atau belum/tidak sesuail dengan
kEeadaan sebenarnya.

. Nilai Jual Obyek Fajak (NJOP)-nva berubah, akibat adanya
perkembangan perekonomian  atau tambahan fasilitas di
wilavah letak ub?ek pajak, seperti adanva pembangunan
sarana/ prasarana Jjalan, Jjembatan, saluran irigasi,
waduk dan lain—-lain yang dapat mempengaruhi  peningkatan
Milai Jual Obyek Fajak {(NJOP)-—nva.

d. Obvek pajiak yang dimutasikan, sebagaimana vang
dilaporkan oleh instansi vang berkaitan langsung dengan

ohvek pajak.
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Balam perkembangannya., tata cara pendaftaran obyek

Paiak Bumi dan Bangunan +telah beberapa kali diadakan

perubaban, dan vang terakhir dengan Keputusan Menteri

Keuangan Nomor Kep—B1l7/KMK.04/1%991 tentang Tata Cara

Fendaftaran dan Pendataan Dbyek dan Subyek Pajak Bumi dan

Bangunan {(FHR). Hal-hal vyang penting di dalam Keputusan

Menteri Keuangan tersebut antara lain :

a. Dalam Pasal 2 avat (1) disebutkan bahwa,., pelaksanaan

pendaftaran obyek pajak dilakukan dengan cara subyek
paiak mendaftarkan sendiri Dhyek pajaknya pada Kantor
Felavanman Pajak Bumli dan Bangunan (PEB) vang wilavah
kerianva meliputi lokasi obyek pajak atau tempat—tempat
lain vang ditentukan oleh Direktuwr Jenderal Pajak.
Dalam avat {(2) disebutkan bahwa, dalam hal subyek pajak
belum mendaftarkan cbyek pajaknya dan Kantor Pealayanan
Fajak Bumi dan Bangunan (FBB) melakukan pendataan obvek
pajak, maka subvek pajak wajib mendaftarkan obvek
najaknva kepada petugas pendataan.

h. Dalam Pasal 3 disebutkan babwa, Surat Pemberitahuan
Obvek Fajak {(SPDOPY harus diisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditandatangani oleh subyek pajak dan
dikembalikan kepada EKantor Felavanan Pajak Bumi dan
Bangunan yang wi}ayah kerjanya meliputi letak obvek
pajak atay tempat-tempat lain vang ditentukan oleh
Direktur Jenderal Pajak.

Dalam hal vang menjiadi subyek pajak adalah badan, maka

vang menandatangani Surat Femberitahuan Obyek PFajak
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(SPOPY adalah pengurus atauw direksi. Sedangkan dalam hal
Surat Pemberitabuan Dbhyek Pajak (SPOF) bukan aleh subvelk
paiak., maka harus dilampiri suwrat kuasa khusus dari
subvek pailak.

Tanda penerimaan Surat Pemberitabuan Obyek Fajak (SPOFP)
vang diberikan ocleh peijiabat Direktorat Jenderal Fajak
vang dituniuk untuk itu menjadi tanda bukti
pengembalian Surat Femberitahuan Obvek FPajak (SPOF3}.
Dalam hal Surat Pemberitabuan 0Obvek Fajak (SFOF)
dikembalikan melalui FPos tercatat, maka tanggal vang
tercantum pada bukti pengiriman dianggap sebagai tanggal

pengembalian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SFOFR).

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Faiak Nomor:
Kep~-24/Fj.4/1992 Tentang FPetunjuk Pelaksanaan Fendaftaran

dan Pendataan Obvek dan Subyek Fajak, Fajak Bumi dan

Bangunan (PBR)}, maka bentuk formulir yang tadinya ada 2

{dua) jenis vaitu jenis perumahan dan non perumahan menjadi
satu bentuk saja dengan memberikan data letak cbyek pajak,

data waiib pajak dan data tanah damn bangunan.

Berdasarkan peruntukannya, sesuai dengan obyek pajiak
pleh para subvek pajak, maka dibagi dalam 5 sektor, yaitu :
a. Sektor Pedesaan.
bh. Sektor Ferkotaan.

c. Sektor Ferkebunan.
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d. Sektor Perhutanan.

e. Sektor Pertambangan.

FPenvampaian Surat Pemberitabuan Obvek Pajak (SFOP)
untuk sektor pedesaan dan perkotaan, vaitu
a. Surat FPemberitahuan 0Obvyek Fajak ({(SPOR) disampaikan

langsung kepada para subyvek pajak.

Surat Pemberitabuan Obyek Pajak (SPOFP) vang disampaikan

lansung oleh petugas pajak kepada wajib pajak haruslah
sudah dikembalikan kepada Kantor Felavanan Pajak, Pajak

Bumi dan Bangunan (FEE} atau Kantor Penyuluhan Pajak

Bumi dan Rangunan (FBEB) vang dituniuk, paling lambat 30

(tiga puluh} hari sejak Surat Pemberitahuwan Obyek FPajak

(SFOP) 1ty diterima nleh waiib pajak.

b. Burat Femberitahuan Obvyek Fajak (8P0OF) vang disampaikan
melalui Kepala Kelurahan/kKepala Desa.

1} FPenvampaian Surat Pemberitahuaan Obyek Faiak (SFDF)
kepada wajib pajak melalui Kepala Kelurahan/Kepala
Desa dalam rapat khusus, kemudian Kepala Kelwrahan/
Kepala Desa beserta aparatnya menyampaikan Surat
Femberitahuan ﬁbyek Pajak {(SPOP) itu kepada sﬁbyek
paiak dalam waktu 15 {lima belas) hari sejak
diterimanya Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SFOF)
ituw dari Kepala Inspeksi Tingkat II.

2} Setelah diisi ocleh subyek pajak; Surat Pemberitahuan
Obyek FPajak (SPOF) tersebut harus sudah dikembalikan

ke Desas¥elurahan selambat—lambatnya dalam 3jangka
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waktu 30 (tiga puluh) hari setelabh subvek pajak vang
bersangkutan menerima Surat Femberitahbuan Obyek Fajak
(SPOP)Y dari aparat Desa/kKelurahan.

7} Setelah Surat Pemberitabuan Obvek Paiak (5FPOF) vang
telah diisi oleh subyek pajak diterima kembali oleh
Desa/Keluraban, maka Kepala Desa/Kelurahan harus
mengadakan kareksi dan menyusun kembali Surat
FPemberitabuan Obyek Pajak (SFOFP) dalam jangka waktu 7
hari.

4) KEepala Desa/kKepala ¥Kelurahan mengembalikan Surat
Pemberitahuan Obvek Pajak (SPOP) vang sudah diisi
tersebut ke Kantor Inspeksi/Kantor Dinas Luar dalam

forum rapat vang diselenggarakan khusus.

Setiap penvampaian Surat Pemberitahuan Obyek Fajak
{(SFOFP) kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan, dari Kepala
Desa/Kepala kelurahan dan aparatnya kepada wajib pajak
harus disertail tanda terima. Begitu pula Surat
Famberitahuan Dbvek Pajak (SPOP) yang dikembalikan setelah

diisi harus diberi tanda terima.

Kegiatan—kegiatan yang dimaksudkan tersebut jelasnya
vaitu, dalam penviapan dan penyampaian Surat Pemberitahuan
Dhyek Pajak {SPOF) serta penerimaan isiannya, yaitu :

a. Tahap ¥Kegiatan :
1) Inspeksi Fajak Tingkat I menyiapkan form Surat

Femberitahaun Obyek Pajak + Penuntun pengisiannya,
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Tanda terima dan menyerahkan kepada DIPENDA Tingkat
11 dengan berita acara penverahan.

DIFPENDA Tingkat It menyiapkan Form Surat
Femberitahuan Dbvelk Fajak {SFOP) + Fenuntun
pengisiannva, Tanda terima per Kecamatan dan
menvyerabkan kepada Camat dengan berita acara
penverahan.

Eamat menyiapkan form Surat Pemberitahuan Obyek Pajak
(SFOF)Y + Fenuntun pengisiannva, Tanda terima per
Kelurahan/Desa, dan menverahkan kepada Kepala
Desa/kKepala Kelurahan deﬁgan berita acéré penyerahan.
Kepala Desa/ Kepala Keluwrahan menvampaikan form Surat
FPemberitahuan DObvyek Fajak {SPDOF) + Penuntun
pengisiannva, dan Tanda terima kepada subvek pajak.
Kepala DesalkKepala Kelurahan memhuat daftar pengisian
Surat Femheritabuan Obvyek FPajak (SFOFP) kepada subyek
pajak untuk dikirimkan kepada Camat, DIPENDA Tingkat
11, dengan membuat lampiran tanda terima Surat
Pemberitabhuan Ohyek Pajak (SPOP).

Kepala Desa/kKepala Keluraban menerima isian Surat
Pemberitahuan Obvek Pajak (5POF}, membuat . tanda
terima isiannva dan membuat daftar isian v ang

diterima dari subvek paiak.

7Y kepala Desa/kKepala Kelurahan mengirimkan Daftar

pengiriman Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (5FOF)
vang diterima dari subyek pajak dan lampiran—lampiran

tanda terimanva, isian Surat Pemberitahuan 0Obyek




b.

i
Faiak (SFOP} dikirimkan kepada Camat, DIFPENDA Tingkat
II dengan berita acara penverahan.
8) DIPENDA Tingkat II membuat dan mengirimkan :
- Daftar pengiriman Surat Femberitahuan Obvek Pajak
(5FP0F) kepada subvek pajak.
— Daftar isian Surat Femberitahuan Obyek Pajak (SFOF)
vang diterima dari subvek pajak dan isiannva.
- Daftar subyek pajak vang tidak mengembalikan isian
Surat Pemberitahuan 0Obvek PFajak (5PDP), kepada
Kantor Dinas Inspeksi Pajak Tingkat I dengan berita

acara penyerahan.

Felaksana/linit Keria Yang Terlibat :

1) Kantor Dinas Inspeksi Tingkat I Ipeda/FBR
2) DIFENDA Tingkat IT

F) Camat

4} Kepala Desa/kKepala Kelurahan

5) Subvek Pajak, Fajak Bumi dan Bangunan.

Farmilir dan Daftar/Buku vang dipergunakan :

1) Penuntun pengisian Surat Pemberitahuan 0Obyek Pajak

(SFOF) .
2} Formulir Surat Femberitabuan Obvek Fajak (SFOF).
%) Tanda terima Suwrat Pemberitahuan Obyek Pajak (5FOF).

43} Daftar pengiriman Surat Pemberitahwean 0Obyek Pajak

{SPOF)} kepada subyek pajak.
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%) Daftar isian Surat Pemberitabuam Obvek FPajak {SPOP)
vang diterima dari subvek pajzk.
&) Dafttar subvyek pajak vang tidak mengembalikan isian
Surat Pemberitahuyan Obvek Faiak (SPOP}.
7) Barita acara penverahan Surat FPemberitahuan Dbvek

Fajak (SPOF).

Apabila kita amati secara seksama maka pengisian
Surat FPemberitahun Obvek Fajak (5FP0OP) betrdasarban Undang—
tiIndapg Nomor 12 Tabun 1985 Fasal 79 ayvat (1) dan avat (2)
diatas, sebenarnya sudah mengandung prinsip self aszeszment
=ehagaimana vang diamanatkan oleh Undang—-Undang Nomor &
Tahun 1983 vang telah dirubah dengan Undang-Undang Momor 9
Tahun 1294, Dimana dalam Fasal 2 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 disebutkan bahwa subvelk pajak wajib mendattarkan
ochbhvek pajaknvya dengan mengisi Surat Pemberitabuan Ubyek
Faiak {SFOFPY dengan jelas, benar dan lengkap sarta
ditandatangani olebnya vang kemudian menyampaikannya ke

Direktorat Jenderal Pajak vang wilayah kerjanva meliputi

‘1etak obvek pajak.

Mamun demikian aturan pelaksanaan dari pasal 2 ayat
{1) dan ayat (2) tentang tata cara pendaftaran ocbyek pajak
yvang didasarkan kepada Keputusan Menteri Keuangan baik
terdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor .1002fKMK.04
Tabun 19A%, vang kemudian dirubah dengan Keputusan Menteri

Keuwangan nomor 19/KMK. 0471984, kemudian dirubah lagi
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denq%n Keputusan Menteri Keuangan Nomor 617/7KMK.04/ 1987,
dan  vang terakhir dengan Keputilzan Menteri Keuangan Nomor
B17/¥MK.04/1221, dimana tidak semua kolom—kolom harus diisi
oleh subyek pajak, tetapi ada kolom—kolom vang hanya bisa

diisi oleh fiscus vaitu kolom kelas dan kolom MNilai Jual

Obvek Pajak (NJOF).

Menurut pepngamatan dan analisa sava justeru kolom—
kolom kelas dan kolom—kolom Nilai Jual Obyvek Pajak (NJOP)
itulah vang merupakan kolom vang mengandung nilai-nilai
self assessment. Karena dengan tidak diberikannva wewenang
kepada subyek pajak untuk mengisi kolom kelas dan kolom
Milai Jual Obyek FPajak, maka dapatlah disimpulkan bahwa
pengisian Suwrat Femberitahuan Obyek Fajak (SFPOP)  tidak
menganut sistem self assessment, atau dengan kata 1lain,
hahwa telah terjadi pengingkaran sistem self¥ asszessment

dalam pengisian Surat pemberitahuwan Obvek Pajak (5F0OF).

Hal ini dapat terijiadi karena pengiriman formulir
Surat pemberitahuan Obyek Pajak (5P0P) kepada subyek pajak,
tidak dilampiri/disertsi dengan daftar tabel Klasifikasi
dan RBesarnva Milai Jual Ohvek Pajalk Sebagai dasar Pengenaan
Fajak Bumi dan Banpgunan, sghingga sqbyek pajak dapat
menentukan kelas dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)Y-—nvya

sendiri .
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2. Penerapan Sistem Belf Assessment Dalam Menghitung dan

Memperhitungkan Fajak terhutang.

Nilai Jual Obvek Pajak (NJOP) menjadi dasar bagi
pengenaan  dan cara menghitung pajak atau dapat dikatakan
juga merupakan tax base bagi penentuan besarnya Pajak Rumi
dan Bangunan (PBB)}. Hal ini sangat berkaitan dengan
ketentuan dasar bagi penentuan klasifikasi dan penghitungan
besarnya pajak vang terhutang vang tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 12 tabun 1785, vaitu Fasal 2 avat (2) dan avat

‘{2) vang mengatakan bahwa vang menjadi obyek pajak adalah
bumi  da/atau bangunan. Sedangkan klasifikasi obyek pajak

akan diatur oleh Menteri Keuangan.

Dalam Pasal & avat (1) menyebutkan bahwa Dasar
pengenaan pajak adalah NMilai Jual Obyek FPajak (MNJOF).
Sedanakan hesarnya Nilai Jual Obyek Fajak (MJOP) akan
ditetapkan =etiap tiga tahun s=kali oleh Menterli Keuangan,
kecuali untuk  daerah tertentu ditetapkan setabun sekali

sesuai perkembangan dasrahnva.

Nilai Jual Obyek pajak adalah harga rata—rata vang
diperoleh dari +transaksi jual beli vang terjadi secara
wajar, dan hilamana tidak terdapat transaksi jual beli,
Milai Jual Dbyek Pajak ditentukan aelalul perbandingan
harga dengan chyegk lain yang sejenis, atauw nilai  perolehan

baru, atau nilai jual obyek pengganti.
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Yang dimaksud dengan perbandingan harga dengan obvek
vang lain vang sejenis., adalah satu pendekatan/metode
penentuan  nilai  jual suatu obyek pajak  dengan cars
membandingkan dengan obvek pajak vang lain vang sejenis
vang letaknva herdekatan dan fungsinya sama dan ifelah
diketahui harga Jjualnva. Sedangkan vang dimaksud dengan
Milai peraolebhan haru, ‘adalah suatu pendekatan/metode
penentuan nilai  jual obyek pajak dengan cara menghitung
seluruh  hiava vang dikeluarkan untuk mempercleh ochyehk
tersebut  pada saat penilaiaﬁ dilakukan, Qang dikurangi
dengan penvusutan berdasarkan kondisi fisik cbyek tersebut.
Adapun nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metods
penentuan nilai  jual suatu obyek pajak vang berdasarkan

pada hasil produksi obysk pajak tersebut.

Berdasarkan pendekatan penilaizan maka metode
penentuan Milai Jual Obyek Pajak tersebut dapat digolongkan
dalam 5 {(tiga) pendekatan vaitu :

a. Pendekatan Data Pasar (Harket data Approach)
Dalam pendekatan data pasar ini Nilai Jual Obyek Pajak
{MJOP) dihitung dengan cara membandingkan Dbyék pajak
yang sSeienis dengan obyek lain yang telah diketahui
harga pasarnvas.
Fendekatan  ini pada umumnya digunakan untuk  menentukan
Milai Jual DObyek Pajak (MJOP} tanah, namun  dapat juga

untuk menentukan Nilai Jual Obyek FPaiak (NJOF) bangunan.
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b. Fendekatan RBiava (Cost Apnroach).

Fendekatan ini terutama digunakan untuk menentukan Nilai
Jual Dhyek Fajak {NJOF} bangunan dengan menghitung
selwvuh  biava yanq.dikeluarkan untuk membuat bangunan
baru vang sejenis dikurangi dengan penvusutannya.

Fada saat ini, pendekatan biava dipakai untuk menentukan
Milai Jual Obvek Pajak (NJOP) bangunan dalam progeam
komputer.

Fendekatan Fendapatan (Income Approach)

Dengan pendekatan pendapatan ini, Nilai Jual Obvek Fajak

(MIOF) dihitung dengan cara mengkapitalisasikan
pendapatan satu tahun dari obvyek pajak vang
bersangkutan. Pada umumnya pendekatan ini  diterapkan

untuk obyek paiak vang dibangun untuk menghasilkan
pendapatan seperti  hotel, gedung perkantoran vang
disewakan dan sebagainya. Fendekatan ini dipakai juga
sehbagai alat penguii terhadap nilai vang dihasilkan

pendekatan lainnva.

Sedangkan  apahila dilihat dari cara penilaian

terhadap MNilai Jual Obyek Pajak (NJOP), maka dapat dibagi

dalam 2 {dusa} cara vaitu =

. Penilaian Massal {(Mass Appraissal), yvaitu dengan cara 2

1Y MNilaid Jual Obvek Pajak (NJOF) bumi dihitung
berdasarkan Mial Indikasi Rata-Rata (NIR) vang

tprdapat pada setiap Zona Nilai Tanah (ZNT).
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2) Milai Jual DObyek Pajak (NJOP) bangunan dibhitung
berdasarkan Daftar Riava ¥omponen Bangunan {(DBKB).

F) Perhitungan penilaian massal dilakukan dengan
menggunakan program komputer {(Cowputer Assisted
Valuation/CAV}).

bh. Fenilaian Individual (Individual Appraissal), vaitu
dengan cara ;

Niterapkan wntuk obyek tertentu vang bernilai tinggi

atau keberadaannya mempunvai sifat khusus, antara lain :

1) Obhvek pajak bumi v ang nilainva di atas
Rp.Z.200.000/m2.
2) Obvek pajak bangunan yang nilainva diatas

Fp.1.3&858.000/m2.

) Obvek pajak yang nilai jualnya Rp. 2300.000.000, atau
lebih.

4y Tihvek pajak  tertentu, seperti rumabh mewah, pompa
bensin, jalan tol, lapangan golf, obyek rekreasi,

usaha perkebunan, perhbutanan, dan pertambangan.

Berdasarkan kKeputusan Menteri Keuangan Nomor
173/kMK..04/1995 Tentang Fenentuan Klasifikasi dan Besarnva
Milai Jual Obyek FPaiak Ssbagai Dasar Fengenaan Pajak Bumi
dan Bangunan Jo  Keputusan Menteri kKeuangan Nomor
RII/EME . 04/1998 Tentang Perubahan Atas Lampiran III (tigal,
IV {empat), V (lima), VI (enam) Keputusan Menteri Keuangan
Momor 174/KME.04/1993 Tentang Penentuan Klasifikasi dan

Resarnvya Nilai Jual Obvyek Pajak Sebagai Dasar Fengenaan
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Fajak Bumi dan Bangunan Sebagaimana Telah Beberapa Kali
Dirubah  Terakhir Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
1F96/KMK.0A/1994, maka penentuan besarnya Nilai Jual Obvek
Fajak (MJOF) dilakukan melalui cara-—cara sebagai berikut :
a. Dari rata—-rata transaksi jual beli secara wajar.
Cara ini ftermasuk dalam pendekatan data pasar (market
data approach) dan biasanya digunakan untuk menentukan
Nilai Jual Dbvek Pajak (NJOF) tanah atau bangunan bagi
sektor perkotaan maupun pedesaan, dan menurut  tim
penilaian harga transaksi jual beli vang terjadi sesual
dengan rata—-rata transaksi jula beli secara wajar. Dalam

penerapannya biliasanya penentuan Nilai Jual Obyek Fajak

(MIOP)—nya ditetapkan oleh Kepala Kantor Dirsktorat

Jenderal FPajak berdasarkan klasifikasi sebagaimana
lampiran I Yeputusan Menteri Keuangan Nomor
174/KMK.048/1993,

. FPerhandingan barga dengan obyek lain yvang sejenis.
Cara ini Jjuga termasuk dalam pendekatan data pasar
{market data approach) biasanya digunakan untuk
menentukan: Milai Jual Obyek Pajak (NJOP} bumi,
kadanq—kadaﬁg dapat juga dipakai untuk menentukan Nilai
Jual Obyek Pajak (NJOF) bangunan. Cara ini biasanya
dipakai apabila tidak diketahui harga rata-rata 3Jual
bheli secara wajar, sehingga penentuan Milai Jual 0Obyek
Fajak (NJOF}-nva menggunakan Milai Jual Ohyek Fajak yang
sejenis. Sehingga Milai Jual Obyek Fajak (NJOF}-—nya

ditentukan sehagaimana diatur dalam Fasal 1 ayat (1) dan




1L27
avat (2)Y Kepuntuzan Menteri Keuvangan Nomor 174/KMK.Q4/
199=.
Menggunakan nilai perolehan baru.
Cara ini termasuk  dalam pendekatan biava {cost
appraach), biasanva digunakan untuk menentukan Nilai
dual DObyek Fajak (MJOP) bangunan, dengan menghitung
seluruh  biayva vang dikeluarkan untuk membuat bangunan
haru vang sejenis. Dalam penerapannya hiasanya penentuan
Milai Jual Obyek Pajak {(MJOP)-nya ditetapkan ocleh Kepala
Kantor NDirektarat Jendsral Pajak berdasarkan klasifikasi
sebagaimana lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Nomor
174/KMKLO4/1993.
Menggunakan nilai jual pengganti.
Eara ini termasuk dalam pendekatan pendapatan (Iincome
appraach), biasanya digunakan dengan cara mengkapitali
sasikan pendapatan satue tabun dari  obyek pajak  vang
bersangkutan.
Eerikut ini disampaikan beberapa contoh penentuan Nilai
Jual 0Obyek FPajak {(NJOF) dengan menggunakan nilai jual
pengganti, antara lain :
1Y Di dalam lampiran C Keputusan Menteri Keuangan Nomor
2TI/EME. 0471993 tentang Penentuan Klasifikasi dan
Besarnya MNilai Jual Obyek Faiak Usaha ‘Bidang
Pertambangan, dimana dalam angka I huruf 4 npnomor 1
dissbutkan :
Rumi produktif adalah bumi vang dimanfaatkan untuk

usaha bidang pertambangan, minvak, gas dan panas bumi
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dalam tahap eksploitasi/penambhangan, Nilai Jual Obvek
Faiak {MIOF Y —nva ditetapkan sebesar nilai
kapitalisasi obhyek pajak yaitu 10 x hasil bruto dalam
satu tahun pajak.

2} Dalam lampiran T angka I huruf B nomor 1 Keputusan
Menteri vang sama disebutkan :
Bumi produktif, adalah bumi vang dimanfaatkan pada
tahap eksploitasi/penambangan, Milai Jual Qbvek Pajak
(NJOF)Y—nva ditentukan berdasarkan klasifikasi vang
ditetapkan sama dengan nilai kapitalisasi obvek paiak
yaifu 10 x harga jual hasil tambang di mulut  tambang
(ROM) dalam satu tahun sebelum tahun pajak vang
hersangkutan.
RBesarnya harga jula hasil tambang, dihitung
berdasarkan suatu presentase tertentu atas harga jual
FOR/FOR hazsil tambang tersebut. |

¥Yombinasi antara pendekatan perbandingan harga yang

spjenis dengan Fendekatan nilai jual pengganti.

Eara ini dilakukan dengan menggabungkan pendekatan data

pasar {(market dgata apppraoach) dengan pendekatan

pendapatan {Iincome approach). Cara seperti dapat

dijumpai dalam penentuan Nilai Jual Obyek Fajak {NJOF)

pada 3

1} Dalam lampiran A Eeputusan Menteri Keuvangan Nomor
DT7E/EME.04/19295%  tentang penentuan  Klasifikasi  dan
Begarnva Milai Jual Ohbysk Faiak Usaha Ridang

perkebunan, angka I nomoyr 1 dissbutkan :
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Tanabh produktif  adalah tapab yang sudab  ditanami
dengan  komoditi perkebunan dan  telah menghasilkan,
Nilai Jual Ohyek Pajak {NJOP}—nva ditentukan
berdasarkan Nilai Jual QObvebk pajak {NJOFP) tanah
disekitarnya/sekelilingnya vang sejenis ditambah
dengan 100% (seratus persen) standar investasi

tanaman.

Dalam nomor 2 lampiran vang sama disebutkan s

a) Tanah vang tidak/belum ditanami, vaitu tanah vang
dapat menghasilkan komoditas perkebunan, tetapi
tidak/belum dimanfaatkan, seperiti tanah cadangan,
tanah bhero, tanah persiapan tanaman.

b} Tanah vang belum menghasilkan, vaitu tanah vang
sudah  ditanami komoditas perkebunan tetapi belum
menghasilkan, seprti tanah pembibitan/peremajaan
dan tanah vang sudah ditanami komoditas
perkebunan.

Nilai Jual Obvek pajak (NJOFP)-—nya ditentukan sebesar

Milai Jual Obyek Pajak (NJOP)} tanah disekitarnya/

sekelilingnya ditambah dengan 304 {(lima puluh persen)

dari sténdar investasi tanaman.

Dalam lampiran D Keputusan Menteri Keuangan Nomor

Z7ZI/EME.04/1928  tentang Fenentuan Klasifikasi  dan

Resarnya Nilai Jual Dbyek Pajak Usaha Eidang

Ferikanan dan Peternakan, angka I nomar i

disehutkan »

Tanab/perairan vang dipergunakan untuk usaha bidang




peritanan m=liputi perikanan laut, perikanan darat,
tamhalk dan budi dava mutiara. Nilai Jual Dbyek Fajak
(MIDFY-nva ditentukan sebagai berikut ; Babwa untuk
usaha hidang tamhak, Nilai Jual Obyelk Pajak
(MIBF)-nva ditentukan berdasarkan nilai jual tanah
disekitarnva/sekelilingnva ditambah dengan biava

investasi tambak.

kKarena be=arnva perbhitungan besarnva Fajak terhutang
sangat berkaitan dengan Milai Jdual Obvyek Pajak (NJOP)Y, maka
manurut  sistem zself assessment seharusnya subyek ﬁajaklah
vang menentukan seberapa besar Nilai Jual 0Obyek Pajak
{MIF ) —nva dari obvek paiak vang | dimiliki/dikuasai/
dimanfaatkannva. Akan tetapi Karena sesuai dengan pasal 2
avat (1} dan avat (2) tentang tata cara pendaftaran ocbvek
paiak vang didasarkan kepada Keputusan Menteri FKeuangan
haik herdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
1002/KMK.04 Tahun 1983, vang kemudian dirubah dengan
keputusan Menteri Keuangsn nomor 19/KME . 04/17285, kemudian
diruntbah lagi dengan Keputusan Menteri Eeutangan NMomor
HI7/KME .04/ 1987, dan vang terakhir dengan Keputusan
Menteri Keuwangan Momor 817/KMK.04/1991, dimana yang berhak
untuk mengisi kolom Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) d;n kolom
kelas  adalah fiscus, maka dapatlah disimpulkan bahwa
penantuan  besarnva pajak terbhutang vang tercantum  dalam
Surat pemberitahuan Fajak terhutang {SFFPT) tidak

menqgunakan sistem self assessment.
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Hal ini fdapat sava katakan demikian karena
herdaéarkan analisa dan  pemikiran secara normati-f,
Enlom—bkolom kelas dan kolom—kolom Milai Jual Ohvek Pajak
(MJOF} itulah sebenarnya kunci penerapan sistem FelfF

sreszment dalam menentukan besarnyalpajak terhutang. Qleh
karena itu dalam konteks ini sava berpendapat bahwa karena
dalam Surat Femberitahuan ODbyek Fajak (SPOF) subvek paiak
tidak diberi wewenang mengisi kolom NJOP dan kolam kelas,
padahal pada Lolom—kalom itulah sebenarnya pusat
perhitungan pajak terhutang, maka dapatlah dikatakan bahwa
penentuan besarnya pajak terhutang, Pajak Bumi dan Rangunan

tidak menggunakan sistem sel¥ assessment.

Olsh karena  itu pertanvaan vang relevan diajukan
adalabh mengapa setelah lebihb dari 17 tahun Undang—Llndang
Fajak Bumi. dan  Bangunan diberlakukan, sistem salf
assessment belum diterapkan dalam sistem pemungutannya?
padahal data dasar (data base)—nya sudah tersedia dan hanva
tinggal pembaharuan @ dan pemutahiran saja. Di lain pihak
aparat perpajakan (fiacus) sudah memadai (paling tidak
untuk sekarang ini) dengan ditunjang perangkat komputer
yang sangogihy, pendidikan masyarakat dan kesadaran
perpajakan masvarakat vang selama dikawatirkan sudah  tidak

relpvan lagi bila dibandingkan 13 tabhun vang laluo.
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B.

FINGST  RUDGETER DAN FUNGSI REBUILAST PAJAK HUMI DAN  DRANGUNAN

{FRE)

Menurut Musgrave and Musgrave pajak mempunvai 2 (dua)
fungsi, vaitu fungsi budgeter dan fungsi regulasi. Fungsi
bedgeter berkaitan dengan fungsi pajak sebagai alat  untuk
menqumpulan  dana dari masyarakat vang kemudian digunakan
untuk membiayai administrasi pemerintahan dan kegiatan-—
kegiatan pembangunan. Fungsi  regulasi  terutama  berkaitan
dengan peranan pajak dalem mengatur irama kegiatan ekonomi,

alokasi sumber, redistribusi pendapatan dan Konsumsi.

Dalam kaitan pajak sebagal fungsi regulasi, Nafziger
mengatakan bahwa pajak adalah salah satuw alat kebijaksanaan
fickal vang dapat digunakan untuk mengatur kegiatan—-kegiatan
ekonomi melalui pasar barang (commodity market). Fada saat
kemdisi  ekonomi  cenderung ke arah inflasi {overheating
economy), maka salah satu kebijaksanaan vang dapat dilakukan
pemerintah adalah kebijaksanaan fiskal vang bersifat
kontraksi, vang instrumennya adalah menurunkan  pengeluaran
pemerintabh dan/atau meningkatkan pajak. Sebaliknvya apabila
akonomi sedang mengalami kelesuan, maka salah satu
kebijaksanaan vang dapat diambil adalah kebijaksanaan fiskal
v ant bersifat ekspansif, valtu dengan meningkatkan
penogeluaran peserintah dan/latan menurunkan pajak {Mivasto,

1997} .




Mernurist Miyasfn. bahwa strategi perpajakan sering
digunakan untuk mengatur alokasi sumber—-sumber akonomi,
pembatasan  konsumsi  dan redistribusi  pendapatan. Dengan
penetapan tax hoeliday bagl suatu investasi di  dasrah—daerah
tertentu atan bidang—bidang usaha tertentu diharapkan akan
terjadi alokasi sumber—sumber ekonomi ke dasrah—daerah atau
bidang—bkidang usaha tertentu. Demikian juga dengan pengenaan
tarif paijak vyang lebih tinggi bagi jenis—jenis komoditi
tertentu diharapkan dapat mengurangi konsumsi masyarakat akan
komoditi tersebut. Dizamping itu pajak juga selalu digunakan
untuk memperbaiki distribusi pendapatan dalam maéyarakat.
Dengan struktur pajak progresif diharapkan ketimpangan

pendapatan dalam masyarakat akan dapat dikwrangi.

Kalau kita mengacu pada kebijaksanaan pokok perpajakan
sehagaimana vang tertuang dalam Fenjelasan Umum Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1994, maka secara Jjelas dituangkan fungsi
budgeter pajak adalah dalam rangka kemandirian bangsa dalam
pembiavaan negara dan pembiayaan pembangunan vyang sumber

utamanva berasal dari penerimaan pajak.

Sedangkan sebagai fungsi regulasi dari  paiak antara

lain disebutkan untuk 3
a. Menunjang usaha pembangunan secara merata, mendorong
investaci secara merata di  seluruh wilayah Indonesia,

terutama  untuk mendorong pembangunan di daerah  terpencil

vang selama ini dirasakan terbelakang atau terlambat
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nerkembannannva, baik dalam rangka pemeratazan  pembangunan
dan  pendavangunaan sumber dava alam mavpun dalam rangka
peningkatan pensrimaan pajak dalam jangka panjang.

b- Menuniang usaha peninckatan eksport, terutama eksport non
migas, barang hasil olahan, dan jasa—jasa dalam rangka
meningkatkan perolehan devisa.

. Menunjiang usaha pengembangan usaha kecil untuk
mengoptimalkan  pengembangan potensinya dan dalam  rangka
pengentasan sebagian masyarakat dari kemiskinan.

d. Menunjang wsaha pengembhangan sumber daya manusia, ilmu
pengetahuan dan teknologi.

2. Menunjang wusaha pelestarian dan ekosistem, sumber daya
alam dan lingkungan hidup.

f. Menunjang usaha meningkatkan keadilan dalam partisipasi
masvarakat dalam pembiavaan pembangunan sesuai - dengan

kemampuannvya.

Apabila ditelusuri Iebih Ianjut kedua fungsi pajfak diatas,
maka pertanyaan vang wmuncul adalah apakah Paiak Bumi dan
Rangunan (PRR} mengakomudir kedua fTungsi tersebut? Untuk
menjawabh  pertanyaan  tersebut, berikut ini  dibahas mengenai
peranan  Fajak Bumi dan Rangunan (FBE) dalam menjalankan  kedua

fungsi tersebut.

1. Fungsi Regulasi dari Fajak Bumi dan Bangunan (FBR).
Kala kita menelusuri seluruh pasal—-pasal vang ada

dalam Undang-lndang No. 12 Tahun 1983 tentang Pajak Bumi dan
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Bangunan (FBR}. dan Undang-iindang No. 12 Tabun 1994 tentang
Ferubaban ftas Indang~-Undang MNomor 12 tabun 1985, maka tidak
ak&An dijumpai adanva fungsi regulasi sebagaimana vang
diamanatkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Namoar 2 Tahun

12724 tentang kKetentunan Lmum dan Tata Cara Perpajakan.

Sebagai bukti bahwa Fajak Bumi dan HBangunan (FEE)
belum mengakomodasi heberapa fungsi regulasi sebagaimana vang
tertuang dalam kebijaksanaan peokok perpajakan, misalnva :

a. Tidak diakomndasikannya pemberién fasilitas perpajakan
kepada wajib paijak vang melakukan penanaman modal di
hidarnrg wsaha—-usaha terfentu dan atan di  daesrah—dasrah
tartentu dalam rangka mendorong dan mendukung pengembangan
sektor—sektor dan dasrab—daerab prioritas bagi pembangunan
nasional. Tidak adanva fasilitas sektoral vang diarahkan
nada sektor-sektor vang bherorisentasi  eksport merupakan
=alah satu bukti bahwa Pajak Bumi dan Bangunan {(FHEB) belum
mendukung  strategi pembangunan eskonomi yang bersifat
gxport drive. Demikian halnya dengan tidak A adanva
pemberian fasilitas Fajak Bumi dan Bangunan (FBRB) bagil
penanaman modal di dasrah—daerah tertentu dalam rangka
membuka kantong—kantong kemiskinan serta dalam rangka
pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, menunjukkan
habhwa PFajak Pumi dan Bangunan tidak responsif  terhadap

bomitmen diatas.
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Dalam perkembangannya rternvata terdapat kebijakan bharua

mengenal pesherian fasilitas Pajak Bumi dan Bangunan (FBR)

bagl investasi di wilayah—wilavah tertentwn dan  terhadap
usaha—usaha bidang tertentu. Walaupun hal  ini tidak
diamanatkan oleh Undang-Undang Fajak Bumi dan Bangunan

(FER), namun berdasarkan kewenangannya Menteri Keuangan

telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Momor

743/ M. 0471990 teptang Fengenaan Fajak Bumi dan Bangunan

Bagi Investasi di Wilavah tertentu. Beberapa hal penting

vang terdapat dalam keputusan ini antara lain :

1) Pengenaan Pajak- Bumi dan Bangunan {(FBR) bagi wailib
pajak vang melakukan investasi/ penanaman modal  baru
dan perluasan, vang dilakukan di wilavah—wilavah
cseperti
- Fropinsi Ealimantan Barat
~— Falimantan Timur
— Kalimantan Sslatan
— Kalimantan Tangah
— Sulawesi litara
- Sulawesi Selatan
- SBniawesi Tengah
- Sulawesi Tenggara
- Nusa Tenggaran Timur
— Musa Tenggara Rarat
— Timpr Timur
- Maluku

- Irian Java
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terhitung seiak } Januari 1990, diberikan pengurangan

sebegar 50X {lima puluh persen) dari Fajak Bumi dan

Rangqunan {(FBE) vang terbutang, selama 8 (delapan) tahun

sejak diperolehnvya ijin peruntukan tanah.

Fengenaan pajak tersebut diatas hanva berlakua untuk

investasi di bidang :

— Pertanian

~ Perkebunan

— Peternakan

- ?erikanan

— Fertambangan

- kKehutanan

- Ferindustrian

— Real Estatesindustri estate

— FPerhnitelan dan jasa pesngembangan kepariwisataan

— Prasarana dan sarana ekonomi serta jasa  angkutan
datar laut dan udara

Bagi perusabaan vang melakukan perluasan, pengurangan

Fajak Bumi dan Bangunan (PBE)} sebagaimana tersebut

diataz hanva berlaku dalam hal besarnya perluasan
sekurang-kurangnva 0L {tiga puluh persen ) dari
investasi vang sudah dilakukan sampai dengan  akhir
tahurn pajak sebelum tahun pajak dimana perluasan
tersehnt  fdilakukan, di wilavah—wilayah dan bidang-

bidang sebagaimana tersebut diatas.
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Tidak diakomodasikannya tax deductible bagi biava untuk
nengemhangan i lmu pengetahuan. sumber dava manuasia, dan
pelestarian  lingkungan. Fadabal wuntuk dapat akses pada
persaingan global, setiap pelaku ekonomi dituntut
mempunyali keunggulan—keunggulan di bidang teknologi dan
Lualitas sumher dava manusia. Dengan demikian maka
kegiatan—kegiatan research and development, dan
pengembangan sumber dava manusia menjadi sangat strategis
di masa mendatang, padahal seharusnya strategi  perpajakan
dirahkan wntuk merngantisipasi kecenderungan itu. Sehingga
segala pengeluaran untuk magang, pelatihan, bea siswa
serta pengeluaran wntuk penelitian dan pengembangan  vang
dilakukan oleh suatu perusahaan dapat dijadikan sebagai
tax deductibie. Demikian Juga s=gala bhiaya v ang
dikeluarkan untuk kepentingan pengolahan limbah dapat
dimasukkan dalam hiava vang hersifat tax deductible.
ketentuan—tketentuan ini sebenarnva dimaksudkan dalam
rangka mendorong perusahzan—perusahaan nasional untuk
melakukan kegiatan—kegiatan penelitian dan pengembangan
dan selaly konsern terbhadap linockungan sehingga mampu
akses pada standar IS0 14.000. Karena Pajak Bumi dan
Bangunan (FBR) tidak mengakomodasi strategi diatas, maka
dapatlah disimpulkan bahwa dalam konteks ini Pajak Bumi
dan Rangunan (FER)Y tidak mempunyal peranan cdalam
menjalankan fungsi regulasi sebagaimana yang disampaikan

nlph Musgrave and Masgrave.
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. Tidak diakmmndasikannya upava pengembangan agroindustry
(kbnsusnya di pulan JTawa) sehagai basis perekonomian
nasional serta menjadikan sektor pertanian sebagai  sektor
unggulan dalam memperkuat struktur ekonomi merupakan bukti
bahwa FPFajak Bumi dan Bangunan (FBR) tidak responsif
terbadap wmasalah ini. Indonesia secara historis adalah
nagara agraris yvang memiliki tanah luas dan subu-. Sampai
sekarangpun sebagaian besar penduduk  Indonesia masih
bekerja di sektor pertanian, prilaku dan budaya agraris
masih  sangat lekat pada pendudubk Indonesia. Oleh karena
itu upava untuk menjadikan sektor ini mnejadi basis bagi
skonomi nasional dibharapkan mampu meningkatkan ksunggulan
styrategis Indonesia dipersaingan global. Upavya untuk
menjadikan sektor pertanian sebagai basis skonomil nasional
si1lit akan berhasil tanpa pembangunan agroindusiry  vang
bermprientasi eksport. Perkembangan Agroindustry tersebut
akan mempunval dayva dorong vang kuat pada perkembangan
sektor pertanian. 0Oleh karena ituw seharusnva strategi
parpajakan diarahkan kepada upaya—upava pengembangan

RGroalnrdustry.

Rerdasarkan ketiga bukti diatas, maka jelaslah bahwa
FPajak Bumi dan Bangunan (FEE) belum menjalankan fungsi
requlasi  sebagaimana  vang disampaikan oleh Musgrave and
Musgrave, serta tidak memberikan kontribusi  bagi  kebijakan
pnknk perpajakan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh

Undang—Undang Tentang Yetentuan Umum dan Tata Cara
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Ferpaiakan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Pajak
Buami dan Rangunan (FRR) lebih banvak digunakan oleh
pemerintah sebagai sarana memobilisasi dana bagi negara dalam
rangka menjalankan roda pemerintahan dan  pembangunan. Atau
dengan kata lain bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (FBR) lebih
bBerpihak kepada fungsi budgeter dibandingkan dengan fungsi

regulasinva.

Fungsi Budgeter dari Fajak Pumi dan Rangunan (FBR).
Sebagaimana diketahui bersama bahwa dalam reformasi
perpajakan pertama diiatarbelakangi aoleh kesulitan dana
pembangunan yang disebabkan turunnya harga minyak bumi  di
pasar dunia yang menimbulkan kesulitan cukup besar  bagi
perekonemian Indonesia, karena sejak tahun 1774 sumber utama
penerimaan negara adalah sektor minvak dan gas bumi (Fiyasto,
1291). Turunnvya harga minyak bumi tersebut menyebablkan
pemerintah mulai melihat pada sumber—sumber penerimaan  di
luar wminvak dan gas bumi, salah diantaranya adalah pajak.
FPajak =zaat itu memang belum dikelola secara optimal. Menurut
Mivasto, sampai dengan tahun 1987 penerimaan sektor pajak
relatif kecil, tax ratiﬁ {perbandingan antara penerimaan
pajak dengan produk domestik bruto) baru  sekitar &,359%.
Beberapa negara tetangga misalnya malaysia dan Philipina
sudah mempunyai tax ratic yang relatif tinggi. Malaysia pasa
saat itu sudah mempunvai tax ratio 15 % dan Philipina 14 %.
Berdasarkan kenyataan tersebut pemerintah berpesndapat bahwa

penerimaan sektor pajak masih memungkinkan un tulk
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ditingkatkan. Dengan demikian mulai saat itu pulalah pajak

sehbagai fungsi bedgeter mulai dioptimalkan.

lLandasan berfikir pajak sebagai fungsi budgeter adalah
adanva keinginan wntuk meningkatkan kemandirian dalam
pEnerimaan negara. Hal ini seiring dengan semakin
meningkatnya hutang luar negeri sebagai akibat krisis skonomi
dan monoter vang melanda negara Indonesia  akhir—akhir ini.
Disamping itu adanya tekanan—tekanan negara—negara kreditur
vang selalu mengkaitkan pinjaman  luar negerinya dengan

issu—issu politik dalam negeri.

Dalam kaitan ini, maka Fajak Bumi dan Bangunan (FBE)
sebagali sumber penerimaan negara dan daerah yang mandiri dan
relatif mempunyail stabilitas tinggi, yang menjadi tﬁmpuan
utama bagi penerimaan negara dan daerah, terutama dalam
tondisi krisis =skonomi dan monoter sekarang ini. Oleh  karena
=trategi Fajak Pumi dan Bangunan dewasa ini diarahkan pada
strateqi vang berarientasi pada penerimaan (revenue orientde)

dalam rangka mewuiudkan harapan tersebut.

Bukti bahwa Pajak Pumi dan Bangunan {PBR)} merupakan
salah satu tumpuan utama penerimaan negara maupun daer-ah,
maka berikut ini disampaikan beberapa hal mengenai  kinerja
Fajak Bumi dan Bangunan dalam menyokong pembiyaan pembangunan
di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Kotamadya Daeirah

tingkat II Semarang.
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KONTRIBUST FAJAK

TABREL

1

TAHUN 1993/19%94 — 1996/1997
{DALAM RIBUAN RUFIAH)

BUMI DAN BANGUNAN TERHADAF FENERIMAAN
FEMERINTAH FROFINSI DATI I JAWA TENGAH

TAHUN JUMLAH PENERIMAAN KDNTRIBUSI FER FERSEN

(DALAM Rp.00O) (DALAM Rp.000Y [TASE (%)

1 2 = 4

1992/93 651.251.565 535.973.140 8,788
1993%/94 758.517.3469 74.812.792 9,863
1994/935 Q1T .822.9464 85.050.965 9,310
1995/94 1.038.452.272 94.952.22 ?,336
1996/97 1.203.352., 660 137 .806.695 11.418

Sumber data : Jawa Tengah dalam angka 1297

Dari tabel 1 di atas terlihat bahwa kontribusi Fajak Bumi dan
Bangunan (FBR)Y di Propinsi Jawa Tengah terhadap penerimaan
dasrah otonom semakin tabun semakin meningkat. Kalau pada
tahun 1992/1993 kontribusi FPajak Bumi dan  Bangunan sebesar
Rp. AZ.973.140.000 dari total penerimaan sabesar
Rp. &451.251.5563.000 atauw B8,288%, maka pada tahun 19%46/19%97
meningkat menjadi 137.4056.4695.000 dari  total generimaan
sehesar Rp. 1.203.352.6560.000 atau 11,418%. Angka—angka
tersebut diatas merupakan bukti babhwa fungsi budgeter dari
Fajak Bumi dan Bangunan (PEB) lebih diuvtamakan dari pada
fungsi regulésinya.

Kecenderungan lain bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mamang
dipakai sebagai sumber pendapatan yang potensial di Fropinsi
Jawz Tengah bisa dilihat dari peningkatannya selama 3 tahun
vaitu, kalauw pada tahun 1992/1993 peEnerimaan sebesar
Ep. S3.973.140.000, dan pads tahun 19946/1997 sebesayr

Rp. 1.203.352.5660.000, maka terlihat adanya kenaikan sebesar
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2547, Ini menunjukkan bahwa stabilitas penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan (FER) relatif aman dan tidak beqgitu terpengaruh
terhadap krisis ekonomi dan moneter yang terjadi  belakangan
ini.

TABEL = 2
KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN RBRANGUNAN DARI KOTAMADYA SEMARANG

TERHADAF FENERIMAAN FPEMERINTAH PROFINSI DATI I JAWA TENGAH

TAHUN 1923/1794 — 12946/19%7
(DALAM RIBUAN RUFIAH)

TAHUN JumbLAaH PENERIMAAN KONTRIBUSI FEE FERSEN

{DALAM Rp.0DO0o) (DALAM Rp.00G)Y (TASE (%)

1 ' 2 = 4

1992/93 £321.251.3458 5.474.0481 a.B41
19935/74 758.217.3689 B.001.135 1,055
19924/23 P1X.822.964 9.997.843 1,094
1790/%4 1.038.492.272 12.414.441 : 1,195
1994/97 1.203.332.6460 14.4617 .47 1,215

Sumber data : Jawa Tengah dalam angka 1997

Ealau tebel 1 diatas menunjiukkan kontribusi Fajak Bumi dan
Bangunan (FBR) vang berasal dari 35 Dati II se dJawa Tengah
terhadap total penerimaan Femerintah Daerah Tingkat I Jawa
Tengah, maka dalam tabel 2 ini melihat seberapa besar
kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan vang berasal dari
Kotamadya Daerah Tingkat IX Seﬁarang terhadap total
penerimaan Femerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah. kKalau
pada tahun 1992/1973 Lorntribusinya baru sebesar
Rp. 5.474.0461.000 dari total pensrimaan sebesar
Rp. &51.251.545 atauw 0,841%, maka pada tahun 1996/1997
meningkat menjadi Rp. 14.617.647.000 dari total pensrimaan

1.203.352.8640.000 atau sebesar 1,215%.
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Sedangkan kalau dibandingkan kenaikan besarnva kontribusi
dari tahbun 1992/1993 dengan tahun 1996/1997 maka terdapat
kenaikan sebesar 2674 atau rata-rata kenaikan setiap tahun
sebesar &&,73%.
Dari angka—angka tersebut diatas menunjukkan bahwa fungsi
budgeter dari ﬁajak Bumi dan Bangunan memang dioptimalkan
peranannya. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meEnung ang
kemandirian daerah dari segi penerimaan untuk membiavai
kegiatan—kegistannyva.

. Tabel @ =
BESARNYA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BAMGLUNAN (PEE)}

DI KOTAMADYA DATI ITI SEMARANG
TAHUN 1924 (000 RUPIAH)

JENIS FAJAK EBUMI DANM BANGUNAN
3] BULLAN
PERKOTAAN | FEDESAAN [PERKEBUMANM| FERTAW JUMLAH
BANGAN
i 2 3 q 5 & 7
i danunari B.933.33%0 27 14.000 793.903 8.4693.608
2 | Pebruari PP2.414 0 0 263,301 1.257.715
3 | Haret 1.020.004 0 180.5%9 97.335) 1.297.938
4 April 150.457 0 0 0 150.457
3 | Mei 197.209 g 0 { 197.209
& | Juni 487.203 ] 0 200.000 687.203
7 Jduli 634.074 0 0 0} 634.074
a8 Agustius 788,730 0 O 0 7B8.730
? | September 848.251 0 0 376.000] 1.218.2%1
10 | Oktober 1.189.718 0 o 01 1.1B9.718
11 Nopemher &£.422.317 0 2.43%7 283.000| 6.714.756
i2 Desember 1.331.501 0 0 283.000] 1.614.501
JUMLAH 1994 '} 22.993.250 27 204,038 2.298.539[25.497.854
1995 i0.113.0031 4.870.158 43,3307 1.651.08%118.677.5374
1994 9.9146.245 1.356 24,273 B24.900110.768.776
1993 4.290.013 2.942 24.706 849.202 5.8%94.843
1992 4,27%.414 308.338 37.435 20.4361 4.445.407

Sumber data : Kantar Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kotamadya Dati II
Semarang.
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Perdasarkan tabel 3 diatas, terlihat adanya kenaikan
penerimaan Fajak Bumi dan Rangunan (FEE) vang cukup  tajam.
¥alau pada tahun 19%2 penerimaan Fajak Bumi dan Bangunan
(FER)} baru sekitar Rp. 4.4&45.407.000, maka pada tahun 1226
terjadi  kenaikan  menjadi 25.497.845.000 atau 34%9%, atau
dengan kata lain terjadi kenaikan penerimaan sebesar 137,234
pertahun. Hal seperti ini menunjukkan bahwa fungsi budgeter
dari Fajak Bumi dan Bangunan (FHEE) sangat bersifat revenue

ariented.

TABEL : 4
KOMNTRIRBUSI FAJAK BUMI DANM BANGUNAN TERHADAF FENERIMAAN
FEMERINTAH ¥KOTAMADYA DATI II SEMARANG
TAHUN 199371994 — 19%7/1998

TAHUM JUMLAH PENERIMAAN FOMTRIBUSI FRE FERSEN
(DALAM Rp.000) {DALAM Rp.002) |[TABE (%A}
1 2 = 4
1992/9=3 - 4. 474 0480 -
199E/94 - 8.001.1354 -
19324/9%0 87.7892.972 ?.927%.5310 11,361
19953/948 11=3.8%94.010 12.414.441 10,900
1996/97 i118.511.1=% 14,605,799 12.32

Sumber data : Kotamadva Dati II Semarang dalam angka

Dari tabel 4 ini terlihat begitu besarnva kanfribusi Pajalk
PBumi dan Bangunan (PBE) terhadap total penerimaan Femerintah
Daerah Kotamadya Dati II Semarang. Kalau pada tahun 1924/1994
Lontribusi Fajak Bumi dan Bangunan (FBEE) sebesar
Rp- 2.414.441,.000 dari tatal penerimaan sehasar
Rp. B7.789.972.000 atau 11,361%, maka pada tahun 1995671997

telah menjadi sehesar Rp. 14.405.799.000 dari total
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pensrimaan sebesar Rp. 112.311.1392.000 atau 12.324%.
Sedangkan kalau dilibhat dari kenaikan penerimaan Fajak Bumi
dan RBangunan (FBE} selama 3 tabhun, terlihat bahwa pada tahun
1992/17993 penerimaan baru sekitar Rp. 4.474.060.000, maka
pada tahun 1994/19%97 telah berubah menjadi Rp. 14.500.7%992.000
atan terjadi kenaikan sebesar 326%. Ini menuniukkan bahwa
peranan Fajak Bumi dan Bangunan {(FBB} dalam menyokong total
pernerimaan di FPemerintah Daerah Kotamadva Dati II Semarang
sangat strategis dan menentukan. Disamping itu terlibhat bahwa
pengrimaan vang berasal dari Pajak Bumi dan  Bangunan (PER)
ini relatif lebih stabil dan canderuﬁg relatif tidak
terpengaruh oleh gejolak ekonomi monoter sebagaimana  vyang

terjadi pada pajak—pajak lainnva.

Dari tabel 1,2,2% dan 4 diatas dapatlah disimpulkan
bahwa peranan Fajiak Bumi dan Bangunan {(PER) dalam memberikan
sumbangan {(kontribusi) kepada penerimaan Femerintah Daerah
Tingkat I Jawa Tengah maupun Pemerintah Daerah Kotamadva
Tingkat IT Semsrang sangat besar. Disamping itu, Fajalk Bumi
dan Bangunan (FBB) ini, apabila dilihat dari prosentase
kenaikan- setiap tabhun juga cukup besar dan cenderung stabil
dan tidak terganggu oleh berbagai gejolak yang terjadi  di
masvyarakat sekarang ini. Dengan demikian dapatlah dikatakan
bahwa Faiak Bumi dan Bangunan (FBE) lebih diarahkan kepada
strateqi vang berorientasi pada penerimaan (revenue oriented)

dari pada ssbagai fungsi regulasinya.
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C.

KETERKAITAM SISTEM SELF ASSESSMENT DENMGAN FUNGSI RBUDGETER

DALAM UFPAYA MEMBENTUE BIROKRASI WIRAUSAHA

Sebagaimana vana disampaikan pada bab terdahbulu,
bahwa makna uwtama darl sistem self aszesszment bertujuan
membentuk  suatu masvarakat pajak vang dapat survived diatas
prinsip self regulated. Maksud lain diterapkannya sistem sel¥
assessment dalam perpajakan nasional adalah untuk memindahkan

herbagai peran vang selama ini dipegan fiscus kepada wajib

paiak.

Sehelum reformasi perpajakan pertama peranan
pemerintah  (aparat perpajakan) selalu menampilkan  dirinya
sehagail lemhaga “Gigantis”, vang memiliki sepaeranghkat
birokrasi vang gemuk dan tidak efisien, sehingga banvak Jjenis
pajak vang biava punguinya lebih besar dafi hasil vang
dicapai, maka sejak reformasi perjakan pertama tabhun 1983,
vana disusul reformasi periakan kedua tahun 1994 dan terakhir
{kalau bisa dikatakan) refarmasi perpajakan ke tiga tahun
1997, dihentuk suatu lembaga perpajakan vang lebih efisien

dan efektif denagan semangat enterpreneurship.

Upavya membanqun aparat dan lembaga perpajakan vang
gatergrenesurship memang merupakan suatu obsesi masyarakat
sebagai  tindak laniut implementasi self assesswent dalam
cistem perpajakan nasional. Titik awal upaya ini sebenarnya

hermula dari diberliakukannvya sistem self assessment  vang




memberdavakan masvarakat waijib dengan cara meletakkan hak dan
kewaiiban waiib pada kedudukan vang sama dengan  hak dan
kewajiban negara sebagail pemungut fiscus. Oieh karena itu
peflu adanva pengakajian kembali terhadap lembaga perpajakan
vang selama ini berjalan dengan birockrasi vang lamban dan
terpusat, pemenuhan  terhadap ketentuan dan  peraturan  vyang
bersifat represif dan orteodok, serta rantai hirarki komando
tidak berijalan dengan baik. Mereka menjadi bengkak. boros dan
tidak efektif, dan ketika keadaan berubah, mereka gagal

manyesuaikan diri dengan perubahbhan itu.

Denpan meminiam konsep David Osbarne dan Ted Gaebler
¥ang menawarkan perbaikan dengan  jalan mentransfarmasikan
semangat  kewirausahawan {enterpreneurial spivit) ke dalam
birokrasi perpajakan, dengan jalan meningkatkan kemampuan
untuk menaaunakarn  sumber dava dengan cara  baru (self
aszesspent) guna memaksimalkan produktivitas dan efektivitas
menuin pada efisiensi penerimaan pajak pada umumnya dan Fajak

Eumi dan Bangunan pada kbususnya.

Berikut ini disampaikan hasil analisis sistem self
azzessment dalam kaitannvya dengan konsep pambentukan
hirokrasi wirauasaba (Enterprencurship berauchracy) dalam

sistem perpajakan nasional.

Menurut Davics Osborne dan Ted Gaebler dalam Bukunya

vang terkenal Reinventing Government, karakter pemerintah
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wiransaba dideskripsikan melalui 19 {sepuluh) prinsip pokok

yang mempunyal keterkaitan antara satu dengan vang lain,

vaitu sebagai berikut :

1. Catalytic Government: steering rather than rowing
(Femerintahan katalis : mengarahkaﬁ ketimbang mendavung).

2. Communiity Owned Government: empowering rather than serving
{Pemerintahan milik masyarakat : memberdavakan masyarakat
Eetimbang melavani).

S. Lompetitive Government: Iiniecting competition inte service
dgelivery (FPemerintah vang = kompetitif: menvuntikkan
persaingan dalam pemberian pelavanan).

4. Misz=ion firiven Government: transforming rule driven
organiéatimn (Pemerintah vamg digerakkan oleh misi:
mengubah organisasi vang digerakkan oleh peraturan).

~

Rezult+ (riented Government: Funding outcomes, not inputs

5)]
L

(Femerintah vang berorientasi pada hasil: membiayal hasil
bukan masukan).

6. Customer Driven Government: meeting the needs ‘ef the
customer, not the bureauvcracy (Pemerintah berorientasi
kepada masyarakat sebagai pelanggan: memenubhi kebutuhan
pelanggan bukan birokrasi).

7. Enterprising Goverament: eaming rather than spending

(Pemerintah wirsusaha: menghasilkan ketimbang membelania

kan}.
8. Anticipatory Government: prevention rather than cure
(Femerintahan vang antisipatif: Lebih baik mjenceqah

daripada mengobhati).

ot T Tt e




15

?. Peseptralized Governwent: from hirarchy to participation
and teamwork {(Femerintahan desentralisasi : dari sistem
hirarki menuiu partisipasi dan keria sama).

10. Market Oriented Goverament: Ieveraging change throgh the
market {FPemerintah berorientasi pasar mendongkrak

perubahan melalui mekanisme pasar).

Gagasan vang melatar belakangi lahirnva konsep
Femerintahan ¥Katalis (Catalic Government) didasarkan pada
upava pemerintah untuk mewujudkan missinva vaitu memberikan
pelavanan kepada masvarakat. Balam kaitan ini  pemerintah
tidak harus terlibat langsung dalam kegiatan—kegiatan
pelavanan, itetapi ocukup sebagaili pengendali dan  pengatur.
Untuk itwu pemerintah  perlu mendorong dan membina sektor
swmAasta untuk berperan serta dalam memberikan pelavanan kepada
masyarakat. Dengan kata l1ain pemerintah harus mengambil peran
sehagai katalisator dalam pemenuhan pelayanan publik dengan
rara merangsang sekior swasta melalui pola “5Steer more,

row less*.

Sasaran vang ingin dicapai melalai  prinsip ini
adalah =
2. Pemerintah haruslah berkonsentrasi untuk membuat
kebijaksanaan vang efektif dan lebih banvak mengarabkan
betimbang sebagai pelaksana.
b. Femerintah harus mendorong pihak swasta untuk  berpartisi

pa=i dalam memberikan pelavanan kepada masvarakat. Hal ini




dapat herhentuk kemitraan antara pemerintah dengan swasta
ataupun swasta sepenuhnya.’

c. Dengan melibatkan pihak swasta dalam pelayvanan berarti
beberapa lembaga pemerintah dari para pelaksana di
instansi peherintah dirampingkan tanpa mengurangi kualitas
missinya vaitu pelavanan masvyarakat vang baik.

d. Pemerintah harus memberikan insentif kepada pihak swasta,
misalnva pemberian kredit dengan bunga ringanr, kemudahan
dalam penvelesaian periiinan, keringanan dalam pembayaran
bea import masuk barang modal dan lain—lain. hal ini
terkait dengan upava untuk mendorong pihak swasta dalam
memberikan pelayvanan.

2. Pemerintah perlu menvelenggarakan sistem pelayanan satu
atap f{one stop service}, atau =sistem pelavanan satu  pintu
terutama uwntuk kegiatan pelayvanan vang tidak muangkin

diserahkan kepada swasta.

Salab satu contoh pelaksanaan prinsip “Catalytic
Goverment” dalam Sistem Perpajakan di VInanesia misalnva
dalam hal Pemberian fasilitas perpajakan.

Reherapa fasilitas perpajakan diberikan kepada wajib pajak
vang melakukan penanaman moadal di  bidang—bidang usaha
tertentu dan atauw di daerah—daerah tertentu (Pasal 31 A
tindang—lindang  MNomor 10 Tahun 1994). Femberian fasilitas ini
dilakukan untuk mendukung pengembangan sektor-sektor dan
daerah—daerah proritas bagi pembangunan nasional. . Fasilitas

sektoral terutama diarahkan pada sekipr—sektor yang
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berprientasi eksport. Hal ini ini dimaksudkan untuk mendukung
strategi pembangunan ekonomi vang lebih bersifat export-drive
{ herprientasi rksport). Sedangkan pemberian fasilitas
perpajakan pada penanaman modal di daerah—daerah tertentu
lehih diarahkan pada daerah—daerah miskin, dalam rangka
menunjang pemerataan  pembangunan  di selurub Indonesia.
Fasilitas—-fasilitas perpajakan tersebut dapat berupa :

1) ¥ompensasi kerugian vang lebih lama, tetapi tidak 1lebihb

dari 10 tabun.

f

- Penyusutan/amortisasi vang dipercepat.

2

Fengurangan pajak penghasilan atas deviden.

4) Fenetapan bahwa pemberian dalam bentuk natura dan bentuk-
hentuk kenikmatan tertentu vang dapat dianggap sebagai
hiava vang hersifat tax deductible (biaya vang dapat

digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak}.

Femahaman konsep Community Quned Gaovernment
(Femerintah milik masvarakat) bertolak dari pemikiran bahwa
masyarakat akan lebih bertanggung jawab atas hal-hal vang
menvangkut kepentingannya. Apabila mereka ikut dalam
penoambilan  keputusan dan terlibat dalam hal—hal pengolahan
hal—hal terssbut. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari—hari
dapat dilihat seorang pemilik rumah akan memelihara rumah
1zhih baik dari pada seorang penyewa, Seorang pekeria vang
memiliki saham pada suatu usaha akan bekerja lebih baik dari

pada seorang yang hanya menerima pahb.




Community flnned Governwent adalah susatu suatu gagasan
dalam upava memberdavakan masvarakat wuntuk mampu mengurusi
dirinva sendiri. Dengan gagasan ini diharapkan masyarakat
mampt untuk menguwrusi kepentingan dan memacahkan masalahnva
sendiri. Fesimpulannya bahwa pemerintah harﬁslah lebih
memberdayakan masvarakat., memberikan lebih banyak kesempatan
dan wewenang kepada masvarakat dalam pencapaian  kebutuhan
mereka, dan untuk  herbuat vang terbaik  dalam  memecahkan
masalah mereka serta mendorong adanya hkontrol ferhadap

bBirokrasi.

Sasaran vang ingin dicapsi dalam gagasan pemikiran
ini adalah =

2. Femerintah harus bhertindak sesbagai katalisator dan
fazilitator dalam proses pemberdavaan masvarakat.

b. Femerintabh harus membuat peratuwran—peraturan vang memberi
peluang kepada masvarakat untuk mengurusi  kepentingannva
sendiri.

. Merangsang inisitiatif untuk mengurusi kepentingannya
sendiri.

d. Meningkatkan rasa kebersamaan, rasa memiliki dan rasa
tanggung Jawab dalam mengurus kepentingan bersama warga
masvarakat.

2. Memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk  ikut
dalam proses pengambilan keputusan tentang hal-hal yang

secara lanasung mepvangkut kepentingan divinva.




Salab satu conteh pelaksansan prinsip “Community-—
Dwuned Goverment? dalam Sistem Perpajskan di Indonesia

misalnva diterapkannva sistem self agzses=sment dalam
pemunoutan pajak. Sistem self assessment vang memberikan
kewenangan kepada waiib pajak untuk melaporkan sendiri obyvek
pajaﬁnya, menghitung dan memperhitoangkan sendiri paiak
terhutangnya, serta membavar beban pajaknva ketempat—tempat
pembayairan vang telah ditentukan, memberikan bukti bahwa
zicstem peaungutan pajak di  Indonesia sejak reformasi
perpajakan  pertama tahun 1983 telah menerapkan prinsip

Communityv—Omned Goverment jauh sebhelum dirumnuskan oleh David

fAsharne dan Ted Baebler dalam Rinventing Governmenitnya.

Sagasan mengenai Pemerintah yang konpetitif yang
menyuntikkan persaingan dalam pemberian pelayvanan
{Comprietive: Injection competition into service delivery)
dimaksudkan dalam rangka menciptakan hasil vang terbaik dalam
nemberian p=layanan kepada masvarakat. Bengan cara
mengembangkan kompetisi diharapkan para penyedia pelayanan
dapat melaksanskan pelavanan dengan cara—-cara vang etfektif

dan kualitas pelavanan yang semakin baik pula.

Sasaran vang ingin dicapai dalam gaganan pemikiran

ini adalah »

a. Femerintah tidak holeh memonopolil dalam memberikan

pelavanan kepada masvarakat.




b, Di dalam pelaksanaan pelavanan. harus penuh dengan sikap
keterbukaan.

. Inisiatif dan kreativitas aparat harus semakin
dikembangkan.

d. ¥ualitas pemberian pelavanan harus semakin ditingkatkan

dengan hasil vang memuaskan pelanggan.

Salah satu contoh pelaksanaan prinsip “Competitive
Goverment” dalam Sistem Perpajakan di Indanesia misalnva
perlekuan  khusus  bani  barang kena pajak vang di eksport
sebhagai upava menunjang sksport non migas. Pasal 7 ayat (2)
Undano-tindang Nomor 11 Tahun 1924 menvatakan bahwa tarif
Pajak Fertambahan MNilai atas Ekspﬁr Barang Kena Paiak adalah
non  persen.  Hal ini berarti wvntuk Barang Kena Fadak vang
diekspor akan dikenakan Pajak Pertambahan Milai sebesar nol
nercen dikalikan dengan nilai jual barang tersebut, kemudian
ekportir nya akan mempperoleh kembali pajak masukan yvang dulu
sudah dibavar wmelalui leveransirnya pada saat 1a membeli
masukan antaranya {intermediary Input). Strategi ini
dimaksudkan untuk meningkatkan minat pengusaha untuk menjadi
skeportir sekaligqus pula uantuk meningkatkan Lemampaun

skspoartir untuk akses hersaing pada pasar luar negeri.

Contoh tain penerapan pirinsip "Caompetitive
Government” gdiatas adalab dalam rangka meningkatkan efisiensi
perusabhaan melalui perubahan bentuk usaha, penggabungan usaha

atawt pengalihan seluruh aktiva perusahaan vang diikuti oaleh
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perubahan  pihak  yang berbak atas Barang Kena Pajaknva.
Berdasarkan Fasal ? avat (14) Undang-Undang Momor 10 tahun
19924 maka penyerahan atas barang tersebut tidak terhutang
Pajak Fertambahan Milai. Pajak masukan atas barang kena pajak
yang dialihkan dan vang telah dikreditkan tidak harus dibavar
kembali, sedangkan vang belum dikreditkan dapat dikreditkan.
Menturut  Miyvasto, ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong
pengu=saha—pengusaha Indonesia malakukan aliansi—-aliansi
strategis untuk memperkuat faktor internalnva. Aliansi—
aliansi  ini cerderung semakin penting dalam era persaingan
alobal, karena akan dapat meningkatkan efisiensi wusaha.
Berdasarkan pengalaman ternvata perusahaan—perusahaan vang
melakukan alisnsi dengan operusahaan—perusahaan lain
cenderung lebih =2fisien; menoingat ada beberapa biava bersama

vang dapat dihsmat .

Frinsip Ke-esmpat dari Reinventing Governpment vang

ditamarkan aleh David Osborne dan Ted Gasbler adalah
Femerintab Yang beorientasi pada misi dengan jalan
menggerakkan organisasi vanqg digerakkan oleh peraturan
{(Miszipn—Driven Governpent: Transforming rule driven
arganizatian). Gagasan ini l=bih mengarahkan agar

penvelenggaraan tuwoas—tugas birokrasi lebih berorientasi pada
misi dan tugas pokok organisasi. Dengan demikian  tugas—tugas
vang  tidsk prodouktif dean bukan tugas pokok perlu ditiniauw

kembali sehingga beban bircokrasi tidak terlalu besar.,
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Dengan demikian. dapat teriadi perampingan birokrasi
(s¥treamlining). tan produktivites pegawai meningkat. Dengan
katz lain lembaos birokrasi perlu kembali ke tugas pokok.
Tunas—-tugas Y ang bukan tugas pokok sedapat munggin
fdilaksanakan mleb  lembaga swasta atau  non pemerintah.
sepaniang tidak menvyimpang dari misi organisasi. Mission-—
Driven Gavernment menuntut agar dalam penvelenggaraan program
atau kegiatan lebih bersifat luwes dan  fleksibel, dengan
melihat kondisi ickal. Jadi cara penvelenggaraan tugas—tugas
dapat disesuaiktan seiauh lebih menjamin percapaian misi

aorganisasi.

Sasaran vang ingin dicapai dalam gagasan ini adalah

2. Setiap lembaga pemgrintah harus menetapkan misi dan tuiuan
organisasi.

. B=laniutnvya  pemerintah harus dapat m@mengembangkan =sistem
anggaran dan peratwan vang memberi  kel=luasaan dan
Lebehbasan para karvawan untuk mencapai misli vang felah
ditetapkan.

. Pemsrintah dituntut wantuk memabami  kebutuhan  konsumean/
pelanggan  vang sudah barang tentu harus didahului  dengan

mengidentifikasi masvarakat vang dilavani.

Salah satu contoh pelaksanaan orinsip “Nissfon-Driven
Goverpent” dalam Sicstem Ferpaizkan di  Indonesia misalnva
dengan diterapkan sistem self asszessment dalam  pemungutan

pajak =ehagaimana vang diamsnatkan dalam Undang-thdang Nomor
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A Taban  198% dan tindanao—-Undang Momor 2 tahun 1994 tentang
Ketentuan mum dan Toata Cara perpaiakan. dimana Tanqggung
iawab atas kewailiban pelaksanaan pajak sebagai pencerminan
kewaiiban di bidang perpajakan berada pada anggota masvarakat
wajibh  pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini  aparat
perpajakan {fiscus) sesual fungsinva berkewajiban melakukan
pembinaan. pelavanan dan pengawasan terhadap pemenuhan
tewajiban perpajakan berdasarkan ketentnan vang digariskan
dalam peraturan perundanog-undangan perpajiakan. Jadi disini
aoarat perpaijiakan (Fiscus) dalam melaksanakan tugasnva harus
tetep herpedoman kepada misi utama perpajakan vaitu fungsi
pajak sebagai budgetsr dan regulator. Dengan melaporkan
sendiri pbhyek paiaknva, menghitung dan memperhitungkan
zandiri pajak terhutangnya serta membavar sendiri pajaknva ke
tempat—tempat pembavaran paiak meniadikan beban fiscus dalam
pemingutan paiak menjadi le=bibh ringan. Sehingga efisiensi dan
efektivitas pemunguten paiak vang berorientasi  pada  fungsi

budgeter dapat dioptimalkan.

Mengenai gagasan ke—lime dari Reinventing Government
vaitu FPemerintah Herorientasi pada Hasil (Result Oriented
Government) didasarkan pads pengalaman hahwa Eanyak kegiatan—
kegiatan pemerintah vang selama  ini  dilaksanakan dengan
maksud baibk dan dilakukan dengan cara—cara vana kelihatannya
sudah  benar. logis dan masuk  akal namun malah  ternyata
memberikan  hasil  vang sehaliknya. Hal ini dapat terjadi

karena instansi-instansi pemerintah selaluw terpaku pada
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proses kegisatan saia atan pada aturan—aturan vang ada tanpa
melakukan eveluasi dan pengukuran terhadap hasilnva. Tingkat
kepuasan masvarakat vang mestinva menjadi salah satu  ukuran
kekerhasilan usaha pemerintah  juga tidak selalu dapat
diketahui. Banvak pule instansi pemerintah vang menentukan
sendiri pelayvanan apa vang diperlukan oleh masyarakat atau
apa vang diinginkan oleh masvarakat tanpa menanvakan dulu
kepada masyarakat apa vang sebenarnvya mereka harapkan, atau
apakah pelavanan vang telab diberikan pemerintah kepada

masyarakat selama ini sudah memuaskan mereka atau tidak.

Instensi-instan=si pemerintah lebih banvak memfokuskan
pada ketentuan—ketentuan dan peraturan—peraturan yaﬁg ada
fvang munokin swodab tidak relevan lagi  dengan  perkembangan
kLeadaan Y Aang teriadi, misalnva perubahan tuntutan

masvarakat}). Atau peraturan iton memang untuk suatu kelompok

masvyarakat, tetapi kuwrang tepat dengan kelonpok masvarakat
lainnva. Instansi tersebut ternvyata hanva sibuk dengan
anggaran vang dikelolanya dengan urisan kepegawaian,

administrasi, peralatan dan perlengkapannva. Dengan kata lain
merska =ibuk dengan persocalan input-nya  dan akibatnya
disadari atauw tidak mereka swudah mengabaikan pencapaian

tuiuwan, mengabaikan result dan out comes—nva.

Implikasinya adalah terjadi pemborosan biava. tenaga,
cerlengkapan dan  juga waktu. Dengan kata lain, efisiensi

semakin iavh dari harapsn, dan vang lebih serius adalah  jika




teriadi ketidak puasan masvarakat atau semakin merosotnva

kepercavaan masvarakat kepada pemerintah. Keadaan semacam ini

tentue saja tidak dibiarkan berialan secara terus menerus

karena akan membawa dampak vang semakin buruk baik bagi

peperintah maupun baoi masvarakat.

Untuk it Osborne dan Baehler menawarkan konsep
remerintah vang berorientasi pada hasil vang menekankan pada
pentingnya melihat kepada hasil dan  bukan kepada input.
Orientasi ini Jjuga melihat pads pentingnva upava dan cara
wntuk menentukan efektivitas dari setiap kegiatan pemerintah.
Dengan kata lain pemerintah harus selalu mengukur kineria
mareka pada hasil {(out—-put) dan outcome dan  bukan pada
masutkan {ipput) .. Denogan demikian segala sesuatu vang
manvangkut strateg: pelaksanaan manpun strateqli pembiayvaannva
harusiah lebih mementingkesn hasil vang akan dicapai ketimbang

trrlalu memfokuskan kepada faktor masukan {(input).

Sasaran vang ingin dicapail dalam gagasan ke lima dari

Reinventing Goverament ini adalah :

a. Femerintabh harus mengetabui misi dan tujuan organisasinva.
Misxlnva berapa target pemasukan FPajak Bumi dan  Bangunan
{FER) pada tahun 192%.

. Femerintabh harus menetapkan caralstrategi pembiavaan dan
palaksanaan vang efektif untuk mencapai tujuan vang telah

ditetapkan.
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. Pemerintah barns memhbuat standar a2tav ukuran/indikator
keberhasilan.

d. pemerintah harus mengevaluasi kineria vang telah dicapai.

e. Mengembanokan sistem insentif atav penghargasan terhadan

keberhasilan vang telah dicapai.

Salah satu contoh pelaksanaan primsip “Re=zult
fdriented Governent” dalam Sistem Ferpajakan di  Indonesia
dapat dilihat dalam FPajak Bumi dan Bangunan (FBE) dimana
berdasarkan Feratuaran Pemerintah Momor 47 tahun 1985 tentang
Fembagian Hasil Penerimaan Fajiak Bumi dan Bangunan menestapkan
bshwa hiavya pungut ditentukan sebesar 10 % dari seluruh
pemhagian kepada daesrah. Dengan ditentukannya biava pungut
sehesar 10 %. maka dapatlah dikatakan bahwa prinsip Result
Oriented Governpent telah lama diterapkan dalam Pajak Bumi
dan bangunan. Dengan demikian pajak vang dipungut harus
sfimien, dalam arti hiava pungut tidak boleh lebih besar

dibandingkan dengan penerimaan pajaknya.

Bagasaﬁ Femerintab Berorientasi Kepada Pelanggan yvang
mendasarkan pada pementhan kebutuhan pelanggan, bukan
Eshutuhsn hirokrasi {Customer—Driven Government: meeting the
needs of the customer. not the buraucracy) didasarkan pada
pengamatan  dimana seringkali pemerintah  tidak mengetahui
siapa vang harus dilayani, dan kanalitas pelayanan ditentukan
nleh pemsrintah hokan oleh masvarakat. Fadahal sebenarnya

tunas pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada
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masyarakat, Jadi spharusnya  vang menentukan kualitas

pelayanan adalah masvarakat itu sendiri.

Balah satu cara vang dapat dilakukan oleh pemerintah
adalah dengaﬁ mamberikan perhatian vang besar kepada
pelanggannya dan selalu berorientasi kepada pelanggan. Untuk
it pemerintah harus gulai merubah dirinva dengan melakukan
Iangkabh—-langkah perbaikan. FPemerintah harus mengetahui
tebutuhan masvarakat secara cermat dan  mendekatkan diri
kepada masvarakat sehingga dapat msrespon kebutuhan
masvarakat. Ide dasarnva bahwa pemerintabh harus berorientasi
pada pelangogen, memenuhi standar kualitas pelavanan  vang
dibututhkan pelanggan, dan pemerintah harus mampu menvediakan
alternatif pilihan kepada kepeda pelanggan. Untuk itulah maka
semua badan—badan pemerintah dan sektor swasta harus mengerti
tentsng Lebutuban pelanggan dalam proses pEnantuan

program—program merska.

Sasaran vang ingin dicapai dalam gagasan Customer-
Brivea Government ini antara lain :
a. Femerintah harus mengetahui siapa masvarakat vang harus
dilavani.
h. Femerintah harus mendengar pendapat masvarakat yang
dilayvani.

Perin mengidentifikasi kebutuhan masvarakat.

A
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. Memberikan penvuluhan kepada masvarakat terutama tentang

hal dan kewaiiban dalam pemenubhan kebutuhan mereka

sendiri.

v

Menvediakan alternatif pilihan dalam memberikanm pelavanan

kepada masvarakat.

T. menauepayakan sistem pelavanan terpadu.

Melalui Lonsep Femerintahan Wirausaha vang

berlandaskan pemikiran menghasilkan ketimbang membelaniakan

(Enterprising Goeverament: eaming rather then spending}
menaharuskan pemerintabh wuntuk  berusaha memikirkan atau
menggali sumber nendapatan dalam ranglka meningkatkan

pendapétan negara/dasrah. Farenanva. cara—cara untuk mencari
sumber penghasilan baru harus menijadi pemikiran utama bagi
aparatur pemerintah dan bukan semata-mata membelanjakan saia.
Misalnva banvak cara dan metoda yang harus dikembangkan oleh
pemerintah uwntuk  menuju sustuy bhadan vang berwirausaha
sehingga merska memiliki dana untuk biaya operasi dan

mendapatkan keuntunagan.

Suatu  fakta vang disajikan oleh Osborne dan  Gaebler
serta menarik untuk dipelajari dalam kaitannva dengan prinsip
ini adalah keherhasilan Los Angeles dan Atlanta meraih dana
vang cukup besar dari hasil penvelenggaraan Olympiade oleh
pihak swasta. Fadahal iiks pelaksanaan Olympiade dikelola
pemerintabh  (bukan swastal selalua menyebabkan  pengeluaran

pemerintah vang sangat hesar.




Sasaran vang ingin dicapai dalam gagasan Enterprising

Gowvernnent ini adalah :

a. Pemerintah harus jeli terhadap berbagsi peluang-peluang
bisnis vyang sangat bermanfaat bagi pengembangan potensi
wilavah/darsrah.

h. Femerintah meningkatkan keriasama kemitraan sektor swasta
di segala bidang dengan menerapkan strategi win-—-win dimana
pihak vang bherkerjzsama dengan  pemsrintah Sama—sama
diuntungkan.

. fsset—asset vang dimiliki negara/pemerintah ditingkatkan
produktivitasnya sehingga tidak merupakan beban anggaran
tetapi ijusteru menghasilkan.

d. Dalam hal menarik investor diberilkan fasilitas secaral tax
holiday ataw tax incentives agar mereka merasa  tertarik
menanamkan modalnya vang pada akhirnva dapat meningkatkan
pertumhuhan skonomi rakvat.

2. Pemerintah selaln berusaha mengurangi pembiavaan untuk
meningkatkan efisiensi dalam hal pengeluaran sebagaimana

vang berlakuy dalam dunia usaha.

Dalam gagasan FPemerintahan vang antisipatif vyang
berdasarkan pemikiran lebih baik mencegah dari pada mengobati
{Anticipatory Governments Presention rather than cure).,
ditandai dengan berbagai upaya penciptaan kreativitas oleh
hadan—hadan pemerintahan vang berorlientasi masa depan .
Pemerintah  baik vang baik menurut kensep ini  adalah  tidak

hanve hernsaha untuk mengatasi masalah yang ada, namun vang
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ishih penitino adalah hertipaya vuntul mengantisipasi

kemungkinan—kemmakinan timbulnva masalah pada masa vang akan

datanng. Femerintah wirausaha harus berorientasi pada
pencegahan timbulnya masalah. Untuk itu diperlukan
perencanaan yang anfisipatif terhadap permasalahan vang

mungkin timbul.

Salah satu rcara untuk dapat mengantisipasi hal
tersehut adalah melalui perencananan strafegi. Perencanaan
strategi adalah suwatu cara untuk mengantisipasi masa depan
dan jugAa merupakénéjsuatu nroses penelitian  vang sedang
herlanosung, serta arah ke masa depan dari suatu organisasi
dan masvarakat, penetapan Sasaran, pengembangan strateqgi
untuk mencapail sasaran tersebutr serta pengukuran hasil vang

telah dicapai.

Gasaran yang ingin dicapal dalam gagasan ini adalah =
a. Bnalisis situasi internal dan eksternal.
b. Diagnosa atau identifikasi isv—isu kunci  yang dihadapi
organisasi.
. Fendefinisisn misi vang mendasar dari organisasi.
d. Fznoungkapan sasdran dasar organisasi.
e . Penripfaan visi, seperti apa keherhasilan tersebut.

f. Pengembangan strategi untuk mewniudkan visi dan sasaran.

a. mensbapkan jadwal untok mencapal sSasaran.

3
i
k. Pengukuran dan evaluasi hasil.
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Galah satwe contoh pelaksanaan prinsip “Anticipatory
Goverpent” rdalam Sistem Ferpaiakan di Indonesia dapat dilihat
pemberian fasilitas perpajakan terhadap perusahaan peduli
terhadap kEmlestarian lingkungan. Dalam upava untuk
menangaulangi  kerusakan  lingkungan, maka banvak negara di
dunia menentukan svarat bahwa produk Harus tidalk - menimbulkan
terusakan lingkungan (harus memznuhi étandar IS0 14.000) agar
produk fersesbut dapat dijual di neaéra vang bersangkutan.
Oleh karena itu dunia bisnis dituntut untuk membuat suatu
prrlakuan (trratment) terutrama terhadap limbah vang
dihasilkannva, agar grodoak dapat akses dalam  pasar globel.
Farlakuan ini  tentu  meserlukan  hiaya yang sangat  bhesar
sefiingga  perlu ada partisipasi pemerintah dengan memberikan

fasilitas perpaiaksan kEepsra mereka., hkerena tidalk Semua

penusaha hersedis dan mampu melakzsanakannva. Dengan

memhprikan  heherapa  Tfasilitas perpaiakan diharapkén dapat
memactt pengusaha untﬁh memberikan perhatian yang lebih besar
krpada belestarian  lingkangan, vang sekaligus mencegah
terusabkan lingkuwngan. Biava—-biaya vang dikeluarkan untuk
keperluan pennolzahan limhah dapat dimasukkan sebagai biava
vann bersifat tax deauctibel dengan maksnd agar  perusahaan-—
perusahAan fentap knnsern terhadap lingkungan sehingpa  mampu

akses pada standac TS0 14 000

Frinsip ke semhilan dari Reinventing Government

adalah Pemerintanhan Desentralisasi yvang mengarah dari sistem




vt

Mirarki menuiv pArfisipsa=si  dan  keriasama (Desentfaljzed
Governments Trom  hierarchy to participation and Teamwork)
yana memsng sangat dibutuhkan dalam era golabalisasi saat
ini. Femerintahan sentralisasi baik dalam pengambilan
keputusan maupun  dalam hal memberikan pelayanan dengan
jeniang hirarki yang bertingkat tinqkaﬁ? dianggap sudah tidak
dapat menaimbangi peruhahan—peruhahan vang teriadi begitu
renpat. Melalui sistem rersebut proses pengambilan keputusan
akan memakan waktu vang lama, padahal dalam abad informasi
ini  tekanan unitak mempercepat proses pengambilan keputusan

semakin meningkat.

thtnk ity salsh satuy cara yvang rukup efektif vang
dapat dilabkukan adalah dengan maensrapkan sistem
desentralisasi. yakni dengan mendelenasikan wewenang kepada
lebih banvak orang/pihak atan lembaga terutama pemerintah
daersh unitnk  mennambil kemitusan mavpun  dalam membherikan
pelayanan. Dongan mendesontralisasikan wuisan kepada pihak—
(rihak lain, hadan—hadan pemerintan dapat berkonstrasi Lepada

regiatan—kegiatan lainnva.

Sacaran vaﬁq jnqin diceapail dalam gagasan ini adalah :

a. Pemerrintah harus mengidentifikasi Gruaan—urusan vang dapat
dAidespniralisasikan.

h. Mengupayaksn anar pripeyrintah mendpgentralisaSikan.sebanvak

mungkin wewenang repada pemerintah di bawahnya.




T, mEneraphkan manaiemen partisipeatif vang lebih Iuwes,
sportif. inovatif, esfektif, produktif dan diterima

masvarakat.

Salah satu contoh pPlaksanaan.prinsip “Decentralized
Goverment? dalam Sistem Perpaijakan di Indonesia dapat dilihat
dalam Undang-lindang Paiak Bumi dan Bangunan (FER). ﬁalam
ranaoka memperlancar  pemasukan penerimaan pajak, Menteri
Keuanagan herdasarkan Eeputusan pPenteri Keuwangan MNomor
1007 /EME . 04/19%95 telah melimpahkan kewenangan penagihan FPaiak
Fumi dan Bangunan (FER)Y kepada Bubernur kepala Daerah Tingkat
1 dan/atan  Bupati/Walikotamadya Kepala Daarah Tingkat II.
Maketid dari pelimpshan kewesnangan penagihan pajak ini’ adalah
dalam rangka efiensi dan efektivitas pemungutan pajak bumi,
sehagai kmnsﬁkuensildari pembagian hasil dari Fajak Bumi dan
EanquﬂaaifPHH) dimana Pemerintah Fusat bherdasarkan Feraturan
Fenerintah  nomer 47 tahun 1983 mendapat iﬂi dari seluruh
penerimaan, dan F0U untuk Daerah Tingkat dan Tingkat II.

i

Ganasan fterakhir dari David Neborne dan Ted Gaebler
ini adalah Pemerintah vang herorientasl pasar dEnqén jalan
mendnnagkrak prrubahan melalui  sekanisme pasar (Harket
Oriented Government: leveraging change through the market},
dimaksndkan hagaimana pemerintah mengupayakan  hukum  pasar
{ pemerintah penawaran) dengan mongkalitkan pertimbangan—
pertimbanoan pkonmmi dalam kehijaksanaan pemerintah.

camerintah dalam hal ini berupays untnk memanfastkan kondisi
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vang afda untuk mendapatban pemasukan dana kepada pemerintah,
dengan  tidak melupakan untnk  memberikan pelavanan yang

sebaik—baiknvya kepada masvarakat.

Mekanisme pasar vang dikehendaki adalah mekanisme
v ang manempatkan. pemerintah sebagai pihak perantara atau
fasilitator. Dengan kata lain, nemerintah vang berorientasi
pada pasar haruslah berusaha menerapkan mekanisme pasar dari
pada mekanisme birokrasi. Mrkanisme pasar dalam hal ini
adalah proses  vang melibatkan berbagai unsur seperti
penawaran, permintaan, aksesibilitas, informasi. peraturan
dan pEnganasan. ’$Ehinqqa diharapkan pemerintah vang

o [

berorientasi pasar ﬁérena memahami prnses interaksi  tersebut
dan selaluy berinisiatif untunk berperan dan melibatkan diri
dalam satuy san  semia unsur Tersebut.  Setiap  unsur cdapat
memiadi  dan berubah sesuai perubahan kondisi  dan perubahan
wpenr  lainnva. sebaliknya setiap unsur  dapat diintervensi

untuk mendinamiskannyaa Disinilah pemerintah dapat

mendonnkrak perubahan melalul mekanisme pasar.

Sasaran yang ingin dicapai dalam gaqasan ini adalah :

a. Pemerintah harus  berupava antuk melakukan térDbDEan—

terobosan  dalam  hal  memangkas  rantal birokrasi yang
terlale paniang.

I. FPemerintah harus mampu mengemhangkan kebutuhan masvarakat

dengan tingkat pelayanan vyang akan diberikan dengan cara

vann fleksibel. ' ;

et e e g T e AT r E a1 M




. Pemerintahbh harus mengetabni kEehuotuhan pelangoannva.
d. Femerintah tidak perluy intervensi terlalu besar terhadap

mekanisme pasar persaingan vang sempurna vang alamiah.
r

)t
|

Salah satuy contoh pelaksanaan prinsip “Harket
flriented Goverment” dalam Sistem FPerpaiakan di Indonesia
dapat dilihat dalam Undang-tndang FFM dan PFPRBM Tahﬁn 1994,
Dalam pasal 16B ayat (1) lindang-Undang Nomor 11 Tahun 1994
terdapat heberapa bentuk kemudahan vang diberikan kepada
wajih pajak. Dimana di dalam pasal tersebut dipyatakan bahwa
dengan  Peratnran Pemerintah paiak terhuatang  tidak dipungut
sehagisn  atauw  seplurvhnva, ataus dibebaskan dari  pengenaan
untitk @ kegiatan di kawasan tertentu di  daerah- pabean,
penverahan  harang kena paiak tertentu atas jasa kena paiak
tertentu atan import barang kena paiak tertentu, pemanfaatan
haranq‘-kena paiak tertentu dari luvar dasrah pabean dan  di

dalam daerah pabean, pemanfaatan jasa kena paijak tertentu

dari luar daerah pahean atau di dalam dasrah pabean. Tuiuan

diberikannya perlakan Ehusns tersebiit adalah untuk
memnperoepat beherhasilan pemhangunan  bagi sektor—sektor

prioritas, khususnva sektor—-sektor yang nerarientasi eksport.
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F E N U T U P

A. KESIMPULAN-KESIMPULAN.

i.

Secara normatif, Undang~Undang Momor 12 tahun Tahun 1985
Tentang Pajak Bumi dan Banqunan dan Undang-Undang MNMomor 12
Tahun 1794 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

Tabun 19835, menganut sistem self assessment, karena di

dalam Undang—Undang tersebut subvek pajak diberikan
kesempatan untuk melaporkan sendiri obyelk pajaknva,
menghitung dan membavar sendiri pajak terhutangnya.

Beberapa klausula vang menunjukkan bahwa Undang—-Undang
Fajak Bumi dan!B#ﬁgunan menganut prinsip self assessment
adalah : )

a. Yang menunjukkan waiib pajak melaporkan sendiri obyek

pajaknya vaitu :

1) Pasal % Undang—-Undang MNomor 12 Tahun 1985,‘ yang
antara lain mengatakan bahwa wajib pajak wajih
mendaftarkan obyek paiaknya dengan mengisi Surat
Pemberitahuan Obvek Fajak (SPOP) dengan jelas, benar
dan lengkap, dan menandatangani serta mengirimkan
kembali ke Direktorat Jenderal Pajak vang wilavah
kerjanva meliputi letak obyek pajak.

2y 'Hal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 2 Keputusan

Menteri Keuangan Nomor Kep~Bl7/KMK.04/1991 tentang
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Tata Cara Fendaftaran dan Fendataan Obvek dan Subyek
Fajak Bumi dan Rangunan vang mengatakan bahwa
‘pelaksananan pendafttaran obyek pajak dilakukan dengan
cara subyek pajak mendaftarkan sendiri obyek pajaknya
pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan vang
wilavah kerjanva meliputi lokasi obyek pajak atau
tempat lain vang ditentukan oleh Direktur Jenderal
Fajak. |
Yang menunjukkan bahwa wajib pajak menghitung sendiri
pajak terhutangnya, yvaitu :
Pasal 7 1ndang—-Undang FPajak Bumi dan Bangunan yang
mengatakan bahwa Fajak Terhutang dihitung dengan cara
mengalikan Tgﬁif iPajak dengan Nilai Jual Kena pajak
(NJEF) . :
Dengart ditentukanhya Klasifikasi Nilai Jual Obyek FPajak
(NJOF) oleh tenteri Keuangan setiap = tahun dan untuk
daerah—daerah tertentu setiap satu tabun sekali,
ditentukannva Tarif pajiak sebesar 54 (lima persen),
Milai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NIKPTEP)
sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Nilai
Jual Kena Pajak (NJKP) sebesar 20 Z dari Nilai Jual
Obvet Pajak (MIOFP); maka sebenarnva setiap subyek pajak
dapat wmenghitung sendiri pajak terhutangnya. Dengan
demikian, rumus menghitung pajak terhutang sebagaimana
vaig dimaksud dalam FPasal 7 diatas disamping ditujukan
wntuk fiscus Jjuga kepada masyarakat; agar masyarakat
lebih aktif dalam menghitung pajak terhutangnya.

!
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~. Yang menunjukkan babwa wajib pajak membavar sendiri
pajak terhutangnya, vaitu :
Fasal 10 Undang-Undang Paiak Bumi dan Bangunan vang
mengatakan bahwa pajak terhutang berdasarkan Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang ;| (SPPT) harus dilunasi
gelambat—-lambatnva & (enam) bulan sejak tanggal
diterimanya Surat Femberitahuan Pajak terhutang (SFPT).
Berdasarkan pernvataan diatas, maka terlihat bahwa wajib
pajak memhayér sendiri paiak .terhutangnya ke
tempat—tempat vang telah ditentukan sebelumnya secara

1 '-'
self assessment.

- Dalam penerapan sistem self assesement dalam Pajak Bumi dan

Rangunan, terdapat hubungan vyang erat antara  Surat
Femheritahuan Ohavek Pajak (SPOF) dengan sistem menghitung
sendiri pajsk terhutang seperti vang tercantum dalam Surat
Femberitahuan Pajak terbhuntang (SFFT). BSehagaimana yang
tersebut dalam pasal 10 Undang-Undang Momor 12 Tabun 1989
mengatakan bahwa Berdasarkan Surat Pemberitahuan 0Obyek
Fajak (SPOP) Direktorat Jenderal Fajak menerbitkan Surat
Femheritahuan FPajak Terhutang {SPFT). Karena setiap tahun
wajib pajak menerima Surat Pemberitabhuan Pajak Terhutang
(SPPTS, maka seharusnya setiap tehun pula wajib pajak
menerima fTormulir Surat Pemberitahuan Db%ek Paiak (5F0OF).

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa

1
tidak setiap tabun wajiib pajak menerima Surat Pemberitabhuan

Ohyek Pajak (SFOF), dan sebagian besar dari mereka hanva
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sekali mengisi  formulir Surat Pemberitahuan 0Obvek Pajak
(SFOF) walaupun obyvek pajaknvya (khususnya obyek pajak

bangunan) sudah berubah.

Dengan demikian telah terjadi pemutusan rantai self
assessment dari vang seharusnva dimulai dari adanva
pengisian Surat Femberitahuan ;Dhyek Pajak (5FOP) ,
penerbitan Suwrat Pemberitahuwan Pajak Terhutang(SPFT), dan
pembavaran/ pelunasan pajak terhuténg sesual dengan Surat
FPemberitahuan Fajak Terhutang (SPFT) menjadi hanva menerima
Surat Pemberitahuwan Fajak Terhutang (SFPT) setiap tahun
kemudian melunasinva sesual dengan jadwal dan tempat vang
telah ditentukan sebelumnva.

Ini berarti pula bahwa, Pajak terhutang tidak dihitung
berdasarkan keadaan obyvek paiak vang sebenarnya, tetapi
lebih mengarah kepada keadsan obyek pajak vang lain (vang
mungkin sudah berubah baik keadaan fisiknya, fasilitasnva,
pemanfaatannyay harga jualnva, dan keadaan—keadaan lain
vang dapat merubah nilai jual obyek pajak) atau mungkin
berdasarkan hitungan matematis vang sudah dirumuskan
tarlehih dahulu oleh fiscus melalui sistem komputerisasi.
Fernyataan ini diperkuat, apabila kité menelaah secara
teliti cara pengisian Surat Pemberitahuan Obyek FPajak
(SFOF), dimama ﬁi@gk swmua kolom—kolom vang tercantum dalam
farmulir Surat PEMDEfitahuan Obvek Fajak (SPDP) dapat diisi
oleh wajib pajak. Ada beberapa kolom vyang sangat prinsipil

dan menentukan terhadap perhitungan besarnya pajak
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terhutang vyang tidak holeh diisi oleh wajib pajak, tetapi

nleh petugas pajak (fiscus) yvaitu kolom kelas dan kolam

Milai Jual 0DObvek Fajak (NJOF). FPadahal secara normatif

letak prinsip sistem sel¥ asessment dalam Pajak PBPumi dan

Banqunan, Lhususnya dalam tahap melapnrkgn sendiri obvek

pajaknva dan smenghitung sendiri pajak terhutangnya terletak

dari kewenangan wajib pajak untuk @enentukan sendiri kelas
dan Milai Jual Obvek Pajak (NJOF) dari obyek paijiaknva, agar
wajib pajak dapat menghitung sendiri pajak terbutangnva.

Belum diterapkannva sistem self assesszment secara konsisten

dalam sistem pendafttaran ohyek pajak, Pajak Bumi dan

Bangunan terutama dalam menentukan sendiri Kelas dan NMilai

Jual | Obyvek Pajak (NJOF)} obvyvek pajaknya, didasarkan

pertimbangan—pertibangan sebagai berikut :

a. Jumlah wajib paiak, Pajak Bumi dan Bangunan vang cukup
besar (di Jawa Tengah saja mencapal lebibh dari 17 juta
wajib pajak), sehingga apab%la setiap tiga tahun
diberikan Surat Pemberitahuan.ﬂbyek Fajak {SPOP} dan
kemudian dihitung paiak terhutangnya maka dirasa tidak
efisien dan bertentangan dengan asas efisiensi.

Oleh karena itu penvampaian Surat Femberitahuan Obyek
Fajak (SFOP)Y hanva diberikan secara selektif, yaitu
Lepada Subyeh;ﬁaﬁag vang obyek pajaknva belum terdaftar,
mutasi, dipe;kirakan sudah berubah karena perkembangan
pembangunan atau ferhadap obyek pajak vang belum lengkap
datanva. Sedangkan bagi obvek pajak vang diperkirakan

nilai jualnya stabil dan tidak begitu basar

| UPT-18TA - UNMIH]
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perubanannya, maka tidak setiap tahun diberikan Surat
FPemberitahuan Obvyek Pajak (S5F0OFP), melainkan hanva cukup
sekali. Sehingga pensntuan besarnva pajak terhutang
wuntuk tahun—tahuq berikutnyva disamping berdasarkan Surat
Pemberitahuaﬂ”@#&ekQPajak (SPDOP) vang pernab dikirimkan
pertama kali,. juga didasarkan Eepada Klasifikasi ‘dan
Nilai Jual 0Obyek Pajiak vang dikeluarkan oleh Kantor
Wilavah Direktorat Jenderal Fajak setiap tahunﬁya.
Sebagian besar obvek dan subyek pajak berada di pedesaan
vang Jjauh dari pusat pelayvanan FPajak Bumi dan Bangunan
serta mempunvai tingkat pendidikan relatif rendah,
sehingga akan kesulitan menentukan kelas dan Nilai Jual
Obvek Fajak (NJOP) dari cbyvek pajaknya (terutama untuk
menentukan kelas bangunan). Sehingga apabila penentuan
kelas dan Milai Jual Dhyek\Pajak (NJDP}—nya dilakukan
oleh waiib pajak Jjusteru akan meEnggangogu siklus
pemunqutan Fajak Bumi dan Rangunan vang berlaku selama
ini, serta akan memakan biavay waktu'dan tenaga vyangd
cukup besar.
Harga Jjuwal obvek pajak bumi yaAg sangat beraneka ragam
menjadikan kesulitan bagi wajib untuk menentukan Kelas
dan HNilai Jual Obvyek Fajaknya. Oleh karena itu 1lebih
efisien apabila penentuan Kelas dan Nilai Jual 0Obyek
Fajak (NJIDOP) dilakukan oleh fiscus berdasarkan  zona
nilai tanah (ZNT) untuk obvek pajék bumi, dan sistem
Lomputerisasi komponen bangunan untuk  obvek pajak

bhangunan.
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d. Mengingat bhesarnva Jiumlah obyek pajak dan beragamnya

tingkat pendidikan dan pengetahuan wajib pajak, maka

belum seluruhnya wajib pajak dapat melaksanakan
kewajiban untuk mendaftarkan obyek pajak vang
dikuasai/dimiiikifd&manfaatkan (self assessment di

bidang pelaporan). Oleh karena itulah untuk memberikan
pelavanan vang baik, maka Direktorat Jenderal Fajak
mengadakan keqgiatan pendataan obvek dan subyek Pajak
Bumi dan Bangunan secara terus menerus agar data dasar
obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan semakin lengkap

dan akurat.

%. Ada hubungan vang signifikan antara helum diterapkannvya
sistem self assessment dalam Pajak Bumi dan Bangunan dengan
fungsi budgeter dari Pajak Bumi dan Bangunan. Sebagaimana
dipaparkan dalam bab terdahulu  bahwa Pajak Bumi dan
Banqugan lebih banyak berpibak kepada fungsi budgeter
daripada fungsi regulasi. Atau dengan Lata lain bahwa Fajak

Bumi dan HBangunan lebih banvak .dipakai sebagai sarana

aempbilisasi dana bagi pemerintah dari pada sebagai sairana
untuk mengatur  irama kegiatan ekonomi, alokasi sumber,
redistribusi pendapatan dan konsumsi.

Fajak Bumi dan Bangunan adalah pajak obyektif varg
jumlah penerimaanya relatif stabil dan cenderung tidak
begith terpengaruh  terhadap gejolak ekonomi dan monoter
vang ‘terjadi belakangan ini. Di samping itu, kontribusi

Fajak BPumi dan Bangunan terbadap total penerimaan Daerah
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Tingkat 1 Jawa Tengah. dan Daerahl Tingkat II1 Keotamdava
semaranyg sangat strategis dan menen%ukan. Kontribusi Pajak
Bumi dan Bangunan terhadap total peﬁerimaan Daerah Tingkat
I Jawa Tengah pada tahun 199&6/1997 mencapai 11,417 vaitu
sebesar Rp. 137.406.49%.000 dari total penerimaan sebesar
Rp. 1:20X.352.6460.000, sedangkan untuk Kotamadya Daerah
Tingkat II Semarang hontribusinya tahun 1996/1997 mencapai
12,324 % vaitu sebesar Rp. 14.4605.799.000 dari total
penerimaan sebesar Rp. 118.511.13%9.000.
Angka-angka tersebut membuktikan bahwa peranan Pajak Bumi
dan Bangunan dalamlrangka pembiavaan pembangunan di daerah
sangat strategis dan menentukén, aleh karena itu
pelaksanaan pemnungutannya harus dijaga kesinambungannva,
dalam arti bahwa sistem dan mekanisme pemungutan yang telah
berjalan selama ini harus terus disempurnakan. Untuk 1itw
perlu  diciptakan hukum (aturan—aturan pelaksananan) vyang
dapat menjamin 5§abilita5 penerimaan dari Pajak Bumi dan
Bangunan. Aturaﬁiétur;n vang dapat menimbulkan inefisiensi
harus dihilangkan sekalipun itu hertentangan dengan aturan
dasarnya (aturan vang ada diatasnyal.
Demikian halnva dengan penerapan self asseszzment dalam
Fajak Boami dan Bangunan, walaupun telah diamanatkan oleh
reformasi perpajakan pertama tepatnya oleh Undang—tndang
tentang Fetentuan Umum dan Tata Eara'Perpajakan maupun oleh
Undang-Undang Fajak Bumi dan Bangunan itu  sendiri, kalau
dalam peEnerapanrya diperkirakan dapat menimbulkan

instabilitas dalam pangrimaannya, inefizsiensi dalam

v e - . T i rrre o IR R R B s Sk R St | e




V75
pemunguitannva, maka sistem self asi?sgment (terutama dalam
menentitkan  kplas dan NJOP pada Surat Pemberitahuan Obvek
Fajak /SFOF opbyek pajakoya) tidak akan diberikan .kepada
wajib pajak {(walaupun hal ini bertentangan dengan hak dari
wajib pajak). ¥Kalau meminjam pendapat Zelnick dan Nonet
karatgristik hukum Pajak Bumi dan Bangunan ini (terufama
aturan—aturan pelaksanaannva) termasuk dalam katagori hukum

vang represif.

B. SARAM-SARAMN :

Farena secara ﬁDrmatif sistem 'selr assessment sudah
tertuang dalam Undang—Undang Fajak Bumi dan Bangunan serta
Lindang—Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan, maka
sudah selayvaknyalah penerapan sistem self assessment
semakin hari semakin bhanvak dituangkan dalam aturan—aturan
pelaksanaan kedua undang—undang tersebut diatas. Karena
dengan menerapkﬁa sidstem self agﬁesimeﬁt dalam Pajak Bumi
dan Bangunan berarti pula memberdayakan dan memberikan
kepercayaan kepada wajib pajak dalam malaksanakan
kewajibannva serta memenuhi haknya di  bidang perpajakan,
sehingga dapat mewujudkan perluasan dan peningkatan
Lesadaran kewajiban perpajakan secara adil.

Salah satu kran self azsesswment yang paling prinsip dalam
pengenaan Pajak Bumi, dan Bangunan, adalah pemberian
kepercayaan dan kesempatan untulk mendaftarkan sendiri obyek

pajak vang dikuasai/dimiliki/dimanfaatkan dengan mengisi

formulir Surat Pemberitabhuan Qbyek Fajak (SFOF) termasuk
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mengis=i  kolom kelas dan kolom Rilai Jual Obyek Pajak.
Karena dengan diberikannva kewenangan untuk menentukan
Felas dan Milai Jual Obvek Pajak (NJOFP)-nva di dalam isian
pelaporan obyek pajaknya, berarti memberikan kesempatan
kepada wajib pajak untuk menghitung dan memperhitungkan
sendiri pajak terhutangnya. Dengan diimplementasaikannya
sistem szelf assessment dalam pemungutan Paiak Bumi dan
Bangunan berarti pula telah menghormati hak dan kewajiban
wajib pajak dalam rangka memberdayakan masyarakat menuiu
kepada peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar

pajak (tax conclousness).

Secara teoritis pelaksanaan sistem #elf assessment berarti
pula bahwa vyang berperan aktif adglah masyarakat (wajib
pajak), sedangkan aparat perpajakaﬁ (fiscus) lebih banyak
memberikan pembinaan, pengarahan dan penyulubhan—penyuluhan
=erta pelayvanan vang bersifat administratif saja. Dengan
semakin aktifnva wajib pajak berarti ada beberapa kegiatan
vang selama ini dilaksanakan/ditangani oleh fiscus beralih
ktepada wajib pajak, yang secara ekonomis hal ini berarti
terjadi penghematan terhadap tenaga, biaya dan waktu. EKalau
hal ini benar maka asumsinya adalah, bahwa semakin
konsisten diterapkannva sistem sel7 assessment, maka
semakin efisien pelaksanaan pemdngutan Fajak Bumi dan
Bangunan. Oleh karena itu untuk tahun—tahun mendatang perlu
dicarikan solusi  baru  agar  pelaksanaan sistem self

assessment dalam Pajak Bumi dan Bangunan dapat lebih
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meningkatan pendapatan negara dalam bidang pajak., bukan
sehaliknya justeru memperbesar biava punguinva. |
Salah satu alternatif untuk.meningkatkan pendapatan negara
dalam bhidang pajak (khususnva Pajak EBumi dan  Bangumnan)
adalah melalui =self assessment. Hal ini didasarkan dari
beherapa hasil penelitian vang mengatakan bahwa penentuan
Milai Jual Obyek Fajak (NJIOFP)} secara official assessment
menghasilan RNilai Jual Obvek Fajak (NJOF) dibawah harga
pasar (jauh di bawah bharga pasar). 0Oleh karena it untuk
heberapa obyek pajak tertentu seperti obyek pajak bidang
bidané usaha perkebunan, perhutanan, peternakan dan
nertambangan, dan obyek pajak laiﬁnya vang dipilih secara
selektif, dilakukan penentuan Nila; Jual Obvek Pajak {(MNJOP)

SECcara =el¥f assessment. Hal ‘inti dilakukan dengan

il

pertimbangan bahwa subyek pajaknya berbentuk badan hukum
vang secara organisatoris mempunyal tenaga ahli vang mampu
untul melakukan perhitungan dan  memperhitungkan sendiri
pajak terhutangnya. Fertimbangan lainnya adalah kalau hal
ini dilakukan nleh aparat perpajakan (%iscus) justeru akan
menjadi  tidak efisien dan tidak valid dalam penghitungan

pajak terhutangnya.

Karena selama ini Fajak Bumi dan Bangunan lebih condong
baerpihak kepada fungsi budgeter dibandingkan sehagai fungsi
regulasi, maka untuk tabhun—tahun mendatang perlu dicari
terobosan baru sistem pemungutan Fajak Bumi  dan  Bangunan

yang konsisten terhadap prinsip self assesszment serta
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CONSern terhadapsfunqsi regulasinya. Hal ini  hanya dapat
teriadi apabila hukum'(aturan—aturan) vang melingdungi hal
tersebut hersifat responsif. Hiakum vang responsit  hanva
dapat diwuwjudkan apabila proses pembuatannva melibatkan
berbagai komponen masyvarakat termasuk  FPerguruan  Tinggi.
Oleh karena itu dalam upava aencari solusi bara pelaksanaan
sistem self asszessment dalam Pajak Bﬁmi dan Bangunan vang
dapat berfungsi sebagai budgeter dan regulasi secara
seimbang, perlu melibatkan berbagai disiplin ilmu, dengan
harapan setiap peningkatan pendapatan FPajak Bﬁmi dan
Bangunan, selalu diiringi gerak ekonomi masyarakat vyang
semakin bergairah.

Karena secara teoritis sistem self assessment diciptakan

dalam rangka efisiensi, dan makna sistem self assezzment

sangat relevan dengan semangat;jdemokrasi dalam era
refarmasi sekarang ini, vyang menempatkan Wajib Pajak
srbagai nhvek sekaligus sebagai subyek dalam sistem
perpajakan nasional, maka sudah saatnya sistem self

assessment diterapkan secara utuh dalam pemungutan Fajak
Bumi dan Bangunan (FPBR), dengan harapan peningkatan
pendapatannya akan semakin meningkat.

Di samping itu dalam rangka efisiensi, perlu diciptakan

Cbirokrasi perpajakan vang mempunyai semangat wirausaba

{enterpreneurship berauchracy) sebagaimana yang disampailkan
nleh David ﬂSbDrne dan Tes .« BGaebler dalam teori
mewirausahakan birokerasi (Reinventing Gavernment) vang

sangat terkenal itu.
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